
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025;

a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu

dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan

berhasil guna dengan memperhatikan

sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang

sudah ditentukan;

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan tertib

hukum dan tertib administrasi dalam

pelaksanaannya, diperlukan petunjuk teknis yang
mengatur pengelolaan Anggaran Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025;

BUPATIPURWAKARTA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PETUNJUKTEKNISPENGELOLAANANGGARAN
BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2025

TENTANG

NOMOR71 TAHUN2024

PERATURANBUPATIPURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSIJAWABARAT

Menimbang



/

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan

Mengubah UndangUndang Nomor 14Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor2851);

Mengingat



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerab (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambaban Lembaran Negara Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun '2017

ten tang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintab Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Perubaban atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6847);

9. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan .

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2024 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 648);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 ten tang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1312);

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018) tentang Pengadaan Barang/ Jasa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 63);



Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pernerintahan daerah yang rnemimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kab~paten Purwakarta sebagai unsur
penyelenggara pernerintahan daerah di Kabupaten

Purwakarta.

BABI

KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN

BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2025.

MEMUTUSKAN:

18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun

2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nornor 6 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nornor

104 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2024 Nornor6).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor

6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022 Nomor 6);

Menetapkan



keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan

kepala SKPKDyang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara

Umum Daerah.

13. Bendahara Umum Oaerah yang selanjutnya disingkat

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas

sebagai bendahara umum daerah.

keseluruhankewenangan menyelenggarakan

pengelolaan keuangan daerah.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah

tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PO

adalah perangkat daerah pad a pemerintah daerah

selaku pengguna anggarari/ pengguna barang.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPKDadalah perangkat daerah

pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran /pengguna barang, yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang

terdiri dari OPRD, Bupati/wakil Bupati dan satuan

kerja perangkat daerah.

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai



14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa

untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi PO yang

dipimpinnya.

16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan barang milik daerah.

17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi PD.

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan PO yang selanjutnya

disingkat PPK-SKPO adalah pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPO yang

selanjutnya disingkat PPK-Unit SKPD adalah pejabat

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

Unit SKPO.

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat

PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

disingkat PPTK adalah pejabat struktural atau ASN

yang ditunjuk oleh PA/KPA pada SKPO / Unit SKPD

yang melaksanakan teknis kegiatan / sub kegiatan

SKPO jUnit SKPO.

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan

APBDpada PD.

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka

pelaksanaan APBDpada PD.

24. Entitas pelaporan adalah unit pernerintahan yang



terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang

menurut ketentuan peraturan perundang- undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan.

25. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaranj pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Iaporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
26. Unit kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan

satu atau beberapa program.

27. Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima)tahun.
28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan

keputusan Bupati dan dipimpinoleh Sekretaris Daerah

yang mempunyai tugas menyiapkan serta

melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBDyang anggotanya terdiri dari unsur

Pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada

SKPDlain sesuai dengan kebutuhan.

30. Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat

KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)adalah

dokumen yang merinci alokasi anggaran yang
dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang

tercantum dalam KUA.
32. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya

disingkat RKA-PDadalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan,

rencana belanja program dan kegiatan PD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

33. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola



Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

RKAPPKD adalah rencana kerja dan anggaran

badanjdinasj bagian keuangan selaku Bendahara

Umum Daerah.

34. Register Risiko adalah dokumen yang berisi risiko­

risiko yang dihasilkan dari kegiatan identifikasi

program Perangkat Daerah.

35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah

pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan,

dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu

Tahun Anggaran, dengan mempertimbangkan

implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan

pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam

prakiraan maju.

36. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan

kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran berikutnya

dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah

disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya.

37. Kinerja adalah keluaranjhasil dari kegiatanjprogram

yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur.

38. Penganggaran Terpadu iunified budgeting) adalah
penyusunan rencana keuangan tahunan yang

dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis

belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan
yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi

alokasi dana.

39. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan
dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional.

40. Urusan pemerintahan adalah fungsi pemerintahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan

dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,



roemberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

41. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakpn sumber daya yang disediakan

untuk roencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi

PD.
42. Kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program dan terdiri dari sekumpulan nndakan
pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil

[sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barangfjasa.
43. Sub Kegiatanadalah bentuk aktivitas dan layanan dari

kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

44. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari
suatu kegiatan. Keluaran (output) adalah barang atau
jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan

untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan

program dan kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala

sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
45. Kas Umuro daerah adalah tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk roerobayar seluruh pengeluaran

daerah.
46. RekeningKas Umum Daerah (RKUD)adalah rekening

tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
olebBupatijKepala Daerah untuk menampung selurub
penerimaan daerah dan digunakan untuk roerobayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.
47. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke ke



daerah.

48. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas

daerah.

49. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

50. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

51. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.

. 52. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.

53. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali darr/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

Anggaran berikutnya.

54. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya

disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.

55. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang

rnengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain

sehingga daerah dibebani kewajiban untuk rnembayar

kembali.

56. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar

kepada pemerintah daerah darr/atau hak pemerintah

daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

57. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar

pemerintah daerah danl atau kewajiban pemerintah

daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan

peraturan perundang-undangan, perj anj ian, atau

berdasarkan sebab lainnya yang sah.

58. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna

mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar

yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

59. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh



manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti,

manfaat sosial danjatau manfaat lainnya sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

60. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya

disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

DPAPPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran

badanj dinasjbiro keuanganjbagian keuangan selaku

Bendahara Umum Daerah.

62. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD yang

selanjutnya disingkat DPPA-PDadalah dokumen yang

memuat perubahan pendapatan dan belanja yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan

anggaran oleh pengguna anggaran.

63. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang

selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang

memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar

pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

64. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas

masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan

arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana

yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan

dalam setiap periode.

65. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana

untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar

penerbitan SPP atas pelaksanaan APBD.

66. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatanjbendahara pengeluaran untuk mengajukan

permintaan pembayaran.

67. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP­

UP adalah dokumen yang diajukan oleh bend ahara

pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang



bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung.
68. SPPGanti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti

uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung.

69. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan

uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PDyang

bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.

70. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung

kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja

atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu

pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh

PPTK.

71. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat

SPMadalah dokumen yang digunakan j diterbitkan oleh

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2Datas beban
pengeluaran DPA-PD.

72. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPM-UPadalah dokumen yang

digunakanj diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2Datas beban pengeluaran DPA-PDyang

dipergunakan sebagai uang persediaan untuk
mendanai kegiatan.

73. Surat Perintah MembayarGanti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GUadalah dokumen yang

diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-PDyang dananya

dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.

74. Surat Perintah MembayarTambahan Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPM-TUadalah dokumen



Pasal2
Petunjuk Teknis PengelolaanAPBDTahun Anggaran 2025,
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I Umum
b. bab II Perencanaan dan Penganggaran
c. bab IIIPelaksanaan dan Penatausahaan
d. bab IVPerubahan APBD
e. bab V Pengawasan dan Pengendalian

BABII

SISTEMATlKA

yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk

penerbitan. SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD,

karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas

pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai

dengan ketentuan.

75. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya

disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan

oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas

beban pengeluaran DPA-PD kepada pihak ketiga.

76. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan

sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh

BUD berdasarkan SPM.

77. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.

78. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai.
79. Kegiatan Tahun Jarnak adalah kegiatan yang

dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari
1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan

melalui kontrak tahun jamak.

80. PanitiajPejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang

selanjutnya disingkat PPHP adalah PanitiajPejabat
Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan.
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pengundangan Peraturan Bupati lID dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta.

BABIII

PENUTUP



dankomprehensif. .smergis,desentralistik,demokratis,

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang

mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah

dan Daerah Otonomdidasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat

berbagai urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan

Pemerintah.

Pembagian urusan tersebut di atas pada hakekatnya didasarkan

kepada prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Eksternalitas

berarti pembagian urusan pemerintahan dilakukan dengan

mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Akuntabilitas

didasarkan pada pertimbangan tingkat pemerintahan yang terkena

dampak langsung dari urusan yang ditangani tersebut. Sedangkan

efisiensi didasarkan pada pertimbangan daya guna dan hasil guna

yang dirasakan oleh masyarakat dan besarnya risiko yang harus

dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
Dalam rangka mengakomodasikan berbagai tuntutan reformasi

tersebut di atas ke dalam suatu sistem pelaksanaan APBDyang lebih

A. LATARBELAKANG

BABI

UMUM

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PETUNJUKTEKNISPENGELOLAANANGGARAN
BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2025

TENTANG

LAMPIRANPERATURANBUPATIPURWAKARTA

NOMOR71 TAHUN2024
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berkesinambungan serta melaksanakan pembangunan Daerah

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang­

undangan, di samping menampung serap aspirasi yang dilaksanakan

oleh DPRD, perlu disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran

Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025, guna

lebih menyerasikan, mengefektifkan, mengoptimalkan proses dan

mekanisme pelaksanaan serta mengantisipasi berbagai permasalahan
di lapangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

terhitung mulai tanggal 1Januari sampai dengan tangga131Desember

yang dibahas dan disetujui bersama olehpemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)disusun sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan

pendapatan daerah berpedoman kepada RKSKPDdalam rangka

mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan

bernegara dengan memperhatikan tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

dan manfaat untuk masyarakat. APBDmempunyai fungsi otorisasi,

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi

dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun

yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah

menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan

pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah

menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
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4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerjaj'mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan

efisiensidan efektivitasperekonomian.

5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran

daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah

daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomiandaerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang

baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan anggaran perlu
diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan yang terdiri dari laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pengelolaananggaran perlu diperhatikan, bahwa:
1. Dalam proses penyusunan anggaran, semaksimal mungkin

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPDaerah),RencanaJangka MenengahDaerah (RPJMDaerah),

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD),Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja PD),Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD),Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon

AnggaranSementara (PPAS),serta Optimalisasi sumber daya;
2. Adanya kejelasan dan ketegasan secara konsisten dan konsekuen

dalam proses dan mekanisme penyusunan anggaran dari aspek

struktur perencanaan kerja, Aspek kelembagaan dan struktur

anggaran, sebagai landasan pertanggungjawaban penyelenggaraan

pelaksanaan pemerintahan di daerah;

3. Dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)harus dapat

menyajikan informasi yang akurat tentang program prioritas dan
patokan maksimal batas anggaran yang dialokasikan untuk setiap
program, sinkronisasi program nasional dengan program
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B. MAKSUDDANTUJUAN

Petunjuk Teknis sebagai pedoman teknis tatalaksana pengelolaan

anggaran, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara

optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan

akuntabilitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-'

undangan yang berlaku.

Petunjuk Teknisbertujuan:

1. Sebagaipedoman teknis perencanaan anggaran di daerah;

2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu

kepada anggaran berbasis kinerja;

3. Sebagai pedoman pelaksanaan tatalaksana pengelolaan anggaran

bagi penentu kebijakan dan para pelaksana;

4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata usaha keuangan,
pertanggungjawabandan pelaporan;

5. Untuk meningkatkan sinergitas di antara Satuan Kerja Pengguna

Anggarandan Pejabat PengelolaKeuangandi daerah;

6. Sebagaipedomanuntuk melaksanakan pengendalian,pengawasan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan anggaran di

pemerintah daerah dan antar program terkait dengan kinerja,

standar pelayanan minimal yang ditetapkan serta prinsip-prinsip

peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja;

4. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban wajib

memperhatikan peraturan perundang-undangan, dasar hukum

dan otorisasi dalam setiap pelaksanaan anggaran, serta taat

terhadap sistem penganggaran;

5. Untuk menjamin agar anggaran dapat disusun, dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkandengan baik dan benar, maka perlu diatur

petunjuk teknis atas seluruh proses pengelolaankeuangan daerah,

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban,pengawasan keuangan di daerah.
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C. PRINSIPPENGELOLAANAPBD
PengelolaanAPBDdalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

1. Tertib
PengelolaanAPBDdilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna

yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Efisien
Pengelolaan APBD dilaksanakan secara efisien agar mencapai

keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau

penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

3. Ekonomis
PengelolaanAPBDdilaksanakan secara ekonomisagar memperoleh

masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat

harga yang rendah.

4. Efektif

Pengelolaan APBDdilaksanakan secara efektif untuk mencapai

hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan

cara membandingkan keluaran dengan hasil.

5. Transparan

Pengelolaan APBD dilaksanakan secara transparan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan

akses informasi seluas-luasnya tentang KeuanganDaerah.

6. Bertanggungjawab

Pengelolaan APBD dilakukan secara bertanggungjawab sebagai

perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

daerah, baik oleh pengendali, atasan langsung maupun oleh

pengawas fungsional.
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E. STRUKTURAPBD

1. APBDmerupakan satu kesatuan yang terdiri:

a. Pendapatan Daerah;

b. BelanjaDaerah; dan

c. PembiayaanDaerah.

2. Pendapatan Daerah meliputi semua penenmaan uang melalui

rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh

daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang

merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3. Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan AsliDaerah;
h. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lainpendapatan daerah yang sah.

D. RUANGLINGKUPPENGELOLAANAPBD

PengelolaanAPBDdalam peraturan ini adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

APBD.

7. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Pengelolaan APBD dilakukan dengan memperhatikan prinsip

keadilan yang ditunjukkan dengan adanya keseimbangan distribusi

kewenangan dan pendanaannya serta memperhatikan prinsip

kepatutan yang mana tindakan atau suatu sikap dilakukan dengan

wajar dan proporsional.

8. Manfaat untuk masyarakat
Pengelolaan APBD dilaksanakan dengan mengutamakan

pemenuhan kebutuhan masyarakat.

9. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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4. Pendapatan AsHDaerah, berasal dari:

a. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah baik berdasarkan penetapan Kepala Daerah (official

assessment) maupun berdasarkan perhitungan sendiri oleh
WajibPajak (self assessment).

1) Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan KepalaDaerah:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2);

b) Pajak Reklame;

c) PajakAirTanah (PAT);dan

d) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh

wajibpajak:

a) Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

b) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)atas:

(1)Makanan danj atau minuman;

(2)Tenaga listrik;

(3)Jasa perhotelan;

(4)Jasa parkir; dan

(5)Jasa kesenian dan hiburan; dan

c) PajakMineralBukan Logamdan Batuan (MBLB).
b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lainpendapatan asli daerah yang sah.

5. Pendapatan Transfer, berasal dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Transfer antar-daerah.

6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, berasal dari:
a. Hibah, yaitu bantuan berupa uang, barang, danjataujasa yang

berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri
yang tidak mengikat untuk merrunjang peningkatan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
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kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
b. Dana Darurat, yaitu dana yang berasal dari APBNyang diberikan

kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk rnendanai
keperluan rnendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak

rnarnpu ditanggulangi oleh Daerah dengan rnenggunakan

surnber APBDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan;dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7. Belanja Da~rah rneliputi semua pengeluaran dari rekening kas
urnurn daerah yang tidak perlu diterirna kernbali oleh Daerah dan

pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang

rnerupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

8. Belanja Daerah diklasifikasikan rnenurut urusan Pernerintah

Kabupaten, organisasi, fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan

serta kelornpokdan jenis belanja.

9. Belanja Daerah rnenurut urusan pernerintah dipergunakan dalarn

rangka rnendanai pelaksanaan urusan pernerintah yang rnenjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari:

a. Belanja rnenurut urusan Pernerintahan wajib

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk

rnelindungi dan rneningkatkan kualitas kehidupan rnasyarakat

dalam upaya rnernenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas urnurn yang layak serta

rnengernbangkansistern jaminan sosial.

Klasifikasi belanja rnenurut urusan Pernerintahan wajib
mencakup:

1) Urusan Pernerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar, rneliputi:
a) Pendidikan;
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b) Kesehatan;

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat; dan

1) Sosial.

2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar, meliputi:

a) Tenaga Kerja;

b) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
c) Pangan;

d) Pertanahan;

e) Lingkungan Hidup;

1) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h) PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana;

i) Perhubungan;

j) Komunikasi danInformatika;
k) Koperasi,Usaha Kecil,dan Menengah;

1) Penanaman Modal;

m)Kepemudaan dan Olah Raga;

n) Statistik;

0) Persandian;

p) Kebudayaan;

q) Perpustakaan; dan

r) Kearsipan

b. Belanja menurut urusan Pemerintahan pilihan.
Klasifikasibelanja menurut urusan pilihan mencakup:

1) Kelautan dan Perikanan;

2) Pariwisata;

3) Pertanian;
4) Kehutanan;

5) Energi dan Sumber DayaMineral;
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6) Perdagangan;

7) Perindustrian; dan

8) Transmigrasi.

c. Belanja menurut unsur pendukung

Klasifikasibelanja menurut unsur pendukung mencakup:

1) Sekretariat Daerah; dan

2) Sekretariat DPRD.

10. Belanja Daerah menurut klasifikasinya terdiri atas:

a. Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka

pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan

kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Kompensasi tersebut

diberikan kepada Kepala DaerahjWakil Kepala Daerah,

PimpinanjAnggota DPRDdan PegawaiASN.Belanjapegawai

ASNdianggarkan pada belanja SKPDbersangkutan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barangj jasa yang nilaimanfaatnya kurang dari 12

(dua belas) bulan, termasuk barangjjasa yang akan

diserahkan atau dijual kepada masyarakatjpihak ketiga;

3) Belanja Bunga, digunakan untuk rnenganggarkan

pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban
pokokUtang berdasarkan perjanjian pinjaman;

4) Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau

jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD

danj atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat

terjangkau olehmasyarakat;

5) Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, danjatau badan dan lembaga, serta organisasi
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kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus

menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

6) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada

individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan.

b. Belanja Modal,digunakan untuk menganggarkan pengeluaran

yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset

lainnyayangmempunyaimasa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan serta melebihibatasan minimalkapitalisasi aset tetap atau

aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Aset tetap

tersebut digunakan dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli·

atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaarr/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

BelanjaModalmeliputi:

1) BelanjaTanah, digunakan untuk menganggarkantanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap

dipakai;

2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan

kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebihdari 12(duabelas)bulan dan dalamkondisi
siap pakai;
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3) Belanja Bangunan dan Gedung, digunakan untuk

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh

gedungdan bangunan yang diperolehdengan maksud untuk

dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan

dalam kondisi siap dipakai;

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

mengalokasikan anggaran bagi pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja tersebut

mencakup proyek-proyek yang dikelola oleh Pemerintah

Daerah dan yang sudah atau akan siap digunakan oleh

masyarakat. Untuk mendukung peningkatan kualitas

infrastruktur publik, alokasi anggaran untuk belanja akan

ditambahkan sebesar 10% dari penerimaan Opsen Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB)yang dipungut oleh Pemerintah

Kabupaten pada tahun 2025. Dana ini akan diarahkan

khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, guna

memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang lebih baik
bagi masyarakat. alokasi tambahan dari Opsen PKB ini

diharapkan dapat memperkuat infrastruktur jalan dan

meningkatkan layanan transportasi umum, sesuai dengan

prioritas pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan

mobilitasmasyarakat dan mendorongpertumbuhan ekonomi

daerah;

5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk

menganggarkanaset tetap lainnyamencakup aset tetap yang

tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap

sebagaimana dimaksud pada angka 1)sampai dengan angka

4), yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap

dipakai;
6) Belanja Lingkungan Hidup, digunakan untuk mendukung

program-programpengelolaan,perlindungan, dan pemulihan
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lingkungan hidup, yang meliputi upaya konservasi,

pencegahan, dan mitigasi dampak pencemaran atau

kerusakan lingkungan. Alokasi anggaran ini digunakan
untuk kegiatan seperti reboisasi, penanaman pohon,

pembuatan sumur resapan, pelestarian hutan, pengelolaan

limbah, serta pemantauan kualitas udara dan air tanah.

Sebagai upaya memperkuat keberlanjutan lingkungan,

sebagiandana berasal dari penerimaan PajakAirTanah (PAT),

di mana 10%dari pendapatan tersebut dialokasikan secara

khusus untuk mendukung aktivitas pelestarian sumber daya

air dan mengatasi dampak pencemaran. Belanjaini bertujuan

memastikan keberlanjutan sumber daya alam, kualitas hidup

masyarakat, dan mendukung keseimbangan ekosistem

daerah, sehingga memenuhi tanggung jawab pemerintah

daerah dalammenjagalingkunganyang sehat dan lestari; dan

7) BelanjaAsetLainnya,digunakan untuk menganggarkan aset

tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisiaset tetap, dan

harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai

tercatatnya.

c. Belanja Tidak Terduga, yaitu pengeluaran anggaran atas beban

APBDuntuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksisebelumnya serta pengembalianatas

kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun
sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat

digunakan:
1) Dana dari hasil penjadwalanulang capaian programkegiatan

dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan

dalam tahun anggaran berjalan; darr/atau

2) Memanfaatkankas yang tersedia.
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d. Belanja Transfer, yaitu pengeluaran uang dari Pernerintah

Daerah kepada Pernerintah Daerah lainnya danIatau dari

PernerintahDaerah kepada PernerintahDesa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja BagiHasil, dianggarkan dalarn APBDsesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Belanja Bantuan Keuangan, diberikan kepada daerah lain

dalarn rangka kerja sarna daerah, pernerataan peningkatan

kernarnpuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya.

Bantuan keuangan terdiri atas:
a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaterr/kota;

c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah

kabupaterr/kota di wilayahnya dan/ atau daerah

kabupaterr/kota di luar wilayahnya;

d) bantuan keuangan daerah kabupaterr/kota ke daerah

provinsinyadan atau daerah provinsi lainnya;

e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaterr/kota

kepada desa.

11. Pernbiayaandaerah rneliputi sernua penerirnaan yang perlu dibayar

kernbali dan/ atau pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik

pada tahun anggaran berkenaan rnaupun tahun anggaran

berikutnya.

12. Pernbiayaan daerah terdiri dari penenrnaan pernbiayaan dan

pengeluaran pernbiayaan yang dirinci rnenurut urusan

pernerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek

pernbiayaandaerah.

13. Penerirnaanpernbiayaan daerah bersurnber dari:

a. Sisa LebihPerhitungan AnggaranTahun Anggaran Sebelurnnya

(SILPA);

b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerirnaanpinjarnan daerah;
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F. SURPLUSDANDEFISITAPBD

1. Surplus atau defisitterjadi akibat adanya selisih antara pendapatan

daerah dengan anggaran belanja daerah.

2. Surplus APBDterjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan

lebih besar dari anggaran belanja, dapat digunakan untuk

pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; darr/atau

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

14. Pengeluaran Pembiayaandapat digunakan untuk:

a. Pembayaran cicilan pokokUtangyangjatuh tempo;

b. Penyertaan ModalDaerah;

c. Pembentukan Dana Cadangan;

d. Pemberian Pinjaman daerah;

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

15. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan

Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.

16. Pembiayaanneto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

17. Sisa LebihPerhitungan Anggaran (SILPA

SILPAbersumber dari:

a. Pelampauan penerimaan PAD;

b. Pelampauan penerimaan dana transfer;

c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

d. Pelampauan penerimaan pembiayaan;

e. Penghematan belanja;

f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun

belum terselesaikan; dan/ atau

g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan

sisa dana pengeluaran pembiayaan.
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G. PENGELOLAAPBD

PengelolaAPBDadalah pejabat yang melakukan keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

APBD.

PengelolaKeuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya

masing-masing sebagai berikut:

1. PemegangKekuasaan PengelolaanKeuangan Daerah
a. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan

kekayaan daerah yang dipisahkan.
b. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah mempunyai kewenangan:

tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Defisitanggaran terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan

lebih kecil dari anggaran belanja, dapat didanai dari penerimaan

pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD

yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. Penggunaan surplus APBD,diutamakan untuk:

a. Pembayaran cicilan pokokUtang yang jatuh tempo;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembentukan dana cadangan;
d. Pemberian pinjaman daerah; danjatau

. e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5. Batas maksimal jumlah kumulatif defisitAPBDdan batas maksimal

defisit APBD untuk setiap tahun anggaran (paling lambat bulan

Agustus untuk tahun anggaran berikutnya) berpedoman pada

penetapan MenteriKeuangan

16



1) menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,

rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,dan

rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

2) mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,

rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,dan

ran~angan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDkepada DPRDuntuk dibahas bersama;

3) menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,dan rancangan

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDyang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

4) menetapkan kebijakan terkait PengelolaanKeuanganDaerah;

5) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak

terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat

dibutuhkan olehDaerah danj atau masyarakat;

6) menetapkan kebijakan pengelolaanAPBD;

7) menetapkan KPA;

8) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran;

9) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah;

10) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan

Utang dan Piutang Daerah;

11) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

12) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

13) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
c. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu

paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu,
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bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan

operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit

organisasi bersifat khusus dan/ atau bendahara khusus lainnya

yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

d. Dalammelaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian

atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan

sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip

pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji,

dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan

ditetapkan dengan Keputusan KepalaDaerah.

e. Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf
d terdiri atas:

1) sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah;

2) 'kepala SKPKDselaku PPKD;dan

3) kepala SKPDselaku PA.

2. KoordinatorPengelolaanKeuanganDaerah

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah mempunyai tugas:

1) koordinasi dalam pengelolaankeuangan daerah;

2) koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,

rancangan perubahan APBD, dan rancangan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3) ·koordinasipenyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

5) koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan;dan
6) memimpin TAPD.
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3. Pejabat PengelolaKeuanganDaerah

a. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang

melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada

pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan

daerah. KepalaSKPKDselaku PPKDmempunyai tugas:
1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah;

2) menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,

rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,dan

rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;
3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

diatur dalam Peraturan Daerah;

4) melaksanakan fungsiBUD;dan

5) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit
meliputi:

1) koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur

pengelolaankeuangan daerah;

2) koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah;

3) koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.

c. Koordinator pengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggungjawabkepada kepala daerah.

d. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan

terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu

Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan

penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah termasuk

PengelolaanKeuanganDaerah.
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d. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan
dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan
pemungutan pajak daerah.

e. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya sebagai akibat
langsung dari investasi tersebut.

merupakan

b. PPKDdalam melaksanakan fungsinya selaku BUDberwenang:

1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2) mengesahkan DPA-SKPD;
3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

4) memberikanpetunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran kas daerah;

5) melaksanakan pemungutan pajak daerah;

6) menetapkan anggaran kas dan SPD;

7) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan

atas nama pemerintah daerah;

8) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah;

9) menyajikan informasikeuangan daerah; dan

10) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal

penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan

melalui RKUD.

c. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

1) mengelolainvestasi;

2) menetapkan anggaran kas;

3) melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

4) membuka rekening Kas umum daerah;

5) membuka rekening penerimaan;

6) membuka rekening pengeluaran; dan

7) menyusun laporan keuangan yang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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mengelolajmenatausahakan investasi;
8) melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPAatas

bebas APBD;
9) melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama

pemerintah daerah;
10) melakukan pengelolaanutang dan piutang daerah; dan

11) melakukan penagihan utang piutang daerah.
d. Dalampengelolaankas, Kuasa BUDmempunyai tugas:

1) menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun

dan menguji anggaran kas yang disusun KepalaSKPDuntuk

ditetapkan olehBUD;

dandaerahuang7) melaksanakan penempatan

4. KuasaBUD

a. PPKDselaku BUDmengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

b. Kuasa BUDditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

c. Kuasa BUDmempunyai tugas:

1) menyiapkan anggaran kas;

2) menyiapkan SPD;

3) menerbitkan SP2D;

4) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh bank danj atau lembaga keuangan lainnya yang telah

ditunjuk;

5) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

6) menyimpan uang daerah;

f. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan

investasi.
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5. Pengguna Anggaran

a. Kepala SKPDselaku PAmempunyai tugas:

1) menyusun RKA-SKPD;

2) menyusun DPA-SKPD;

3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan;

4) melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya;

5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

7) mengadakan ikatarr/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8) menandatangani SPM;

9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPDyang dipimpinnya;

10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPDyang

dipimpinnya;
11) mengawasi pe1aksanaan anggaran SKPDyang dipimpinnya;
12) menetapkan PPTKdan PPK-SKPD;

2) melakukan penyelisihan piutang tidak tertagih dalam

mengelolapiutang menatausahakan penyisihan dana bergulir

yang tidak tertagih atas investasi;

3) menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan

penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

e. Kuasa BUDbertanggungjawab kepada PPKDselaku BUD.

f. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)

Kuasa BUDdi lingkungan SKPKDdengan pertimbangan besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi dan/ atau rentang

kendali.

g. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban

kerja, lokasi, dan Iatau rentang kendali yang kriterianya

ditetapkan kepala daerah.
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13) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPDyang dipimpinnya;
·14) dalam rangka pengelolaankeuangan daerah; dan

15) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. Selain tugas SKPDselaku PAmempunyai tugas lainnya, meliputi:

1) menyusun anggaran kas SKPD;

2) melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
3) menyusun dokumenNaskah PerjanjianHibahDaerah (NPHD);

4) menyusun dokumen PemberianBantuan Sosial;

5) menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD

melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan

Pengeluaran Daerah tersebut; dan

6) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPDyang

dipimpinnyakepada PPKDselaku BUD.

c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai
wewenang,meliputi:

1) menandatangani dokumen permintaan pengesahan

pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD);

3) menandatangani dokumen PemberianBantuan Sosial;

4) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPDyang dipimpinnya

dalam rangka pengelolaankeuangan daerah; dan

5) menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
d. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan

wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA
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melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Mengelolautang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang

ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

f. Mengelolautang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain

sebagai akibat:

1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya;

2) hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada

penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga

melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

3) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

4) kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPDyang harus

dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan

se1esainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

g. Mengelolapiutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai

akibat:

1) perjanjian atau perikatan;

2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) akibat putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; dan piutang lainnya yang menjadi hak SKPD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan
jasa, PAbertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. PAyang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat

dibantu oleh pegawaiyang memilikikompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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6. Kuasa PenggunaAnggaran

a. PAdapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala

Unit SKPDselaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA).

b. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran

anggaran kegiatanjsub kegiatan, lokasi, danjatau rentang

kendali.

c. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatanjsub kegiatan

dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran

Kegiatanjsub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala

daerah.

d. Pertimbangan lokasi danj atau rentang kendali dilakukan

terhadap SKPDyang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana

Teknis Daerah, danj atau kelurahan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

e. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan olehkepala daerah

atas usul kepala SKPD.

f. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

I} melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
bebas anggaran belanja;

2) melaksanakan anggaran Unit SKPDyang dipimpinnya;
3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
4} mengadakan ikatanjperjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalarn batas anggaran yang telah ditetapkan;
5) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

j. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

wewenangnyakepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

k. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat

melimpahkan pada kepala biro untuk provinsidan kepala bagian

untuk kabupatenjkota selaku KPA untuk melakukan

pengelolaan keuangan.
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6) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung

jawabnya; dan

7) melaksanakan tugas KPAlainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

g. Dalammelaksanakan tugas KPAbertanggung jawab kepada PA.

h. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan

dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan

kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.

1. Dalam hal PAmelimpahkan sebagian kewenangannya kepada

Unit SKPDselaku KPA,KPAmenandatangani SPM-TUdan SPM­

LS.
J. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan

jasa, KPAbertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. KPAyang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmendapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA

mempunyai tugas:

1) menyusun RKA'-UnitOrganisasi Bersifat Khusus;

2) menyusun DPA-UnitOrganisasi Bersifat Khusus;

3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan;

4) melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus

yang dipimpinnya;

5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7) mengadakan ikatanj'perjanjian kerja sarna dengan pihak lain.

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8) menandatangani SPM;
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7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

a. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatarr/ sub kegiatan

menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPDselaku PPTK.

b. PPTKbertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

c. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA

meliputi:

1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan

teknis Kegiatau/ sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

2) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

dan
3) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada

Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai barang/jasa.

9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPDyang dipimpinnya;

10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit

organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

11) mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi

bersifat khusus yang dipimpinnya;

12) menetapkan PPTKdan PPK-UnitSKPD;

13) menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan

keuangan daerah; dan

14) me1aksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

m. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, PAbertugas untuk

mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah

diserahkan kepada kepala Unit SKPDselaku KPA.
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d. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis
Kegiatarr/ Sub kegiatan meliputi:

1) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatarr/ Sub kegiatan;

2) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatarr/Bub

Kegiatan;dan

3) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatarr/Bub

kegiatan kepada PA/KPA.

e. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatarr/ Sub

kegiatan meliputi:

1) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatarr/Sub

kegiatan;

2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan

perundang-undangan; dan
3) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan.
f. Dalam membantu tugas, PPTKpada SKPDbertanggung jawab

kepada PA.
g. Dalam membantu tugas, PPTKpada Unit SKPDbertanggung

jawab kepada KPA.
h. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih

mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

1. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di

lingkungan SKPD/Unit SKPD.

j. Penetapan PPTKberdasarkan pertimbangan kompetensijabatan,
besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi,

rentang kendali, darr/atau pertimbangan objektif lainnya yang

kriterianya ditetapkan kepala daerah.

k. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan

tugas dan fungsi.

28



8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

a. Kepala SKPDselaku PAmenetapkan

b. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

c. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata us aha

keuangan sesuai ruang lingkung tugas dan wewenangdi SKPKD.

d. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup

tugas dan wewenang BLUD.

e. PPK SKPDtidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah, Bendahara Penerimaarr/Bendahara Penerimaan

Pembantu, Bendahara Pengeluarari/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus, danj'atau PPTK.

f. PPKSKPDmempunyai tugas dan wewenang:

1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU,SPP-TU,dan SPP-LS

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara .

Pengeluaran;

2) menyiapkan SPM;

3) melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;dan

1. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m. PegawaiASNyang menduduki jabatan struktural sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

n.·Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan

PegawaiASNyang menduduki jabatan struktural satu tingkat di

bawah KPA dab/atau memiliki kemampuan manajerial dan
berintegritas.

o. Dalam hal tidak terdapat PegawaiASNyang menduduki jabatan

struktural, PA/KPAdapat menetapkan pejabat fungsional selaku
PPTKyang kriterianya ditetapkan oleh kepada daerah.
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9. Pejabat Penatausahaan KeuanganUnit SKPD

a. Dalam hal PAmelimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA,PA

menetapkan PPKUnit SKPDuntuk melaksanakan fungsi_tata

usaha keuangan pada Unit SKPD.

b. Penetapan PPKUnit SKPDdidasarkan atas pertimbangan:

1) besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan

bagian pada kabupaterr/kota di. lingkungan Sekretariat

Daerah;

2) rentang kendali dan/ atau lokasi;

3) dibentuknya unit orgarnsasi bersifat khusus yang

memberikan layanan secara profesional melalui pemberian

otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik

daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

5) menyusun laporan keuangan SKPD.
g. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk

meneliti kelengkapan dan keabsahan.

h. Selain melaksanakan tugas dan wewenangpada angka 5, PPK

SKPDmelaksanakan tugas dan wewenanglainnya yaitu:

1) melakukan verifikasi SPP-UP,SPP-GU,SPP-TU,dan SPP-LS

beserta bukti kelengkapannyayang diajukan olehBendahara

lainnya;

2) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan; dan

3) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TUdan SPP-LS beserta

bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
i. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas

membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas

penatausahaan keuangan SKPD.
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Pembantu.

e. Verifikasidilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD

melaksanakan tugas lainnya meliputi:

1) melakukan verillkasi surat permintaan pembayaran atas

pengembalian kelebihan pendapat daerah dari bendahara

penerimaan pembantujBendahara lainnya; dan

2) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan SPP-TUdan SPP-LSbeserta bukti kelengkapannya

sebagai dasar penyiapan SPM.

g. PPKUnit SKPDpada unit organisasi bersifat khusus mempunyai

tugas meliputi:

1) melakukan verifikasi SPP-UP,SPP-GU,SPP-TU,dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan olehBendahara

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan

Bendahara Lainnya;

2) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LSbeserta
bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

Bendahara Penerimaan

Pengeluaran Pembantu.

d. Verifikasidilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

SPP-TUdan SPP-LSyang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

laporan pertanggungjawaban

Pembantu dan Bendahara

C. PPKUnit SKPDmempunyai tugas dan wewenang:

1) melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu;

2) menyiapkan SPM-TUdan SPM-LS,berdasarkan SPP-TUdan

SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu; dan

3) melakukan verifikasi
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10. Bendahara

a. Bendahara Penerimaan

1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPDdan SKPKD

atas usul PPKDselaku BUD.

2) Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang

menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum

daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya.

3) Selain tugas dan wewenangtersebut, Bendahara Penerimaan

memilikitugas dan wewenanglainnya paling sedikit yaitu:

a) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima

langsung melalui RKUD;

b) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang

ditetapkan oleh KepalaDaerah;
c) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima

dengan jumlah yang telah ditetapkan;

d) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

Bendahara lainnya;

5) melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPDkhusus; dan

6) menyusun laporan keuangan unit SKPDkhusus.

h. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki

jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan

keuangan unit SKPD.

1. Kepala Unit SKPDdapat menetapkan pegawai yang bertugas

membantu PPKUnit SKPD.

laporan pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran, dan

3) menyiapkan SPM;

4) melakukan verifikasi

Bendahara Penerimaan,
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pendapatan daerah yang diterimanya; dan

f) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah.
8) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan

Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan

fungsional.
9) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan
disampaikan kepada PA.

mempertanggungjawabkandane) menatausahakan

e) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah.

4) Dalamhal PAmelimpahkan sebagian kewenangannyakepada

KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara

Penerimaan Pembantu pada Unit SKPDyang bersangkutan.

5) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPDdiusulkan

oleh kepala SKPDkepada Bupati melalui PPKD.

6) Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan

wewenangsesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan

Bupati.

7) Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan

paling sedikit meliputi:

a) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah
pada SKPD,kecuali untuk transaksi secara elektronik;

b) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima

langsung melaluiRKUD;

c) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang

ditetapkan olehKepalaDaerah;

d) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima

dengan jumlah yang telah ditetapkan;
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10)Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas penerimaan pada unit SKPDdan
disampaikan kepada KPA.

11)Bendahara Penerimaan bertanggungjawab secara fungsional

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

fungsional atas penerimaan pada SKPDdan disampaikan

kepada PPKDselaku BUD.

12)Bendahara Penerimaan Pembantu bertariggungjawab secara

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan

disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

13)Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat

menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara

Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelola

pendapatan daerah.

14)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan

melaksanakan tugas dan wewenang sesuaidengan lingkup

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

15)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Bendahara Penerimaan.
16)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan

disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.

b. Bendahara Pengeluaran
1) PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran

kepada Bupati.
2) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran belanja dan/ atau pengeluaran

pembiayaan pada SKPDdan SKPKD.

34



administratifkepada PAdan laporan pertanggungjawaban
secara fungsional kepada BUDsecara periodik;dan

g) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

angka 3), Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan

wewenanglainnya meliputi:
a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang

ditetapkan Bupati;

b) memeriksa kas secara periodik;

c) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronikatau

dokumen fisikdari bank;

d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja

atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

e) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas

pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil

pemeriksaan internal dan eksternal; dan

f) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada

SKPDyang melaksanakan fungsi BUD.
5) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA,

Bupati atas usul PPKDmenetapkan Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

secaraf) membuat laporan pertanggungjawaban

3) Bendahara Pengeluaran memilikitugas dan wewenang:

a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP

UP,SPPGU,SPPTU,dan SPPLS;

b) menerima dan menyimpanUP,GU,dan TU;

c) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

d) menolak perintah bayar dari PAyang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) menelitikelengkapan dokumen pembayaran;
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6) Penetapan Bendahara Pengeluaran pembantu didasarkan
atas pertimbangan:

a) besaran anggaran; dan

b) rentang kendali dan/ atau lokasi.

7) Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan

wewenangmeliputi:

a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP.
TUdan SPPLS;

b) menerima dan menyimpan pelimpahan UPdari Bendahara
Pengeluaran;

c) menerima dan menyimpan TUdari BUD;

d) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU

yang dikelolanya;

e) menolakperintah bayar dari KPAyangtidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h) membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif kepada KPA dan laporan

pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara

Pengeluaran secara periodik.

8) Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran

pembantu memilikitugas dan wewenanglainnya meliputi:

a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang

ditetapkan oleh KepalaDaerah;

b) memeriksa kas secara periodik;
c) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau

dokumen fisik dari bank;
d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja

atas koreksi atau hasil pemeriksaan intemal dan eksternal
pada tahun berjalan; dan
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e) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas

pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil

pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

9) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat

khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi

bersifat khusus.

10)Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas

dan wewenangsetara dengan Bendahara Pengeluaran.

11)Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

12)Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan

fungsional.
13)Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan

disampaikan kepada PA.
14)Bendahara Pengeluaranpembantu bertanggungjawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPDdan

disampaikan .kepada KPA.
15)Bendahara Pengeluaranbertanggungjawab secara fungsional

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

fungsional atas pengeluaran pada SKPDdan disampaikan

kepada PPKDselaku BUD.

16)Bendahara Pengeluaranpembantubertanggungjawab secara

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

17)Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
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11. TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD)adalah tim yang bertugas

menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah. dalam

rangka penyusunan APBD, yang terdiri atas Pejabat Perencana

Daerah, PPKDdan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. Susunan

TAPD,sebagai berikut;

a. TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
1) TAPD merupakan tim yang dibentuk dengan Keputusan

Bupati.

Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan

belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan.

18)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan: lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

19) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran

bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

20) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan

pemborongan, dan penjualan jasa;

b) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan

dan/ atau penjualan jasa;
c) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga

keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung

maupun tidak langsung; dan

d) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan

Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Bendahara Khusus.
21) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap

kegiatan, sub kegiatan, tindakan, darr/atau aktivitas lainnya

yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
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berfungsi sebagai Koordinator dan beranggotakan Pejabat

Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

b. Tugas dan WewenangKetua TAPD

1) Dalam proses penyusunan rancangan APBDdan Perubahan

APBD,Ketua TAPDmempunyai tugas dan wewenang:

a) Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b) Menyusun dan rnembahas rancangan KUAdan rancangan

perubahan KUA;

c) Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan

rancangan perubahan PPAS;

d) Melakukan verifikasiRKASKPDdan Register Risiko;

e) Membahas rancangan APBD,rancangan perubahan APBD

dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

f) Membahas hasil evaluasi APBD perubahan APBD dan

pertanggungjawaban APBD;
g) Melakukan verifikasi rancangan DPASKPDdan rancangan

perubahan DPASKPD;

h) Menyiapkan surat edaran KepalaDaerah tentang pedoman

penyusunan RKA;

i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2) Ketua TAPDbertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

wewenangnya kepada Bupati.

Daerah yang dalam

dan Perubahan APBD

2) Ketua TAPD adalah Sekretaris

penyusunan Rancangan APBD

39



A. RUANGLINGKUPPERENCANAANDANPENGANGGARAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)dimulai dari

proses Perencanaan Anggaran. Perencanaan Anggaran memberikan

gambaran besaran anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan

kegiatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Perencanaan Anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD),penyusunan Rancangan KebijakanUmum

APBD (KUA)oleh Kepala Daerah, dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)yang dihasilkan dari Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang). Setelah KUA dan PPAS disepakati,

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)yang menjadi dasar dalam

penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan APBDdilakukan dengan prinsip:

(1)sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan

daerah;

(2)tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi
(3)berpedoman pada RKPD,KUA,dan PPAS;

(4)tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

(5)dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
(6)APBDmerupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan

penerimaan dan pengeluaran daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
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Mekanisme penyusunan APBDadalah sebagai berikut:

1. Penghitungan Kapasitas .Riil Keuangan Daerah berdasarkan

potensi pendapatan daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

yang membidangi keuangan daerah dan pendapatan daerah untuk

menghitung potensi pendapatan dan kemampuan pembiayaan
program;

2. Konsultasi dengan BAPPEDAuntuk memastikan keselarasan

dengan program prioritas pembangunan daerah;

3. Penyusunan RKASKPDberdasarkan KUA,PPA,dan Pedoman RKA

PDyang telah diselaraskan dan disinergikan dengan RKPNasional,

RKPDProvinsiJawa Barat, dan RKPD;

4. RKASKPDmemuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk

masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun

yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek

pendapatan, belanja pembiayaan, serta prakiraan maju untuk

tahun berikutnya dengan memperhatikan alokasi dana untuk

mandatory spending sebagai berikut:

a. Pendidikan, minimal 20%dari APBD;

b. Kesehatan, minimal 10%dari APBD;

c. Infrastruktur Publik, minimal 40% dari total belanja di luar

belanja bagi hasil dan transfer;
d. Belanja pegawai,maksimal 30% dari total belanja daerah;

5. Penyusunan Register Risikooleh SKPD;

6. Pembahasan RKA-SKPDdan verifikasi Register Risiko oleh TAPD

untuk dilihat kesesuaiannya dengan RKPD,Renstra PD,Renja PD,

RKPD,KUAdan PPA.Hasil pembahasan menjadi bahan lampiran

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
7. Penyusunan NotaKeuangan dan Pengantar NotaKeuangan tentang

RAPBD, mencakup prioritas program dan sinergi dengan

RKPjRKPDProvinsi;

8. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
disampaikan oleh Bupati kepada DPRDmelalui nota pengantar

keuangan;
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B. PENYUSUNANRANCANGANKUADANRANCANGANPPAS

1. Ketentuan Umum

Kebijakan Umum APBD (KUA)adalah dokumen yang memuat

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)adalah program

prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

satuan kerja perangkat daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 15Tahun 2024, ketentuan

terkait KUAdan PPASsebagai berikut:

a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUAdan rancangan PPAS

berdasarkan RKPDyang telah disinergikan dan diselaraskan
dengan RKPTahun 2025 dan RKPDProvinsi Jawa Barat Tahun

2025 dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBDyang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

9. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh

DPRD;

10. Persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD oleh DPRD

.dan Bupati selambat-Iambatnya satu bulan sebelum tahun

anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;

11. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui

bersama disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

untuk dievaluasi;

12. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati

untuk Penjabaran APBD setelah rancangan Peraturan Daerah

tentang disetujui oleh Gubernur;

13. SKPDmenyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)SKPD;

14. Penelitian DPASKPD oleh TAPD.
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b. Rancangan KUAmemuat:

1) Kondisiekonomimakro daerah;

2) Asumsi penyusunan APBD;

3) KebijakanPendapatan Daerah;

4) KebijakanBelanja Daerah;

5) kebijakan PembiayaanDaerah; dan

6) strategi pencapaian, yang memuat Iangkah-langkah konkret

dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah,

asumsi penyusunan APBD,kebijakan pendapatan daerah,

kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
c.' Rancangan PPASdisusun dengan tahapan:

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah.

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan

untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan

prioritas dan program nasional yang tercantum dalam

rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk

pemerintah provinsi;

3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan

prioritas dan program nasional yang tercantum dalam

rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program

provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah

provinsisetiap tahun untuk pemerintah kabupatenjkota; dan

4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran

sementara untuk masing-masingprogram, kegiatan, dan sub

kegiatan.

d. Sub kegiatan dapat dianggarkan:

1) Untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan

tahun jamak.
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e. Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang
tercantum dalamRPJMD..

f. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling

sedikit:

1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang

secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan

1 (satu)keluaran yangmemerlukanwaktu penyelesaianlebih

dari 12 (dua belas)bulan dalam tahun anggaran berkenaan;

2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut

sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun

anggaran; dan

3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut

sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun

anggaran, antara lain penanaman benihjbibit, penghijauan,

pelayanan perintis lautjudara, makanan dan obat di rumah

sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa

pelayanan kebersihan (cleaning service).

g. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD,yang

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUAdan

PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan

.Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan
Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak

dimaksud merupakan prioritas nasional danjatau kepentingan
strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
h. Penyusunan rancangan KUAdan PPASmenggunakanklasifikasi,

kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi,

Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

KeuanganDaerah dan pemutakhirannya.
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i. Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala daerah menyusun rancangan KUAdan rancangan

PPAS berdasarkan RKPDdengan mengacu pada pedoman

penyusunan APBDdiuraikan sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh lSI rancangan KUA

menggunakan data dan informasi terkait kebijakan

anggaran yang terdapat dalam RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh lSI rancangan PPAS

menggunakan data dan informasi terkait program prioritas

beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang

bersumber dari RKPD.
b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan

rancangan PPASkepada DPRD.

c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan

rancangan KUAdan rancangan PPAS.Pembahasan tersebut

mengacu pada muatan rancangan KUAdan rancangan PPAS.

d. Kepala Daerah dan DPRDmelakukan kesepakatan bersama

berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan
rancangan PPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan KUAdan rancangan PPAS

dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota

kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara

kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

3. DokumenTerkait

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS

tercantum dalam Format 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6 sebagai

berikut:
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NamaNama

............ , Tanggal .
BupatiPimpinan DPRD

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan PPAS dan RAPBDTahun Anggaran berkenaan

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan KUA
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

II. KERANGKAEKONOMIMAKRODAERAH
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASARDALAMPENYUSUNANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA
DAERAH
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKANPENDAPATANDAERAH
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun
4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan

Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
V. KEBIJAKANBELANJADAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
5.2. Rencana belanja operasi, be1anja modal, belanja transfer dan belanja tidak

terduga
VI. KEBIJAKANPEMBIAYAANDAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGIPENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII. PENUTUP
Pada bab inijuga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Bupati
dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD

KEBIJAKANUMUMANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH(KA)

TAHUNANGGARAN.....

KABUPATENPURWAKARTA

2.1. Format Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA)
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NamaNama

. " Tanggal .

BupatiPimpinan DPRD

Demikianlah Prioritas dan PlafonAnggaranSementara(PPAS)APBDTA .... dibuat untuk

menjadi pedomanbagi PemerintahDaerah dalam menyusun RancanganAPBDTA .... Pada

Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatanlain antara PemerintahDaerah dan DPRD

terhadap PPAS.

1. PENDAHULUAN

II. RENCANAPENERIMAANDAERAH

III. PRIORITASBELANJADAERAH

IV. PLAFORNANGGARANSEMENTARABERDASARKANURUSANPEMERINTAHANDAN

PROGRAM/KEGIATAN

V. RENCANAPEMBIAYAANDAERAH

VI. PENUTUP

TAHUNANGGARAN .

PRIORITASDANPLAFONANGGARANSEMENTARA(PPAS)

KABUPATENPURWAKARTA

2.2. Format Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
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C. PENYUSUNANRKA-SKPD

1. Ketentuan UmumRKA-SKPD

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12

tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 15Tahun
2024, ketentuan terkait RKA-SKPDsebagai berikut:

a. Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan

RKA-SKPDditerbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah

rancangan KUAdan rancangan PPASdisepakati.

b. Surat Edaran KepalaDaerah paling sedikit memuat:

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub

kegiatan yang terkait, termasuk target belanja wajib

(mandatory spending) yang harus diperhatikan oleh masing­

masing SKPD,meliputi:

a) belanja pendidikan;

b) belanja pegawaidi luar tunjangan guru yang dialokasikan

melalui TKD;

c) belanja infrastruktur di luar belanja bagi hasil dan/ atau

transfer ke desa; dan
d) belanja wajibyang didanai dari pendapatan pajak daerah

dan retribusi daerah yang telah ditentukan

penganggarannya.
2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,

kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana

pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
3) batas waktu penyampaian RKA-SKPDkepada PPKD;dan

4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA,PPAS,kode

rekening APBD,format RKA-SKPD,analisis standar belanja,

standar satuan harga, RKBMD,register risiko SKPD, dan

kebijakan penyusunan APBD.
c. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu

hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan
pendapatan dan penerimaan pemhiayaannya, antara lain:
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1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,

kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber

pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;

2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,

kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus

sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer
khusus berkenaan;

3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,

kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana

jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak

kendaraan bermotor/ pendapatan bagi hasil berkenaan.
4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,

kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan

pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari

pendapatan dana alokasiumum.

d. Untuk kesinambungan penyusunan RKASKPD,kepala SKPD

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan

semester pertama tahun anggaran berjalan.

e. Proses penyusunan RKA-SKPDmengandung informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyapan dokumen yang

dilakukan secara elektronik.
f. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentangAPBDsesuai

dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan

Menteritentang pedoman penyusunan APBDyang ditetapkan

setiap tahun.
g. RKA-SKPDsebagaimana disusun dengan menggunakan

pendekatan:
1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah

dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara
bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,
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kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun

anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan.

2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan

seluruh proses perencanaan dan penganggaran di
lingkungan SKPDuntuk menghasilkan dokumen rencana

kerja dan anggaran.

3) Penganggaranberdasarkan kinerja dengan memperhatikan:

a. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang

diharapkan dari sub kegiatan;

b. Hasildan manfaat yang diharapkan; dan

c. Efisiensidalam pencapaian Hasildan Keluaran.

h. Penyusunan RKA-SKPDdengan menggunakan pendekatan

penganggaranberdasarkan kinerja berpedomanpada:

1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang

akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang

direncanakan meliputimasukan, keluaran, dan hasil;

2) Tolokukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang

akan dicapai dari keadaan semula dengan

mempertimbangkanfaktor kualitas, kuantitas, efisiensi,dan

efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan

sub kegiatan;

3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari

suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu
sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas yang terukur;

4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran

atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk

melaksanakan suatu sub kegiatan;

5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan
jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
denganmempertimbangkanstandar harga satuan regional;
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6) RKBMDmerupakan dokumen perencanaan kebutuhan

barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang

paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan

pengadaan BMDdan pemeliharaan BMD;dan

7) Standar Pelayanan Minimalmerupakan tolok ukur kinerja

dalammenentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar

yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak

diperoleh setiap warga negara secara minimal.

i. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPDberdasarkan

pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,

penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja

serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD,Kepala SKPD

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan

semester pertama tahun anggaran berjalan.

J. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub

kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum
diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau

diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun

berikutnya dari tahun yang direncanakan.

k. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi,

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal,

dianggarkan dalam RKA-SKPDsesuai dengan tugas dan fungsi
pada masing-masing SKPD.

1. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer
dianggarkan dalam RKA-SKPDpada SKPKD.

m. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah

dianggarkan dalam RKA-SKPDpada:

1) SKPKD;

2) SKPDjUnit SKPD terkait yang melaksanakan pola

pengelolaankeuangan BLUD;
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2. Ketentuan DokumenRKA-SKPD
MengacupadaPemerintahNomor 12tahun2019, ketentuan terkait

dokumen RKA-SKPDsebagai berikut:

a. Proses penyusunan RKA-SKPDmengandung informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

b. RKA-SKPDmemuat rencana pendapatan, belanja, dan

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan

maju untuk tahun berikutnya.

c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah,

organisasi, akun, kelompok,jenis, objek,rincian objek,dan sub

rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan

diterima oleh SKPDsesuai dengan tugas dan fungsinya serta

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan

d. Rencana belanja memuat informasimengenai:

1) urusan pemerintahandaerah memuat urusan pemerintahan

daerah yang dikelolasesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

2) organisasi memuat nama SKPDselaku PA;

3) standar harga satuan;

4) RKBMD;

5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja,

tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai

dari program, kegiatan dan sub kegiatan;

6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan
SKPDdalam tahun anggaran berkenaan;

7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan

SKPDdalam tahun anggaran berkenaan;

8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan

dilaksanakan SKPDdalam tahun anggaran berkenaan;

9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian
objek.
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e. Penyusunan Rencana Belanja sebagaimana dimaksud dalam

huruf d harus memperhatikan target belanja wajib (mandatory

spending) sebagai berikut:

1) Pendidikan, paling rendah 20%dari total belanja daerah;

2) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, paling rendah 40%

dari total belanja daerah danl atau perubahaan APBDtahun

anggaran berkenaan, di luar belanja bagi hasil danjatau

transfer kepada desa;

3) Belanja Pegawai,paling tinggi 30% dari total belanja APBD

termasuk untuk ASN,kepada daerah, dan anggota DPRD,

tidak termasuk untukTamsil guru, TKG,TPG,dan tunjangan

sejenis lainnya yang bersumber dari TKD·yang telah

ditentukan penggunaannya.;
4) Belanjawajibyang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang

telah ditentukan penggunaannya:

a) Hasil penerimaan Opsen PKB, paling rendah 10%

digunakan untuk mendanai pembangunan dari/ atau

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana

transportasi umum;

b) Hasilpenerimaan PBJTatas TenagaListrik,paling rendah

10%digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan

jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan

infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran

biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan

jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan

atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur

penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema

pembiayaan kerja sarna antara Pemerintah Daerah dan

badan usaha;

c) Hasil penerimaan PAT, paling rendah 10% digunakan

untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan pencemaran danIatau kerusakan lingkugnan
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hidup di Daerah kabupaten /kota yang berdampak

terhadap kualitasn dan kuantitas air tanah meliputi:

(1)Penanaman pohon;
(2)Pembuatan lubang atau sumur serapan;

(3)Pelestarian hutan atau pepohonan; dan

(4)Pengelolaan limbah.

f. Rencana Pembiayaan memuat kelompok:

1) Penerimaan pembiayaan' yang dapat digunakan untuk

menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan

menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek

penerimaan pembiayaan; dan

2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk

memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing

diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub

rincian objek pengeluaran pembiayaan.

3. Ketentuan Pelaksanaan

a. TAPDmenyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD.

b. TAPDmenyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman

Penyusunan RKA-SKPDke Kepala Daerah untuk diotorisasi.

c. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPDsebagai acuan Kepala SKPD dalam

menyusun RKA-SKPD.

d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPDberdasarkan KUA dan

PPASserta SE KDHtentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

mengikuti ketentuan umum RKA-SKPDdan Ketentuan terkait

Dokumen RKA-SKPDdi atas.

e. Kepala SKPDmenyampaikan RKA-SKPDkepada PPKDsebagai
bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

4. Asistensi RKA-SKPD

Prosedur asistensi RKA-SKPDdilaksanakan sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah memberitahukan kepada seluruh Kepala

Perangkat Daerah (PD)/Pengguna Anggarari/Barang untuk
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menyusun Rancangan RKA-SKPDberdasarkan APBD yang

telah ditetapkan.

b. Asistensi RKA-SKPDdilakukan dengan sistem satu atap
danjatau pada jadwal tertentu, agar terkoordinasi untuk

percepatan proses.

c. Rancangan RKA-SKPDberisikan sasaran yang hendak dicapai,

program, kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai

sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD

serta pendapatan yang diperkirakan sesuai dengan format.

d. Biayajbelanja yang ditetapkan dalam APBD harus dirinci

penggunaannya di dalam RKA-SKPD, dan biaya yang

ditetapkan dalam RKA-SKPDmerupakan batas pengeluaran

tertinggiuntuk masing-masing kegiatan.

e. Pengeluaran biaya yang tercantum di dalam RKA-SKPDharus

mencapai sasaran fungsional kegiatan yang telah ditetapkan,

dengan memperhatikan prinsip hemat dan efisienserta disusun

berdasarkan standar pembakuan biaya yang berlaku.
f. Penggunaan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan

urgensi kegiatan dan memperhatikan asas efisiensi dan

efektivitas,dengan ketentuan bahwa untuk perjalanan dinas ke

luar Provinsi dan ke luar Kabupaten hanya dapat dilakukan

dengan melengkapi alasan perjalanan, rincian program,

konfirmasi dari tempat tujuan yang dikunjungi, dokumen yang

berkaitan serta mendapat persetujuan dari pejabat yang·
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

g. Untuk kegiatan fisik konstruksi yang berada di luar SKPD

Teknis Konstruksi, diwajibkanmelibatkan unsur SKPDTeknis

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan.

h. Pada saat Asistensi Rancangan RKA-SKPD,dihadiri oleh

SekretarisjPejabat Perencanaan, calon PPTKdan Bendahara
PengeluaranfBendahara Penge1uaran Pembantu pada SKPD

yang bersangkutan.
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b. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan
tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang

i. Rancangan RKA-SKPDyang mendapat koreksi dari Tim

Asistensi agar diperbaiki oleh SKPDyang bersangkutan untuk

mendapat persetujuan KoordinatorAsistensi.
j. Rancangan RKA-SKPDyang mendapat koreksi dari Tim

Asistensi RKA-SKPD agar diperbaiki oleh SKPD yang

bersangkutan pada saat jadwal asistensi.

k. Konsep RKA-SKPDyang telah mendapat perbaikan dan telah

ditelaah kembali oleh Tim, asistensi serta telah mendapat

persetujuan Koordinator/Penanggung jawab selanjutnya

dibuatkan dalam rangkap 3 (tiga) kemudian diproses untuk

disahkan dan mendapatkan persetujuan Pengesahan yang
selanjutnya .digandakan sebanyak 4 (empat) dan

didistribusikan kepada:

1) Badan Keuangandan AsetDaerah 2 (dua)rangkap (satu asli

dan satu copy).
2) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

PengembanganDaerah.
. 3) BagianAdministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

1. Prosedur Penyusunan, Asistensi dan Pengesahan RKA-SKPD

tersebut di atas, berlaku juga untuk proses penyusunan dan

pengesahan DPA-SKPDAPBDserta RKA-SKPDdan DPA-APBD

perubahan.

5. Ketentuan LainTerkait RKA-SKPD

Merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 100 Peraturan

Pemerintah Nomor12 tahun 2019, ketentuan lainnya terkait RKA­
SKPDsebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran

akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan

mendesak, kepala SKPDdapat menyusun RKA-SKPDdi luar

KUAdan PPASyang telah disepakati Kepala Daerah bersama

DPRD.
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ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun

yang direncanakan.

c. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja

(SOTK),dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPDdisusun

oleh TAPDatau TAPDmenunjuk SKPDterkait.

d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD,bagi SKPDjUnit SKPDyang

melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode
rekening APBD.

6. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD

tercantum dalam Format 2.7 sebagai berikut:
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*) jurnlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat disesuaikan
dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan

Keterangan:

Nama
NIP: .

Nama
NIP: .

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanj_a

Kode Nama Formulir
RKA-PENDAPATANSKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBlAYAANSKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

a. Nama
b. NIP
c. Jabatan

Pengguna Anggaran

: X.XX.XX ..•..•.....•.•.•.•....ORGANISASI

: X.XX

:xURUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN

TAHUN ANGGARAN...

(RKA-SKPD)

SATUANKERJA PERANGKATDAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN

KABUPATEN PURWAKARTA

2.7 Format RKA-SKPD
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RENCANAKERJADANANGGARAN
SATUANKERJAPERANGKATDAERAH RKA-

KABUPATENPURWAKARTA SKPD
TAHUNANGGARAN......

Organisasi : X.XX.XX ..~.................................
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah

Rekening (Rp)
1 2 3

Pendapatan Daerah
Pendapatan AsliDaerah

Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di

pisahkan
Lain-lain pendapatan asli daerah

Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat
Tansfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Hibah
Dana Darurat
Lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan

Belanja Daerah
Belanja Operasi

Belanja pegawai
Be1anjabarang dan jasa
Belanjabunga
Belanja subsidi
Belanja hibah
Be1anjabantuan sosial

Be1anjaModal
Belanja modal tanah
Belanja modal peralatan dan mesin
Belanja modal gedung dan bangunan ..

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
Belanja modal aset tetap lainnya
Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga

Belanja Transfer
Belanja bagi hasil
Belanja bantuan keuangan

Surplus/ (Defisit)
Pembiayaan Daerah

Halaman....
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Penerimaan Pembiayaan

SiLPA

Pencaian dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pembeian pinjaman
daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh
tempo

Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pembiayaan Neto

........ , tanggal .......
Kepala SKPD

~
;. .eo

Nama
NIP: .......
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RENCANAKERJA DANANGGARAN Formulir
SATUANKERJA PERANGKATDAERAH RKA-

Kabupaten Purwakarta Pendapatan
Tahun Anggaran ....... SKPD

Oganisasi : x.xx.xxx ................
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Keria Perangkat Daerah

Kode Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Volume Satuan Tarifl (Rp)

Harga

Jumlah

......... , tanggal ......
Kepala SKPD

~
Nama

NIP: .........

Pembahasan
Tanggal ................
Catatan ................
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
I
2
dst

Halaman .
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RENCANAKEJA DANANGGARAN
SATUANKERJA PERANGKATDAERAH REKAPITULASI

Kabupaten Purwakarta RKA-BELANJA
Tahun Anzzaran ...... SKPD

Organisasi : X.XX.XXX .•.•••.••.•..
Rekapitulasi Anggaran Belania Berdasarkan Program, Keziatan dan Sub Kegiatan

Kode Jumlah
Sumber Lokasi Tahun-l Tahun n Tah

I'i Dana un
.: ~ Uraian +1
l1l
rtJ

.: 2 S § '60
(!)

l1l ;; l1l iiJ :0.:: Belanja Belanja Belanja Belanja JumlahrJ) 5h2 .n '60 .n Operasi Modal Tidak Transfer;; 0 " ;;
;:J UJ d:: :0.:: UJ Terduga

Urusan ...

Bidang Urusan
...
Program ...

Kegiatan ...

Sub Kegiatan
...
dst

Kegiatan ...

dst

Urusan ...

Bidang Urusan
...
Program ...

Kegiatan ...

Sub Kegiatan
...
dst

Kegiatan ...

dst

Urusan ...

Bidang Urusan
...
Program ...

Kegiatan ...

Sub Kegiatan
...
dst

Kegiatan ...

dst

Jumlah

........... , tanggal. ...........
Disiapkan oleh,
Kepala SKPD

IJ
Nama

NIP: ......

Halaman ....
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RENCANAKEJADANANGGARAN
SATUANKERJAPERANGKATDAERAH Formulir

Kabupaten Purwakarta RKA-BELANJA
Tahun Anggaran.... SKPD

Urusan :x.xx ....................
Pemerintahan
Bidang Urusan :x.xx ....................
Program : X.XX ....................
Kegiatan :x.xx ....................
Organisasi: : X.XX ....................
Unit ; X.XX ....................
AlokasiTahun - : Rp. (terbilang)
1
AlokasiTahun : Rp. (terbilang)
AlokasiTahun : Rp. (terbilang)
+1

Indikator dan Tolakukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Masukan
Ke1uaran
Hasil
KelompokSasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : X.XX.XX
Sumber Pendanaan " ..............
Lokasi : [Provinsisampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)
Ke1uaranSub : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan Zsubkegiatan)
Kegiatan
Waktu : Mulai..... Sampai.....
Pelaksanaan
Keterangan ;

Kode Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Koefisien/ Satuan Harga PPN (Rp)

Volume

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Sub Kegiatan : X.XX.XX
Sumber Pendanaan .............
Lokasi : (Provinsisampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)
Keluaran Sub : (Kuantitas, dengan satuan disamakan denganj'sub kegiatan)
Kegiatan
Waktu : Mulai..... Sampai.....
Pelaksanaan
Keterangan :

Kode Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Koefisien/ Satuan Harga PPN (Rp)

Volume

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Halaman .....
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......... , tanggal ......
Kepala SKPD

(~)
Nama

NIP: .........
Pembahasan
Tanggal ................
Catatan ................
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst
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*) Sesuai dengan periodisasi SPD

RENCANAKERJA DANANGGARAN
SATUANKERJA PERANGKATDAERAH Formulir

Kabupaten Purwakarta RKA-
Tahun Anggaran ....... PEMBIAYAAN

SKPD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Oganisasi: X.XX.XXX ...................
Kode Rekening Uraian Jumlah

(Rp)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Jurnlah

......... , tanggal ......
KepalaSKPD

11
Nama

NIP: .........

Pembahasan
Tanzgal .................
Catatan ................
l.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1
2

dst

Halaman .
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B. PENYUSUNANDPA-SKPD

1. Ketentuan Umum
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPDadalah dokumen yang
memuat reneana pendapatan, reneana belanja, dan reneana

Penatausahaan Kas UmumDaerah dilaksanakan oleh BUDdan pihak

terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya. sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, PPKD selaku BUD

wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap uangjkekayaan

daerah yang diterima danj atau dalam penguasaannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 126 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka pengelolaan uang
daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah

(RKUD)pada bank umum yang sehat.

A. RUANGLINGKUPPELAKSANAANDANPENATAUSAHAANAPBD

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah meneakup proses­
proses sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan Penatausahaan KasUmumDaerah;

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan KasTransitoris;

3. Penyiapan DPA-SKPDAnggaranKas dan SPD;

4. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah;

5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah; dan

6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

BABIII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA
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pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana
realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPDmemuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
penyusunan DPA-SKPDdiatur sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

1) Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat

pemberitahuan kepada Kepala SKPDuntuk menyusun dan

menyampaikan rancangan DPA-SKPD.Surat pemberitahuan

disampaikan kepada Kepala SKPDpaling lambat 3 (tiga)hari

setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

ditetapkan.

2) Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya

memuat hal-hal yang perhi diperhatikan oleh setiap kepala

SKPDdalam menyusun Rancangan DPA-SKPDmeliputi:

a) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

b) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima

oleh SKPDdalam tahun anggaran yang direncanakan;

c) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan,

sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

d) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

e) Rencana penarikan dana setiap SKPD;
f) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPDkepada

PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak

diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi

olehTAPD;
g) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.
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b. Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

3) Kepala SKPDmenyusun rancangan DPA-SKPDberdasarkan

surat pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan

rancangan D~A-SKPDyang telah disusun kepada PPKD

paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan
diterima.

4) Rancangan DPA-SKPDmencakup:

a) Rancangan Ringkasan DPA-SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan

DPA-SKPDyang datanya bersumber dari akumulasi
jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis

yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi

jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis
belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan

akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran

Pembiayaan yang diisi dalam DPAPembiayaan.

b) Rancangan DPA-Pendapatan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA­

Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang

direncanakan yang dirincimenurut kelompok,jenis, objek,

rincian objek dan sub rincian objek pendapatan.

c) Rancangan DPA-BelanjaSKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja

SKPDdalam tahun anggaran yang direncanakan, yang

memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jems

belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan

SKPDyang dikutip dari setiap DPA-RincianBelanja SKPD.

d) Rancangan DPA-RincianBelanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian

Belanja SKPDdalam tahun anggaran yang direncanakan,

yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
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e) Rancangan DPA-PembiayaanSKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA

penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan

SKPDdalam tahun anggaran yang direncanakan, yang

memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran

Pembiayaanmenurut kelompok,jenis, objek, rincian objek

dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan
pengeluaran Pembiayaan.

5) Penyampaian Rancangan DPA-SKPDdan Verifikasi DPA­
SKPD

a) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD

menyampaikan rancangan DPA-SKPDkepada TAPDuntuk
dilakukan verifikasi.

b) TAPDmelakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD

paling lambat 6 (enam)hari sejak diterimanya Rancangan

DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan

menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

(1)standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah

dengan berpedoman pada peraturan perundang­

undangan;

(2)analisis standar belanja;
(3)Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD);

(4)standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; darr/atau

(5)Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/ atau

dana otonomi khusus.

c) Berdasarkan hasil verifikasiTAPDatas rancangan DPA­

SKPD,SKPDmelakukan penyempumaan dan

menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.

6) Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPDatas rancangan
DPA-SKPDyang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris

Daerah.
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Nama
NIP: .

Nama
NIP: .

....... , Tanggal.. ...
Disahkan oleh,

PPKD
Disetujui oleh,

Sekretaris Daerah

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kode Nama Fonnulir
OPA-SKPD Rin_gkasanOPA SKPD
OPA-PENDAPATANSKPO Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA·BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA·PEMBlAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPO

rnenyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai dasar pelaksanaan anggaran
daerah Tahun Anggaran .

a) Nama
b) NIP
c) Jabatan

Berdasarkan hasil verifikasi TIm Anggaran Pemerintah Oaerah atas seluruh dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

TAHUN ANGGARAN .

PERSETUJUANREKAPl1'ULASI

DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

SATUANKERJA PERANGKATDAERAH

(DPA-SKPOj

KABUPATENPURWAKARTA

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPDtercantum

dalam Format 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.7 sebagai berikut:
3.1. Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD
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Nama
NIP: ........

Nama
NIP: ........

....... , Tanggal .....
Pengguna AnggaranDisahkan oleh,

PPKD

DPA-PEMBlAYAAN SKPD
DPA-BELANJA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD

Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan

: x.xx.xx

:x.xx

:xURUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN

ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN .

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

KABUPATENPURWAKARTA

Kode

3.2. FormatDPA-SKPD
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*) sesuar dengan periodisasi SPD

DOKUMENPELAKSANAANANGGARAN
SATUANKERJAPERANGKATDAERAH Formulir

Kabupaten Purwakarta DPA/SKPD
Tahun Anzzaran ......

Orzanisasi : X.XX.XX ...............

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Uraian Jumlah
Rekening (Rp)

1 2 3
Pendapatan

Belania

Surplus I(Defisit)
Penerimaan Pernbiayaan

Penzeluaran Pembiavaan

Pembiayaan Neto
Rencana Realisasi Rencana Penarikan

Penerimaan per Bulan*} Dana per Bulan *) ......... , tanggal ......
Januari Rp............. Januari Rp............. Pengguna Anggaran
Februari Rp............. Februari Rp.............

~

Maret Rp............. Maret Rp.............
April Rp............. April Rp.............
Mei Rp............. Mei Rp.............
Juni Rp............. Juni Rp.............
Juli Rp............. Juli Rp ............. Nama
Agustus Rp............. Agustus Rp............. NIP: .........

September Rp............. September Rl>............. Mengesahkan,
Oktober Rp............. Oktober Rp.............
November Rp............. November Rp............. PPKD

Desember Rp............. Desember Rp.............

~

Jumlah Rp............. Jumlah Rp.............

Nama
NIP: .........

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst

Halaman .......

3.3. Format Ringkasan DPA-SKPD
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Halaman .........

DOKUMENPELAKSANAANANGGARAN
SATUANKERJA PERANGKATDAERAH Formulir DPA-

Kabupaten Purwakarta Pendapatan
Tahun Anggaran ....... SKPD

Oganisasi : X.XX.XXX ................

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Volume Satuan Tariff (Rp)

, Harga

Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatan per
Bulan*l ......... , tanggal ......
Januari Rp...................... Pengguna Anggaran
Februari Rp......................

~

Maret Rp......................
April Rp......................
Mei Rp......................
Juni ,Rp...................... Nama

NIP: .........Juli Rp......................
Agustus Rp...................... Mengesahkan,
September Rp...................... PPKD
Oktober Rp......................

~

November Rp.·.....................
Desember Rp......................

Jumlah Rp......................
Nama

NIP: .........

Tim An~garan Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst

*) Sesuai periodisasi SPD

3.4. Format DPA-Pendapatan SKPD
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'1 Se.u'_; denfl,llJ1periodida&i SPO

l'!lI!!!l!
NIP: .....•

Nama
NlP: ...•.•

Jumlah
Desember RD......•.••...••...•

Rp...............•.....•

Juni
Juli
Amsnte
sentember
Oktober
November

RJ>••••••••••••••••••••••
RD..••••••••••...•••••••
Rp _ ........••.•.
Rp.........••...•...••..
Rp....••••..•...........
fu1. ........•..... _ .....
RI).......••..••.••......

APril
Disetujui cteh,

Pengguna Angga_.ra,n
OI.I.l'kan oleh,

PPKD

RI)...•.....•.••......•••
Rp .
Rp..............•.••••.•
~ .

..•••••..••.••.•tanggal •.........•.•..

......
Rencana Penarfkan Dana.per Bulan"]
Januari
Februari
Maret

"Nt

Sub I(qIn1an .••

Slit) KrafAtan ...

",..,_ ...
BJc1.anKUNsan •..

UnlJfl,n ...

d••..

dill.

SUb KcIb-l.aQ ....

dOl

]{qpftfM ..•

.......,. ...
8k1a.r\a UruUtl ...

uruean ...

dllt •.•

8rw,ja Prnuqjanc Urusan

dOl

SUb~tan ...

d.

SuhK~UJJ) ...

_m ...BId..", Uruson ...

UMJSlUl ...

6

Uraian~
~ J i ~

I! >i
e ..

~ -;"::> " .,
2

Tlllhull '1'rQhun·1 Tahun n
Lckasi

-ito SdAftJa -- ..... n.fa JUmIah
Op.rtui - TId•• ......",....

'rerdusa
8 q 10 II 12 13

JuroJAhKodt
Rckapitulas, Dolrumen l'elaksanaan Belania Berdaaatkan """"""'. Ktalaran dan Sub t.:c:sriatan

x.xx.XXX .

Kab"l"'_ Purwakarta
TahunAn"""""' .

Formulir
OPA-BELANJA

SI\PD

DOKUMEN PEl..Al(SANMN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERi\NOKAT OAEcRMl

HaJaman. .

Format DPA-Belanja SKPD3.5.
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OOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAIl FormuUr OPA-

Kabupaten Purwakarta RINCIAN
Tahun Anggaran •..• BELANJA SKPD

Nomor OPA :x ....................
Urusan :x.xx ....................
Pemerintahan
Bidanz Urusan :x.xx ....................
Prozram : X.XX ....................
KeJriatan : X.X:X ....................
OrRanisasi: : LXX ....................
Unit : x.xx ....................
l\Iokasi Tabun • J : RD. Ilcrbilanld
Alokasi Tahun : RD. Iwbilaru>J
AJokasi Tahun +1 : Rc. IwbilanRJ

lndikator dan Tolak ukur Kineria Kcldatan
Indikator ToJak Ukur Kerja Target Kincrja

Masukan
Keluaran

Hasil
Kelomnok Sasaran KeeiBtan :

Sub Kegiatan : X.X:X.XX
Sumber Pendanaan ............
l.okosi : (Provinsi sampai keeamatan !Cab/Kota samDAi Desa/Kelurabaol
Keluaran Sub Kegiatan : [Kuanntas dengan satuan disamakan den ...an/sub kU:iAtanl
Waktu Pclaksanaan : Mulai ..... Sampai, ....
Keterangan :

Kode Uraian Rincian PerttitunlUlIl Jumlah
Rekening Koefisien/ Satuan Harga PPN (RpJ

Volume

.Jumlah An~aran Sub Keitiatan
Sub Keziatan : X.XX.XX
Sumber Pendanaan ............
Lokasi : (Provins; sampai kecamatan, KablKOUl sampai lNsal Kelurabanl
Keluaran Sub Kecialan : (KuanliUlS denzan satuan disamakan dengan/sub keciatanJ
Waktu Pelaksanaan : Mulai ..... Sampai,....
Kctcrangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitun IlBIl JumJab

Koefisienl Satuan Harga PPN (RpJ
Volume

Rencana Penarikan Dana ocr Bulan") .......... tanggal ......
Januari RD...................... Pengguna Anggarao
Februarl Ro......................

~

Maret RD......................
April RD......................
Mci Rc ......................
Juni RD......................
Juli RD......................
A2uSIUS RD...................... Nama
Sectember Rp...................... NIP: .........
Oktober Rp......................
November Rp ...................... Mengesabkan.
Desernber Rp ...................... PPKD
Jumlab Rp......................

~
Nama

NIP: .........

Tim Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dsl

3.6 Format DPA-RindanBelanja SKPD
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*) Sesuai dengan periodisasi SPD

DOKUMENPELAKSANAANANGGARAN
SATUANKERJAPERANGKATDAERAH Fonnulir DPA-

Kabupaten Purwakarta PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran ....... SKPD

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Oganisasi : X.XX.XXX ...................
KodeRekening Uraian Jumlah

(Rp)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah

Rencana Realisasi Pendapatan per BuIan*)
Januari Rp..................... ......... , tanggal ......
Februari Rp..................... Pengguna Anggaran
Maret Rp.....................

~

April Rp.....................
Mei Rp.....................
Juni Rp...... :..............
Juli Rp.....................
Agustus Rp..................... Nama
September Rp..................... NIP: .........

Oktober Rp..................... Mengesahkan,November Rp.....................
Desember Rp..................... PPKD

Jumlah Rp.....................

~
Nama

NIP: .........

TimAnggaran Pemerintah Daerab:
No. Nama NIP Jahatan Tanda Tangan
1
2
dst

Halaman .

3.7. Format DPA-PembiayaanSKPD
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas

pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan
sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan

pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi

realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPDdan anggaran kas

SKPD.
b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek

pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam
dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran

pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan

rencana penerimaan setiap bulan.

c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per

C. PENYIAPANANGGARANKASSKPD

1. Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD
dalam setiap periode.

Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 menegaskan bahwa penyusunan anggaran kas dilakukan

sebagai berikut:

a. PPKDselaku BUDmenyusun AnggaranKas Pemerintah Daerah

untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai

pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang

tercantum dalam DPASKPD.

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi

penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap

bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan

sinkronisasi anggaran kas SKPD.

81



2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Kepala SKPDmenyusun anggaran kas SKPDberdasarkan DPA­

SKPDdan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

b. Kepala SKPDmenyampaikan anggaran kas SKPDkepada Kuasa

BUDpaling lambat 3 (tiga)hari sejak DPA-SKPDdisahkan.

c. Kuasa BUDmelakukan verifikasiatas anggaran kas SKPDpaling

lama 2 (dual hari sejak diterimanya AnggaranKas dari SKPD.

d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD

dengan menggunakan instrumen verifikasiantara lain:

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana

penarikan dana dalam DPA-SKPD.
e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah

diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah

daerah.
f. Kuasa BUDmenyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah

daerah kepada PPKDselaku BUD.

sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu·

pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPDdan anggaran kas

SKPDserta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan

serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya
berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.

d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek

belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen

anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan

pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana

pengeluaran setiap bulan.

e. Anggarankas yang telah disahkanoleh PPKDdigunakan sebagai

dasar penyusunan SPD.

f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.
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g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas

pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUDpaling lambat

1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah
daerah diterima.

3. DokumenTerkait

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyiapan anggaran kas SKPD

tercantum dalam Format 3.8 dan 3.9 sebagai berikut:
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KABUPATEN PURWAKARTA
ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN .........
Halaman ........

""·.Kocll/,;, I < ',.'< '<, ',', ","', Anggaran TriWUlan I" , Trhvulanfi Triwllian III ): ~.:"-- - ' TdWuliliiIV

"
TahWlini ""', (Rp) ", {Rp) , " IRP) (Rill

"".,••' '2 _'__ (Rp) Jan Feb MIlr Apr Mei JUll Jul MS SeP .okt N;()v Des
Saldo Awal Kas
Pendapatan Asli Daerah
- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Ds1.........

Pendapatan Transfer
- Transfer Pemerintah Pusat
- Dst.. .......

Dst

Penerimaan Pembiayaan
Penggunaan SIIPA..,
Ds1..............

Jumlah Pendapatan dan Penerimaan
Pembiayaan

Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk
Pengeluaran

Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
Belanja Operasi
- Belanja Pegawai
- Biaya Barang dan Jasa
- Ds1............. ,

Belanja Modal
- Belanja Modal Tanah
- Dst ..............

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Pengeluaran Pembiayaan
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang
- Dst. .............

Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran
Pembiayaan per Bulan
Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran
Pembiayaan per Triwulan

Sisa Kas (jumlah alokasi kas yang tersedia
untuk pengeluaran setelah dikurangan Belanja
dan Pengeluaran Pembiayaan per Triwulan)

.......... , tanggal.. ......
Disiapkan oleh

BUD/KUASA BUD

Nama
NIP.....................

Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah3.8.
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KABUPATEN PURWAKARTA
SKPD ...........

ANGGARAN-KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN .......

, . Kode ". Jumlah Triwulan I Triwulan n Triwulanm Triwulanl .UP! I·····
Rekening Uraian Anggaran Feb Mat Apr Mel Jun Jut Ags Sep Okt Nov Des GU LS TUJan

Rekapan Rencana Pendapatan
danyatau Penerimaan
Pembiayaan

Jumlah Rencana Pendapatan Idau/ atau Penerimaan
Pernbiayaan Per Bulan i
Jumlah Rencana Pendapatan
dari/ atau Penerimaan
Pernbiayaan Per Triwulan

Rekapan Rencana Belanja
dan Iatau Pengeluaran
Pembiayaan Per DPA-SKPD
No. DPA-SKPD Sub Kegiatan

Jurnlah Rencana Belanja
dan zatau Pengeluaran IPembiayaan Per Bulan
Jumlah Rencana Belanja
dany atau Pengeluaran
Pembiayaan Per Triwulan

.......... , tanggal.. ......
Disiapkan oleh

BUD/KUASA BUD

Nama
NIP.....................

Format Anggaran Kas SKPD3.9.
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D. SURATPENYEDlAANDANA

1. Ketentuan Umum

Surat Penyediaan Dana (SPD)adalah dokumen yang menyatakan

tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)atas pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 menegaskan bahwa dalam rangka manajemen, PPKD
menerbitkan SPDdengan mempertimbangkan:

a. AnggaranKas Pemerintah Daerah;

b. Ketersediaan dana di Kas UmumDaerah; dan

c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang
tercantum dalam DPASKPD.

SPDdimaksud disiapkan olehKuasa BUDdan disampaikan kepada

PPKDuntuk ditandatangani. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan

Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan

SKPDatau unit SKPDsetiap periodik.

b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat

bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa, PPKD

selaku BUDdapat melakukan perubahan SPD atau dokumen

yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang

ditetapkan pada DPA-SKPDyang menyelenggarakan fungsi

SKPKD.

c. ,PPKDselaku BUDdapat melakukan perubahan SPD apabila

terdapat kondisi sebagai berikut:
2) Ketersediaan dana pada RKUDyang tidak sesuai perkiraan

penerimaan dalam anggaran kas; atau

3) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
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d. Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran
berikutnya.

e. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. KuasaBUDmenyiapkan rancangan SPDberdasarkan anggaran

kas pemerintah daerah.

b. Kuasa BUDmenyampaikan rancangan SPDkepada PPKDselaku

BUDuntuk disahkan.

c. Kuasa BUDmenyampaikan SPD yang telah disahkan kepada

Kepala SKPD

3. DokumenTerkait
Ilustrasi dokurrienSurat PenyediaanDana tercantum dalam Format

3.10 dan 3.11 sebagai berikut:
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NIP•••••••••••••••••••••

PPKD SELAKU BUD

Pada Tanggal: ........

Ditetapkan di: ........

e. Sisa Jumlah Dana DPA-SKPD/ Perubahan
DPA-SKPDyang belum di SPD-kan

Ketentuan-ketentuan lain

d. Jumlah Dana yang di SPD-kan saat ini

c. Sisa Dana yang belum di SPD-kan

: Rp .
(Terbilang j
: Rp .
(Terbilang j
: Rp .
(Terbilang , j
: Rp .
(Terbilang j
: Rp .
(Terbilang j

Untuk Kebutuhan
Ikhtisar Penyediaan Dana:
a. Jumlah Dana DPA-SKPD/Perubahan DPA­

SKPD
b. Akumulasi SPDSebelumnya

5
6

2
3
4 : Rp . .

(Terbilang.~ j

Dasar Penyediaan Dana:
DPA-SKPD/PerubahanDPA-SKPD
Ditunjukan kepada SKPD
Kepala SKPD
Jumlah Penyediaan Dana

1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, Tanggal Bulan Tahun .
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran
Menetapkan/rnenyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Penvediaan Dana (SPD).
Mengingat . 1. Peraturan Daerah ......... tentang penetapan APBD/PAPBD Kabupaten

Purwakarta Tahun Anggaran ....... ;
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ..... Tahun ...... tentang Penjabaran APBD

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran .......... ;
3. DPA-SKPD/PerubahanDPA-SKPD*)Kabupaten Purwakarta;
4. .. ......................................

Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran
........ berdasarkan DPASKPD/Perubahan DPA-SKPDdan anggaran kas yang
telah ditetapkan, perlu disiapkan pendanaan dengan menerbitkan Surat

Menimbang

PPKD SELAKU BUD

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

NOMOR••••••••••••••
TENTANG

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

3.10. Format SPD
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Jurnlah Penyediaan dana Rp .
(terbilang .)

Nama
NIP .

PPKD SELAKU BUD

Ditetapkan di: .
Pada Tanggal: .

Jumlah

Akumulasi .Jumlah SPD
SPD Periode iai

Sisa
Anggaran

Program, Kegiatan dan Sub KegiatanNo1---~--,--'-'=--------'-'=-------1 Anggaran
Kode Nama

Periode

Tahun Anggaran

Nornor dan Tanggal DPA-SKPD/

Perubahan DPA-SKPD

Tanggal

SKPD

Nomor SPD

Lampiran: Surat Penyedia Dana (SPD)

3.11. Lampiran Surat PenyediaanDana
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1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah

dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan

pendapatan daerah.

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud

meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari

pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian

melalui buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban

bendahara penerimaanZbendahara penerimaan pembantu.

Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat

informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

ketentuan mengenai penatausahaan pendapatan pada tahap

penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran

pendapatan, adalah sebagai berikut:

a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan

penyetorannya melalui RekeningKasUmumDaerah (RKUD).

b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melaluiRKUD,

BUD melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan
Daerah tersebut.

c. Bendahara Penerimaanwajibmenyetor seluruh penerimaannya

ke RekeningKas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1

(satu) hari. Dalam hal kondisi geografisDaerah sulit dijangkau

dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan
jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran

penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam
Peraturan KepalaDaerah.

E. PENERIMAANDANPENYETORANPENDAPATAN
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d. Setiap penerimaan harus didukung olehbukti yang lengkapdan

sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen

elektronik.

e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai
darr/ atau nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan

menggunakan surat tanda setoran (STS).Penyetoran dianggap

sah setelah Kuasa BUDmenerima nota kredit atau dokumen

lain yang dipersamakan.

f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau

surat berharga yang dalam penguasaannya:

1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis

daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi,

dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi

objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1

(satu) hari sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan,dan/atau

2) atas nama pribadi.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut

akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian

objek. Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi
Pendapatan AsliDaerah (PAD),Pendapatan Transfer dan Lain­

lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan sifat dan

prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, dapat

dibedakan:

1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala

Daerah; danl atau
2) Pendapatan yang dibayar sendiri olehwajibpajak (tanpa ada

penetapan).
b. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutarr/pembayaran

pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah

dilaksanakan sebagai berikut:
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1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah

penetapan oleh KepalaDaerah, didasarkan pada dokumen

Surat Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri olehwajib

pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada

dokumenjbukti penerimaan sesuai dengan jems

pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang­

undangan.

3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada
dokumenjbukti meliputi:
a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT);

g) Surat Ketetapan Pajak Daerah LebihBayar (SKPDLB);

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

i) Surat Tanda Setoran (STS);

j) NotaKreditdari Bank;

k) Surat Perjanjian;

1) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

m)Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; danj atau

. n] Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

4) Bendahara PenerimaanjBendahara Penerimaan Pembantu

dalam melakukan penyetoran penerimaan pendapatan

dapat dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara:
a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai

dibuktikan dengan penerbitan surat tanda setoran (STS)
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2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penetapan Pendapatan

1)Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Kepala

Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan

dokumen penetapan pendapatan daerah.

Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan
Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD

yang memiliki tugas dan
wewenangpengelolaan pajak

Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD
yang memiliki tugas dan
wewenangpengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan Kekayaan Bendahara Penerimaan SKPD
Daerah yang Dipisahkan yang melaksanakan fungsi BUD,
Lain-lain Pendapatan Ash kecuali:
Daerah yang Sah 1. Hal-hal terkait pajak dan
Transfer Pemerintah Pusat retribusi tetap dikelola oleh
Transfer Pemerintah Daerah Bendahara Penerimaan di
Hibah SKPDterkait
Dana Darurat 2. Pendapatan BLUD dikelola
Lain-lain Pendapatan Sesuai oleh BLUDterkait
dengan Ketentuan Perundang- 3. Pendapatan Hibah Dana
undangan BOS, Dana kapitasi dan

pendapatan lainnya yang
dikelola oleh Bendahara
Khusus.

Register STS.

b) Penyetoran penerrmaan pendapatan secara non tunai

dibuktikan dengan bukti nctifikasi/ricta kredit /rnedia

e1ektronik lainnya.

5) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara

Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap

sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/ nota

kredit/media elektronik lainnya.

c. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara

Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan

dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas / fungsi

SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:

atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh

Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam
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2)Penetapan pendapatan dapat berupa:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

d) Surat Ketetapan Pajak Daerah KurangBayar (SKPDKB);

e}Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3)Surat KetetapanPajakDaerah KurangBayar (SKPDKB)adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan

jumlah pajak yang masih harus dibayar.

4)Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib

pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada

bendahara penerimaanj'bendahara penerimaan pembantu

sebagai dasar penagihan.

5)Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas

pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

6)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

melakukan validasi dan verifikasi atas penenmaan

pendapatan berdasarkan dokumen penetapan.

b. Penagihan Pendapatan
1) Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara

manual, surat elektronik, notifikasi sistem secara digital

dan/ atau media elektronik lainnya.

2) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan

pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke

pihak ketiga.
3} Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan

jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan

pendapatan.
4) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak­

pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada

Pemerintah Daerah.

5) Proses penagihan se~aramanual dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan

pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b)Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan

kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang

ditandatangani olehpihak ketiga;

c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen

kepada Bendahara PenerimaanjBendahara Penerimaan

Pembantu dan PPK-SKPD.

6) Proses penagihan melalui surat elektronikdilakukan dengan

cara:

a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga;

b)Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD

dan Bendahara Penerimaan atas pengmman surat

elektronikpenagihan pendapatan.

7) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara

otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan

notifikasi atau media lain secara elektronik kepada pihak
ketigayangmemilikikewajibanuntuk membayarpendapatan

daerah.

c. Tahap Penerimaan Pendapatan

1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaanj

Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan

sebagai berikut:

a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan danj atau

surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya

kepada Bendahara PenerimaanjBendahara Penerimaan

Pembantu.
b)Bendahara PenerimaanjBendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasidenganmenelitikesesuaian
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Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non

tunai dianggap sah setelah Bendahara

Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan

validasi.

4) Bendahara Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu

memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga

yang telah melakukan pembayaran.
5) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai,

dilakukan dengan cara:

a) Bendahara Penerimaarr/Bendahara Penerimaan

Pembantu menerima nota kredit/riotifikasi perbankan dari
RKUDatas penerimaan pendapatan SKPD;dan

Bendahararekeningmelaluidaerah3) Penerimaan

Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai
berikut:

(1) Menelitinota kredit/riotifikasi perbankan;

(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian

antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah

yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.
i

Penerimaan

Pembantu menerima nota kredit/ notifikasi perbankan

atas penerimaan pendapatan.

b)Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaana) Bendahara Penerimaarr/Bendahara

menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan

kepada pihak ketiga.

2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara

Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non

tunai, dilakukan sebagai berikut:

Bendahara

Pembantu

c) Atas penerimaan pendapatan tersebut ,
Penerimaari/Bendahara Penerimaan

antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang

telah ditetapkan pada dokumen penetapan.
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b) Bendahara PenerimaanjBendahara Penerimaan

Pembantu melakukan validasi sebagai berikut.

6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas

penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD.

7) Dalam hal penerimaan pemberitahuanjnotifikasi tidak

diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara

Penerimaan wajibmeminta bukti transaksi atas penerimaan

pendapatan yang diterima langsung RKUD.

8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara

jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah
ditetapkan.

9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUDsecara non tunai

dianggap sah setelah Bendahara PenerimaanjBendahara

Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan

melalui transfer dari rekening pihak ketiga danj atau

melalui kanal pembayaran secara online yang disediakan

oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari. lembaga

keuangan bank dan non bank.

b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic

Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking,

mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai
Mandiri (ATM), internet banking, QRISjBarcode, tapping,

ElectronicData Capture (EDC),CashManagementSystem

(CMS)dan transaksi berbasis elektronik lainnya.

c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan,

Bendahara PenerimaanjBendahara Penerimaan

Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan
Bank.

d. Tahap Penyetoran Pendapatan

1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
Penerimaanj Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUDpaling
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lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografisdaerah

sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan

keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya yang diatur dalam Peraturan KepalaDaerah.

2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening

Bendahara Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu,

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu

wajibmemindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud

ke rekening RKUDpaling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

3. DokumenTerkait

Ilustrasi dokumen Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan
tercantum dalam Format 3.12 dan 3.13 sebagai berikut:
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Mengetahui, Disiapkan oleh,
Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Bendahara Penerimaj Bendahara

Anggaran Penerimaan Pembantu

Nama Nama
NIP................. NIP.................

No. Kode Uraian JumlahRekening

JUMLAH

Harap diterima uang sebesar Rp (terbilang )
Dengan Rincian Penerimaan sebagai berikut:

No. Rekening : .
Penerimaan tanggal: .

NO.STS
Tanggal

Bank

SKPD .

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SURAT TANDA SETORAN (STS)

3.12. Format STS
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Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Bendahara Penerima/Bendahara

Anggaran Penerimaan Pembantu

Nama Nama
NIP................. NIP.................

No. No. STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Saldo Ket

Periode: """""""",,..,,"

REGISTER STS

SKPD ..

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN .AN~ARAN .•••••••••••••

3.13. Format Register STS
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F. PELAKSANAANDANPENATAUSAHAANBELANJA

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja

daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan provmsi atau

kabupatenjkota yang ditetapkan dengan ketentuan perundang­

undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran

keadaan darurat danj atau keperluan mendesak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara PengeluaranjBendahara Pengeluaran pembantu

melaksanakan pembayaran setelah:

1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan

oleh PAjKPA beserta.bukti transaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

dokumen pembayaran; dan

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
e. Bendahara PengeluaranjBendahara Pengeluaran Pembantu wajib

menolak melakukan pembayaran dari PAjKPA apabila persyaratan
tidak dipenuhi.
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G. BELANJAPERJALANANDINAS

1. Ketentuan Umum

a. Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas

dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke

tempat kedudukan semula berdasarkan surat tugas Perjalanan

Dinas.

b. Perjalanan Dinas dilakukan dengan prinsip:

1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi

dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian

kinerja satuan kerja perangkat daerah;

3) Efisiensipenggunaan belanja daerah; dan

4) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan

dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

c. Perjalanan Dinas dilakukan oleh Pelaksana SPDyang terdiri dari

Pejabat Daerah, PNS,PPPK,Pejabat Lain, dan Pihak Lain yang

melaksanakan Perjalanan Dinas.

d. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf cantara lain:
1) Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis

Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan

PerwakilanDaerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah

Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri,
Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur,

f. Bendahara Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu

bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

g. Bendahara PengeluaranfBendahara Pengeluaran Pembantu

sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh)dan pajak lainnya

wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke RekeningKas UmumNegara.
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• Perjalanan Dinas yang dilakukan di dalamwilayahKabupaten

Purwakarta dari pusat pemerintahan (KecamatanPurwakarta)

ke Kecamatan Sukasari termasuk ke dalam kategori

perjalanan dinas dalam kota.

• Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan (Kecamatan
Purwakarta) ke Kota Bandung termasuk ke dalam kategori
perjalanan dinas melewati batas kota (ke luar kota).

Contoh:

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam

kotajkabupaten pembagian wilayahadministratif di Indonesia di

bawah provinsi.

Bupati, WakilBupati, Walikota,WakilWalikota,KetuajWakil

Ketuaj Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat
lainnya yang setara;

2) Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat
Lainnyayang setara;

3) Pejabat Eselon IIIjPNS Golongan IV, Pejabat Eselon IVjPNS

GolonganIII,PNSGolonganII dan I
e. Jenis Perjalanan Dinas terdiri atas:

1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri(PDDN);dan

2) Perjalanan Dinas Luar Negeri(PDLN).

f. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PDDN)adalah perjalanan dinas

yang dilakukan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk

kepentingan pemerintahan daerah.

g. Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)adalah perjalanan dinas

yang dilakukan ke luar danjatau masuk wilayah Republik

Indonesia, tennasuk perjalanan di luar wilayah Republik

Indonesia untuk kepentingan dinas j negara.
h. Berdasarkan jarak pelaksanaannya, PDDNterbagi atas:

1) PDDNyang melewati batas kota; dan

2) PDDNdi dalam Kota.
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1. PDDNdi dalam kota sebagaimana dimaksud dalam huruf h
angka 2 dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)jam.

J. Ketentuan mengenai PDLNdiatur lebih lanjut dalam Peraturan
Perundang-Undangan.

k. Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana yang dilakukan

sebagaimana dimaksud dalam huruf j menjadi dasar

perhitungan pemberian komponenbiaya perjalanan dinas dalam
SPPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPDdilakukan

sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam

Surat Tugas yang ditandatangani olehAtasan Langsung.

b. Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu:

1) Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang
ditandatangani olehKepalaDaerah;

2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua

DPRD

3) Pejabat Eselon IIIke bawah atau yang disetarakan dan Pihak
Lain ditandatangani olehKepalaPerangkat Daerah.

c. Sebelum menerbitkan Surat Tugas, Atasan Langsung atau

Pejabat yang ditunjuk mereviu rencana Perjalanan Dinas agar

dapat mencapai efisiensi dan efektivitaspenggunaan anggaran,
menghindari pemborosan, serta memastikan bahwa perjalanan

dinas benar-benar memilikitujuan yang penting dan mendesak.

d. Reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan melalui

PA/KPA dan dituangkan dalam Formulir Monitoring

pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:
1) KriteriaPerjalanan Dinas

Perjalanan Dinas hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang

bersifat penting dan mendesak untuk tugas pemerintahan,

antara lain:
a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
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2) Frekuensi Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dibatasi dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a) Ketersediaan Uang Persediaan (UP)j dana revolvingj dana

penggantian uang persediaan (GU)untuk bulanjwaktu

tertentu;

b) PerjalananDinasyang berulangke tempat yang sama atau

tujuan yang serupa harus dikurangi atau ditiadakan,
kecuali jika ada perkembangan yang memerlukan

kehadiran kembali dan dibuktikan dengan laporan

kemajuan program;
c) Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan dalam waktu

tertentu dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari

Dalam hal agenda pertemuan tidak memenuhi kriteria

penting dan mendesak sebagaimana dimaksud di atas, maka

pertemuan digantikan dengan alternatif lain, seperti rapat

virtual atau pertemuan online.

b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c) pengumandahan (detasering);

d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

e) menghadapmajelispengujikesehatan pegawainegeriatau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang

ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter

tentang kesehatannya guna kepentinganjabatan;

f) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapatkan cedera pada waktu atau

karena melakukan tugas;

g) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis
pengujikesehatan PegawaiNegeri;

h) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara
DiplomajSljS2jS3; dan

i) mengikutipendidikan dan pelatihan.
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(4)Peserta PDLNdibatasi paling banyak 5 (lima) orang

termasuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,

Pimpinan dan AnggotaDPRDserta ASNdi lingkungan

Pemerintahan Daerah. Peserta PDLNdapat lebih dari 5

(lima)orang dalam hal:

(a)Penjajakan kerja sarna Perintah Daerah dengan
pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan

organisasi perangkat daerah terkait;

No Uraian Kegiatan Jumlah Maksimal Keterangan(orang)
1. Kepala Daerah /Wakil 3 (tiga) orang Di luar ajudan,

Kepala Daerah/ Sekretaris sekretaris pribadi,
Daerah dan supir

2. Pendamping Kunjungan 30% darijumlah Dibulatkan ke atas
Kerja DPRD Anggota DPRD

yang hadir

pejabatj anggota yang memilikikewenangan atau tugas

langsung dengan kegiatan yang diikutsertakan;

(2)Dalam hal keikutsertaan didelegasikan, maka Peserta

PDDN hanya boleh berasal dari lingkungan atau
memiliki kompetensi khusus terkait dengan kegiatan

yang diadakan;

(3)Dalam hal Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan,

Peserta PDDNdibatasi dengan kriteria sebagai berikut:

dariberasalbolehhanyaPDDN(1)Peserta

kalender. Perjalanan Dinas dapat melebihi 7 (tujuh) hari

kalender untuk kegiatan tertentu seperti konferensi

internasional atau pelatihan, dengan syarat dan
persetujuan khusus dari Atasan Langsung.

d) Dalam hal terjadi keadaan darurat seperti bencana alam

atau waktu menjelang pemilihan umum, Perjalanan Dinas
harus ditunda atau dibatalkan.

3) Pembatasan Jumlah Peserta Perjalanan Dinas

Peserta Perjalanan Dinas dibatasi sebagai berikut:

a) Peserta PDDN
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(b)Mengikuti danJ atau melaksanakan promosi dan

pameran potensi dan budayadaerah;

(c)Kunjungan persahabatan; atau

(d)Pendidikan dan pelatihan.

e. Setelah hasil reviu Sekretaris Perangkat DaerahJDewan

menyatakan bahwa Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan,

Atasan Langsung menerbitkan Surat Tugas sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dengan paling sedikit mencantumkan
hal-hal sebagai berikut:

1) Pemberi tugas;

2) Pelaksana tugas;

3) Waktu pelaksanaan tugas; dan

4) Tempat pelaksanaan tugas.

f. Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf e menjadi

dasar penerbitan SPDolehPAJKPA.

g. PDDN di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8

(delapan)jam sebagaimana dimaksud dalam Bagian 1 huruf i
dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.

h. Pembebanan biaya Perjalanan Dinas untuk PDDNdi dalam Kota

sebagaimana dimaksud dalam huruf g dicantumkan dalam

Surat Tugas.

3. KomponenBiayaPerjalanan Dinas
Biaya Perjalanan Dinas yang tercantum dalam SPD mengikuti

jumlah yang disetujui oleh PAJKPA.

a. Komponenbiaya Perjalanan Dinas terdiri dari: .

1) Uangharian

a) Uang Harian adalah penggantian biaya keperluan sehari­

hari Pelaksana SPDdi dalam negeri lebih 8 (delapan)jam.

b) KomponenUangHarian terdiri dari:

(1)Uangmakan;

(2)Uang transpor lokal; dan
(3) Uang saku.

c) Uangharian diberikan secara lumpsum.
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2) Biayatransportasi

a) BiayaTransportasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam

rangka perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai

tempat Tujuan Keberangkatan dan Kepulangan termasuk

biaya ke terminal/bus / stasiunybandara/ pelabuhan

Keberangkatan serta retribusi yang dipungut di terminal

bus/ stasiurr/bandara/ pelabuhan Keberangkatan dan

kepulangan.

b) Biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan Perjalanan

Dinas Jabatan terdiri dari biaya transportasi untuk

Perjalanan Dinas:

(1)dalam Kotasampai dengan 8 (delapan)jam; dan

(2)melewatibatas Kota.

c) Biaya transportasi dalam Kota sampai dengan 8 (delapan)

jam diberikan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan ·Bupati

mengenai Standar BiayaUmum.

d) Pembayaranbiaya transportasi dalamKotasampai dengan

8 (delapan)jam secara lumpsum diberikan:

(1)sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan

Dinas Jabatan; atau
(2)sesuai jumlah penugasan pelaksanaan Perjalanan

Dinas Jabatan dalam satu hari.
e) Penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan

pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan

satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar l(satu)

kali biaya transportasi dalam Kota.

3) Biayapenginapan
a) Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

merupakan alokasi biaya yang digunakan untuk

kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan
perjalanan dinas dalam negeri.
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b) Biaya penginapan diberikan sesuai biaya pengeluaran
riilj at cost.

c) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya

penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum
setinggi-tingginyasebesar 30% (tiga puluh persen) dari

tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biayapenginapan

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota

TempatTujuan diberikan dengan ketentuan:

(1)Tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya,

sehinggaPelaksana SPDmenginapdi tempat menginap

yang tidak menyediakan kuitansijbukti penginapan;
atau

(2)Terdapat hotel atau menginap lainnya, namun

Pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat

menginap lainnya tersebut.

d) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak

diberikanuntuk:

(1)Perjalanan Dinas dalam Kotalebih dari 8 (delapan)jam

yang dilaksanakan pergidan pulang di hari yang sarna;

(2)Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan

sejemsnya yang dilaksanakan dengan meeting

fullboard; dan

(3)Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan.
4) Uangrepresentasi.

a) Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan

kepada pejabat daerah, Anggota Dewan pejabat dan

eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsiyangmelekat

pada jabatan.
b) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai

pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan
sebagai pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam
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Jenis Petjalanan Dinas Uang Biaya
Biaya Jumlah hari

Jabatan Harian Penginapan
Transpor yang
Pegawai dibayarkan

a. Perjalanan Dinas
jabatan dalam rangka

Sesuaipelaksanaan tugas dan ..J ..J ..J
fungsi yang melekat penugasan

padajabatan.
b. Perjalanan Dinas

Jabatan untuk
Sesuaimengikuti rapat, ..J 1) " 1) " 1)

seminar dan penugasan

sejenisnya.
c. Perjalanan Dinas

Jabatan dalam rangka
..J " 2) ..J 3)

Maksimal90
Pengumandahan hari
(Detasering) .

d. Perjalanan Dinas
jabatan untuk

..J ..J ..J 2 harimenempuh ujian
dinasjujian jabatan.

e. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
menghadap Majelis
Penguji Kesehatan
Pegawai Negeri atau
menghadap seorang
dokter penguji

..J ..J ..J
Sesuai

kesehatan yang penugasan
ditunjuk, untuk
mendapaatkan surat
keterangan dokter
tentang kesehatannya
guna kepentingan
jabatan.

f. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
memperoleh
pengobatan
berdasarkan surat

..J ..J " Sesuai
keterangan dokter penugasan
karena mendapat
cedera pada
wakttr/karena

-,

melakukan tugas.

1)KomponenBiayaPerjalanan Dinas Jabatan MelaluiBatas Kota

rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips
pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

b. Rincian KomponenPerjalanan Dinas sesuai jenis perjalanannya
diatur sebagai berikut:
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3. ~ 3)

2. ~ 2)

Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk
mengikutikegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya
berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Biayapenginapan diberikanpada saat kedatangan
dan selama masa Pengumandahan (Detasering)
dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
Biaya transport pegawai diberikan untuk
transport pada:saat kedatangan dan kepulangan.

1. ~ 1)

Keterangan:

g. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
mendapatkan
pengobatan

-..J -..J -..J
Sesuai

berdasarkan penugasan
Keputusan Majelis
Penguji Kesehatan
PegawaiNegeri.

h. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
mengikuti Pendidikan -..J -..J -..J

Maksimal Z

setara hari

Diploma/Sl/S2/S3.
i. Perjalanan Dinas

Jabatan untuk
-..J 4) ..J 5) ..J

Sesuai
mengikuti Pendidikan penugasan
dan pelatihan.

j. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
menjernput./
mengantarkan ke
tempat pemakanan

..J ..J .J Maksimal3
jenazah pejabat hari
negara/ pegawai negeri
yang meninggal dunia
dalam melakukan
perjalanan dinas.

k. Perjalanan Dinas
jabatan untuk
menjemput/
mengantarkan ke
tempat pemakaman
jenazah pejabat

..J ..J ..J
Maksimal S

negara/ pegawai negeri hari
yang meninggal dunia
dari Tempat
Kedudukan yang
terakhir ke kota tempat
pemakaman.
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Jenis Perjalanan Dinas BiayaTranspor Jumlah hari yang Biaya Pemetian

Jabatan KegiatanDalam dibayarkan dan Angkutan
Kota Jenazah

a. Perjalanan Dinas Jabatan

" Sesuai penugasan -Biasa.
b. Perjalanan Dinas Jabatan

untuk mengikuti rapat,
" 1) " 1)

-
seminar dan sejenisnya.

c. Perjalanan Dinas jabatan Keberangkatanuntuk menempuh ujian " -
dinas ujian jabatan. dan Kepulangan

d. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk menghadap Majelis
Penguji Kesehatan Pegawai
Negeri atau menghadap
seorang dojter penguji " Sesuai penugasan -Kesehatan yang ditunjuk,
untuk menadapatkan surat
keterangan dokter tentang
kesehatannya guna
kepentinganjalan.

e. Perjalanan Dinas jabatan
untuk memperoleh
pengobatan berdasarkan
surat keterangan dokter " Sesuai penugasan -
karena mendapat cedera
pada waktu/ karena
melakukan tugas.

f. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk mendapatkan
pengobatan berdasarkan " Sesuai penugasan -
Keputusan Majelis Penguji
Kesehatan PegawaiNegeri.

g. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk mengikuti

"
Keberangkatan -

Pendidikan setara dan Kepulangan
Diploma/Sl/S2/S3.

h. Perjalanan .Dinas Jabatan
untuk mengikuti " Sesuai penugasan -
Pendidikandan pelatihan.

2)Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Kota
Sampai Dengan 8 (Delapan)Jam

4. ~ 4) Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai
standar biaya:selama mengikuti kegiatan.

5. ~ 5) BiayaPenginapandiberikan 1 (satu)hari pada saat
kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.

6. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada hurufj dan hurufk:
uang harlan, biaya transport pegawaijkeluarga, dan biaya
penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat)
orang.

112



3) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Untuk Mengikuti
Kegiatan Rapat, Seminar, dan Sejenisnya
a) Yang Dilaksanakan Di Dalam Kantor (Ruang

Rapatj AulajSerbagina dan Sejenisnya)

Keterangan:
1. ...;1) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk

mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya
berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara
Lumpsum sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada
Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek
perkantoran yang sarna.

3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya
sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai
dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.

4. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pad a huruf I dan huruf j
diberikan biaya transport pegawaijkeluarga paling banyak
untuk 4 (empat) orang.

5. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c
dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju
tempat Pendidikanjujian.

i. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk menjemput./
mengantarkan ke tempat
pemakanan jenazah -/ Dibayarkan 1 kali "fpejabat negara/ pegawai
negeri yang meninggal
dunia dalam melakukan
perjalanan dinas

j. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk menjemput/
mengantarkan ke tempat
pemakanan jenazah
pejabat negara/ pegawai "f Dibayarkan 1 kali "f
negeri yang meninggal
dunia dari Tempat
Kedudukan terakhir ke
kota tempat pemakaman.
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b)Yang Dilaksanakan Di Luar Kantor Penyelenggara
(HoteljTempatLain)

sarna.

4. ...J 4)

3. ...J 3)

2. ...J 2)

1. ...J 1)

Keterangan:

Biaya transport kepulangan Pelaksanaan SPD dalam
rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat
dibayarkan sebesar biata transport kedatangan tanpa
menyertakan bukti pengeluaran transport kepulangan.
Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam
kerja sesuai ketentuan yang diatur dalarn standar
biaya.
Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil.
Dalarn hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil,
diberikan berupa biaya transport kegiatan dalam kota
yang dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan
standar biaya.
Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan
transportasi sehingga memerlukan waktu untuk
mengmap.

5. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak
menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas,
dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana
SPDyang melakukan rapat dalarn komplek perkantoran yang

KOMPONENBIAYA UANG SAKU UANG UANG
TRANSPOR BIAYA

PERJALANANDINAS RAPAT HARlAN
PEGAWAI PENGINAPAN

I. LUARKOTA
II. MELEWATI BATAS KOTA
l. Peserta - " " 1) "2. Panitia / Moderator - - - -
3. Narasumber - -

" 1) "III. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1. Peserta " 2) - " 3) " 4)
2. Panitia / Moderator - - - -
3. Narasumber - - " 3) " 4)

IV.DALAMKOTA
V. DALAM KOTASAMPAIDENGAM 8 JAM

1. Peserta " 2) - " 3) -
2. Panitia / Moderator - - - -
3. Narasumber - -

" 3) -
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4. PertanggungjawabanPerjalanan Dinas

3. " 3)

2. " 2)

1. "1)

Keterangan:

Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat
kedatangan dan 1 (satu)hari pada saat kepulangan.
Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam
rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan
tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor
kepulangan.
Uang Saku Fullboardl Fulldayl Halfday diberikan
sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya
yang diatur dalam Standar Biaya.

4. "4) Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan
waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat
kedatangan darr/atau 1 (satu) hari pada saat
kepulangan.

5. Uang Saku Paket Fullboardl Fulldayl Halfday mengikuti
ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya

6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak
menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas,
dan tidak bersifat rutin.

UANG
KOMPONENBIAYA UANGSAKU SAKU UANG

PERJALANAN PAKET PAKET TRANSPOR
BIAYA UANG

DINAS FULLBOARD FULLDAY/ PEGAWAI
PENGINAPAN HARlAN1)

HALFDAY
I. LUARKOTA
II. MELEWATI BATASKOTA

1. Peserta ..J3) - ..J2) ..J ..J
2. Panitia/ ..J 3) ..J2) ..J ..J-

Moderator
3. Narasumber - - ..J 2) ..J ..J

III. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM

- 1. Peserta ..J 3) ..J 3) ..J ..J4) ..J
2. Panitia/ ..J 3) ..J 3) ..J ..J4) ..J

Moderator
3. Narasumber - - ..J ..J4) ..J

IV.DALAMKOTA
V. DALAM KOTA SAMPAl DENGAM 8 JAM

1. Peserta - ..J3) ..J - -
2. Panitia/ ..J3) ..J- - -

Moderator
3. Narasumber - - ..J - -
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a. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan

Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

Perjalanan Dinas dilaksanakan.

h. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas diajukan dengan

melampirkan dokumen berupa:

1) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;

2) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di

tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang

menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

3) Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti

pembayaran moda transportasi lainnya;

4) Daftar Pengeluaran Riilsesuai dengan format;
5) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam

kota (berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang

dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa

penyewaankendaraan); dan

6) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
c. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/ atau

penginaparr/hotel sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak

diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat

hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

5. DokumenTerkait

Ilustrasi dokumen Belanja Perjalanan Dinas tercantum dalam

Format 3.14,3.15,3.16,3.17,3.18,3.19,3.20 dan 3.21 sebagai

berikut:
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1··.. ·•···..·.. ·····..·.. ··.. ··...... ·)
NIP.

IPejabat yang berwenang)

Ditetapkan d.i

pad a tanggal

MENUGASKAN

Tujuan Perjalanan

Lama Perjalanan

Untuk

Kepada:

1. Nama
NIP/Gol
Jabatan

2. Nama
NIP/Gol
Jabatan

SURATTUGAS

Nomor: Kode Surat/Nomor Urut Surat Tugas/ST/SKPD/Tahun Anggaran

1Pejabat yang berwenang )

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PERANGKAT DAERAH

Faksimile: Laman: Pos-el: .
Nama tempat - Kode Pos

3.15. Format Surat 1'ugas untuk Penugasan Satu Orang
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1······· ················1
NIP.

IPejabat yang berwenang]

Ditetapkan di

pada tanggal

Tujuan Perjalanan

Lama Perjalanan

Untuk

Ket : Surai tugas ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan serta kegiatan
lainnya yang metibatkan.pihak: di luar aparatur diLingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

KeteranganAlamatNamaIII
MENUGASKAN

1 Pejabat yang berwenang 1

SURATTUGAS

Nomor: Kode Surat/Nomor Urut Surat Tugas/ST/SKPD/Tahun Anggaran

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PERANGKAT DAERAH

Faksimile: Laman: Pos-el: .
Nama tempat - Kode Pes

3.16. Surat Tugas untuk Penugasan LebihDari Satu Orang
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( )

NIP.

Tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

Dikeluarkan di :

*) Coret yang tidak perlu

1 Pejabat yang Berwenang
2 Nama / NIPPegawai yang diperintahkan
3 a. Pangkat dan Golongan ruang

b. Jabatan
c. Tingkat menurut Peraturan

Perialanan Dinas
4 Maksud menaadakan Perialanan Dinas
5 Alat angkutan yang dipergunakan
6 a. Tempat berangkat

b. Tem~at tujuan
7 a. Lamanya perjalanan

b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali / Tiba di

tempat Baru *J
8 Pengikut: Nama Tanggal Lahir. Keterangan

1.
2.
3.
4.

9 Pembebanan Anggaran
a. Instansi a.
b. Mata Anggaran b.

10 Keterangan Lain - Lain

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Nomor

Lembar ke

Kode No

Jalan: Nomor: Telepon: .
Faksimile: Laman: Pos-el: .

Nama tempat - KodePos

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PERANGKATDAERAH

3.17. Format Surat Perjalanan Dinas
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1. Berangkat dari :
(TempatKedudukan)
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala

(......................................................... )
NIP

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal Ke :
Kepala : Pada Tanggal :

Kepala

(......................................................... ) (......................................................... )
NIP NIP

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal :

Kepala

(......................................................... ) (........................................................ ~)
NIP NIP

IV. Tibadi : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal

Kepala

(......................................................... ) (......................................................... )
NIP NIP

V. Tiba di : Berangkat dari
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal

Kepala

(......................................................... ) (......................................................... )
NIP NIP

VI. Tiba di :
(TempatKedudukan)
Pada Tanggal) Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
(Pejabatyang berwenang/ ditunjuk) perjalanan tersebut atas perintahnya dan

semata-mata untuk kepentingan jabatan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

(......................................................... )
NIP

VII. Catatan Lain-Lain
VIII. PERHATIAN:

PPKyang menertibkan SPPD,pegawaiyang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang
mengesahkan tanggal berangkatj'tiba, serta bendaharawan pengeluaran bertanggung jawab
berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat
kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.
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Perhitungan SPPDRampung

Ditetapkan sejumlah

Yang telah dibayar sejumlah

Sisa kurang/lebih

( )

NIP.

( )

NIP.

Pengeluaran

PenerimaBendaharawan

Rp .Rp .

Tempat, tglZbulanytahun=]

Telah menerima jumlah uangTelah dibayar sejumlah
sebesar

NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
1. Transportasi (PP): Rp

..................... -....................
2. Uang Hanan: Rp

......... hrxRp ..................
3. Biaya Penginapan: Rp

......... hr x Rp..................
4. Biaya Represeniatif Rp

......... hr x Rp. ....................

JUMLAH Rp
Terbilang

Lampiran SPPD Nomor

Tanggal

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
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NIP .NIP .

Pelaksana SPD,

............ , tanggal, bulan, tahunMengetahuiJ Menyetujui:

Pejabat yang Berwenang,

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenamya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinyaa.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari
terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Negara.

No Uraian Jumlah

Jumlah

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor. tanggal , dengan ini
kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai danJatau biaya penginapan di bawah ini yang tidak
dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

Jabatan

NIP

Nama

Yang bertandatangan di bawah ini:

DAFTAR PENGELUARAN RIlL

3.18. Format Surat KeteranganDaftar Pengeluaran Riil
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2 .

NIP .NIP .

NIP .

1 .

Yang Membuat,Kepala

Tempat, tgl /bulanytahunMengetahui,

l. DASAR
2. WAKTUDANTEMPAT
3. MAKSUDDANTUJUAN
4. HASILYANGDIPEROLEH
5. PENUTUP

Tanggal

: Laporan Perjalanan DinasPerihal

3. dst.

2.

Kepada Yth

Dari : 1.

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

3.19. Format Laporan Hasil Perjalanan Dinas
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NIP .NIP .

2 .

NIP .

1 ; .

YangMembuatKepala SKPD

Tempat, tgljbulanjtahunMengetahui,

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal .
Nomor , dengan ini kami menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa perjalanan dinas yang dilakukan dilaksanakan
selama .

Jabatan

NIP

Nama

Yangbertanda tangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN

3.20. Format Surat Pernyataan
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Rp 10.000

Materai

PeJaksanaPerjalanan Dinas,

. 20..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa
pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan /atau penyimpangan, saya bersedia dituntut
sesuai dengan hukum yang berlaku.

1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas
nomor tanggal dalam rangka melaksanakan
kegiatan . .. .. ke dari
tanggal s .d .

2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi
tugas dan mempertanggungjawabkanbiaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas
dilaksanakan.

3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila
biaya peIjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang
seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Denganini menyatakan:

Alamat

Jabatan

Tempat, tanggal lahir

NIK

Nama

Yangbertanda tangan di bawah ini:

PERJALANAN DIMAS PIMPINAN DAN ANOOOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEM PURWAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Jalan: Nomor: Telepon: .
Faksimile: Laman: Pos-el: .

Nama tempat - Kode Pos

3.21. Format Pakta Integritas
PEMERlNTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PERANGKATDAERAH
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Menvetuiui
Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Anggaran, Pengeluaran Pembantu,

ttd ttd

... ...... ... ... .. .. .. .. ... .. ..... . .. .... .. ... .. .. .. ..... .... .... .. . .. ..... ... .. ... .... .... .... ... .. ............................................................

- -
NIP NIP

............................................

ttd
Matcrai

Penerima

............. , 20 ..

: Rp ..
: Rp .
: Rp .
: Rp .
: Rp .

1. uang harian
2. biaya transportasi
3. biaya penginapan
4. uang representasi perjalanan dinas
5. biaya taksi

dengan rincian

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

: RupiahTerbilang

: Rp ..Sebesar

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

KUITANSI

No.Kuitansi:

Tahun Anggaran:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PERANGKATDAERAH

Jalan: Nomor: Telepon: ..
Faksimile: Laman: Pos-el: ..

Nama tempat - KodePos

3.22. Kuitansi
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Gambar 1Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

•', r

Persiil!>i"
Penpdaan

H. BELANJAPENGADAANBARANG/JASA

1. Ketentuan Umum

Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah mempunyai peran penting
dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan

pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan
daerah serta pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya

(value of money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan

produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro,Usaha Keeil,
dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Untuk meneapai hal tersebut maka telah diterbitkan regulasi untuk

mengatur proses pengadaan barangjasa melalui Peraturan Presiden
Nomor 12Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah,

yang ruang lingkupnya adalah pengadaan Barang/.Jasa di

lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang

menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/ Sumber Dana
Lainnya meliputi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa

Konsultansi dan Jasa Lainnya, yang dilaksanakan dengan eara
Swakelola danl atau Penyedia.

Pengadaan Barang/ Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari

identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan

pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan

kontrak, dan serah terima .
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a. Efisien;

b. Efektif;

c. Transparan;

d. Terbuka;

e. Bersaing;

f. Adil;dan
g. Akuntabel.

2. Para Pihak dalam Pengadaan BarangjJasa

Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa adalah:

a. PenggunaAnggaran (PA):Pejabat yang berwenangmenggunakan
anggaran di kementerian, lembaga, atau satuan kerja perangkat

daerah.

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):Pejabat yang ditunjuk PA

untuk menggunakan APBNatau APBD.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):Pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

d. Pejabat Pengadaan (PP):Pejabat yang melaksanakan Pengadaan

Langsung, Penunjukan Langsung, danjatau E-purchasing.

e. Pokja Pemilihan: Sumber daya manusia yang mengelola

pemilihan penyedia.

f. Agen Pengadaan: Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

(UKPBJ),dalam hal ini diemban oleh Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta berperan

untuk membantu para pihak dalam melaksanakan pengadaan

barang dan jasa. PP dan Pokja Pemilihan merupakan personil

yang berkedudukan di UKPBJ.

g. PenyelenggaraSwakelola:Timyang menyelenggarakan kegiatan

secara swakelola.

3. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barangj Jasa

Pengadaan Barangj Jasa yan~ dilaksanakan oleh perangkat daerah
Kabupaten Purwakarta wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai

berikut:
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4. Etika Pengadaan Barang/ Jasa
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/clasaharus mematuhi etika sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab
untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya

tujuan Pengadaan Barang/ J asa;

b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga

kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/.Jasa yang menurut

sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak

langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa;
f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan

kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang

danj atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara; dan

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan

untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat

dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui

atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

5. Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa

a. PA selaku penanggungjawab kegiatan, dalam melakukan

penyusunan RKA yang didalamnya terdapat pengadaan

barang/jasa telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Identifikasi kebutuhan barangfjasa sesuai dengan Rencana

Kerja;
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2) Penyusunan spesifikasi teknisjKAKsesuai kebutuhan;

3) Ketersediaan barangj jasa danj atau penyedia di pasar;

4) Ketersediaan barangfjasa yang dibutuhkan dalam bentuk

produk/jasa dalam negeri; dan
5) Penyusunan RABsesuai spesifikasi teknisjKAKsebagai dasar

pengusulan anggaran.

b. Hasil perencanaan pengadaan barang dan jasa dituangkan oleh

PAmenjadi Rencana Umum Pengadaan (RUP)yang diumumkan
dalam Sistem InformasiRencana Umum Pengadaan (SIRUP).

c. DalamRUP,PA:

1) Menetapkan perencanaan pengadaan yang telah

disusunj dituangkan ke dalam RUPoleh PPK;

2) Menetapkan dan mengumumkan RUP;

3) Mengutamakan penggunaan produk dalam negen dengan

bobot Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)produk

minimal 25% (dua puluh lima) persen dalam perencanaan

pengadaan.

d. RUPSwakelolamemuat paling sedikit:

1) Nama dan alamat PAjKPA;

2) Nama paket Swakelolayang akan dilaksanakan;
3) Tipe Swakelola;

4) Nama penyelenggara Swakelola;
5) Uraian pekerjaan;

6) Volumepekerjaan;

7) Sumber dana;

8) Besarnya total perkiraan biaya Swakelola;dan

9) Perkiraan Jadwal Pengadaan BarangjJasa.
e. RUPPenyediamemuat paling sedikit:

1) Nama dan alamat PAjKPA;

2) Nama paket penyedia;

3) Kebutuhan penggunaan produk dalam negeri;
4) Peruntukan paket untuk Usaha Kecilatau non kecil;

5) Uraian pekerjaan;
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6) Volumepekerjaan;

7) Lokasipekerjaan;

8) Sumber dana;

9) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;

10) Spesifikasi teknisj KAK;

11) Metodepemilihan; dan

12) Perkiraan jadwal Pengadaan Barangj Jasa.
f. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah

rancangan Peraturan Daerah tentang APBDdisetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dilakukan melalui aplikasi SIRUP.

g. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf f dapat

ditambahkan dalam situs web Pemerintah Daerah, papan

pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, danjatau

media lainnya.

h. RUPdiumumkan kembali dalam hal terdapat perubahanjrevisi

paket pengadaan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

6. Persiapan Pengadaan BarangjJasa

a. Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKAPerangkat

Daerah disetujui oleh DPRD.

b. Untuk Pengadaan BarangjJasa yang pelaksanaan kontraknya

harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan danj atau
pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan mendahului

persetujuan RKAPerangkat Daerah oleh DPRD.

c. Pemilihanpenyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat

dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak

bersifat tidak mengikat dan tindaklanjutnya sebagai berikut:

1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatanganan Kontrak,

mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak

dengan Penyedia setelah DPAdisahkan.
2) Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-KjL

disetujui olehDPRatau RKAPerangkat Daerah disetujui oleh
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DPRDlebih keeil dari penawaran hargaterkoreksi pemenang,

proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan

negosiasi teknis dan harga.

3) Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DPA maka hasil

pemilihanyproses pemilihan harus dibatalkan.

d. Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan oleh PPKmeliputi:

1) Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Aeuan

Kerja (KAK).

2) Penyusunan dan penetapan HPS.

3) Penyusunan dan penetapan raneangan kontrak; dari/utau

4) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jamman

pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi,

dan/ atau penyesuaian harga.
e. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPKjuga

melakukan:

1) identifikasi apakah barangfjasa yang akan diadakan

termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan
melalui pengadaan langsung, E-purchasing, atau termasuk

pengadaan khusus; dan

2) reviu terhadap dokumen pereneanaan pengadaan terkait

kewajiban untuk menggunakan produk usaha keeil serta

koperasi dari hasil produk dalam negeri paling sedikit 40%

(empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa

Pemerintah Daerah.

7. Pemilihan PenyediaPengadaan Barang/ Jasa

a. Proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa dilakukan

oleh Pejabat Pengadaarr/Pokja Pemilihan yaitu personil

fungsional pengadaan barang/ jasa yang berada pada Bagian

Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah selaku

Unit KerjaPengadaan Barang/.Jasa (UKPBJ)Pemerintah Daerah

Kabupaten Purwakarta.
b. Proses pemilihan penyedia pengadaan barangjjasa dilakukan

oleh PPK pada perangkat daerah untuk paket e-purchasing

134



melalui e-katalog dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c. Dalam proses pelaksanaan pemilihan penyedia sebagaimana

dimaksud pada huruf b, PPK dapat dibantu oleh Personil

fungsional Pengadaan barang/jasa dari UKPBJ.

d. Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan oleh Bagian

Layanan Pengadaan Barangfjasa (BLPBJ) selaku Unit Kerja
Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten
Purwakarta terdiri atas:

1) Pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksijJasa

Konsultansiy.Iasa lainnya baik yang dilaksanakan secara

pengadaan langsung maupun tender / seleksi.

2) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksij Jasa

Konsultansi/ Jasa lainnya dengan metode penunjukan

langsung maupun pengadaan yang dikecualikan untuk

Pengadaan barangfjasa yang termasuk kriteria dalam

keadaan tertentu.

3) Pengadaan Barangj Jasa lainnya dengan metode e­

purchasing melalui katalog elektronik maupun toko daring.

dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah).

4) Bagian Layanan Pengadaan Barang/.Jasa (BLPBJ)Sekretariat

Daerah melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara

e-procurement melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
e. Mekanisme pemilihan penyedia dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) UKPBJ melalui fungsional pengadaan barangfjasa

melaksanakan reviu terhadap permohonan proses pemilihan

penyedia dari PPKperangkat daerah.

2) Reviu persiapan pemilihan penyedia meliputi kelengkapan

dokumen perencanaan pengadaan, HPS, Pemenuhan RUP,
metode pemilihan penyedia, rancangan kontrak, dan analisa

pasar ketersediaan penyedia barangfjasa.
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3) Metode pemilihan penyedia mengutamakan proses e­

purchasing apabila tersedia barangfjasa pada etalase katalog

pemerintah. Pemilihanpenyediamelalui pengadaan langsung,

penunjukan langsung, dan atau tenderj seleksi hanya

dilakukan apabila proses pemilihan penyedia tidak bisa

dilakukan melaluimekanisme e-purchasinq.
4) Pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan

sedangkan tenderj seleksi dilakukan olehpokja pemilihan.

5) Pengadaan langsung dilaksanakan menggunakan Sistem

Pengadaan Barang Dan Jasa Seeara Elektronik (SPSE);

6) Pengadaan Langsung untuk BarangjJasa Lainnya yang

harganya sudah pasti dengan kontrak berupa bukti

pembelianjpembayaran dicatatkan oleh PPKmenggunakan

fitur pencatatan non-tender;
7) Pengadaan Langsung untuk pekerjaan Jasa Konsultansi

dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah), BarangjJasa Lainnya dengan nilai di atas

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan

.nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah); dan PekerjaanKonstruksidengan nilai palingbanyak

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan

melalui fitur non-tender;

8) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 7)

dilaksanakan melalui fitur peneatatan non tender apabila

terjadi kendala pada SPSEatau hallainnya atas persetujuan

UKPBJ.

9) Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa wajib
mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dengan

memperhatikan pemberian kesempatan kepada Usaha Mikro,

Keeildan Koperasi.

8. Pelaksanaan Pekerjaan
a. Setelah proses pemilihan penyedia selesai, PPKmelaksanakan

pekerjaan dengan membuat kontrak pekerjaan.
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fakturjbonjinvoce, setruk, dan nota kontan.

2) Kuitansi merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda
bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh

penerima uangjPenyedia dengan berbagai ketentuan

pembayaran untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya

dengan nilai palingbanyak RpSO.OOO.OOO,OO(limapuluh juta

rupiah).

3) Surat Perintah Kerja (SPK),merupakan perjanjian sederhana
secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu
perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh

hak dan melaksanakan kewajiban.

Surat Perintah Kerjadigunakan untuk:

a) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak

RplOO.OOO.OOO,OO(seratus juta rupiah);

b) Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling
sedikit di atas Rp50.000.000,OO(limapuluhjuta rupiah)

lainantarapembelianjpembayaranbuktiContoh

b. Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai

ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan

perundang-undangan.

c. Kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib tercatat

dalam sistem informasi yang digunakan secara resmi sesuai

ketentuan yang berlaku, antara lain spse dan e-katalogLKPP.

d. PPKmenetapkan bentuk Kontrak dengan memperhatikan nilai

kontrak, jems barangfjasa, metode pemilihan Penyedia

danj atau risiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan

perundangan.

e. Bentuk Kontrak terdiri atas:

1) Bukti Pembelianjpembayaran, merupakan dokumen yang

digunakan sebagai pemyataan tagihan yang harus dibayar

olehPPKuntuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnyadengan
nilai paling banyak Rp10.000.000,OO(sepuluh juta rupiah).
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sampai dengan nilaipalingbanyak Rp200.000.000,OO(dua

ratus juta rupiah); dan

c) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling

banyak Rp200.000.000,OO(dua ratus juta rupiah).

4) Surat Perjanjian, merupakan pemyataan secara tertulis

antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang

memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan

melaksanakan kewajiban.

Surat Perjanjian digunakan untuk:

1) Pengadaan BarangjPekerjaan KonstruksijJasa Lainnya

nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,OO(dua ratus

juta rupiah); dan

2) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di
atas Rp100.000.000,OO(seratus juta rupiah).

5) Surat Pesanan, merupakan bentuk perjanjian dalam

pelaksanaan pengadaan melaluiE-purchasing atau pembelian

melalui toko daring. Untuk pengadaan barangjjasa tertentu

yangmembutuhkan pengaturan Kontrakyang lebih rinci atau

diperlukanj dipersyaratkan secara administratif dalam proses

pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti

dengan Surat Perintah Kerjaatau Surat Perjanjian.

9. Serah TerimaPekerjaan

a. Setelahpekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang

dalam Kontrak, Pelaksana pekerjaan (penyedia) mengajukan

permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan

Kontrakuntuk penyerahan hasil pekerjaan.

b. Serah terima barang yangmenyangkut Asetdi lingkungan SKPD:

1) Seluruh barangjjasa hasil pengadaan yang merupakan

barang inventaris (Barang bergerakjTidak bergerak)

diserahkan oleh Penyedia BarangjJasa kepada Pejabat

Pembuat Komitmen setelah melalui pemeriksaan terhadap
barangJjasa dan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah
Terima,kemudian menyerahkan kepada PenggunaBarang.
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4) Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (Sl) atau

setara, jika tidak dapat terpenuhi persyaratan Sarjana Strata

Satu (Sl) dapat diganti dengan paling rendah golongan IIIja

atau disetarakan dengan golongan IIIj a.

5) Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

6) Persyaratan lainnya dapat ditambahkan dengan memiliki

latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan

tuntutan teknis pekerjaan.
c. Pengangkatan dan pemberhentian PPKberdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

d. PPKtidak boleh dirangkap oleh:

1) Pejabat Penatausahaan Keuangan atau Bendahara; atau
2) Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket

Pengadaan Barang j Jasa yang sarna.

2) Kepala SKPDselaku Pengguna Barang menyerahkan barang

inventaris kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan

dan Aset Daerah untuk dicatat dalam buku inventarisasi,

yang selanjutnya diserahkan kembali kepada SKPD yang

bersangkutan dan diadministrasikan oleh Pejabat Pelaksana

yang menangani pengurusan barang.

3) Pejabat Pelaksana yang bertugas menangani pengurusan

barang ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala

SKPDmelalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

a. PPKditetapkan oleh PApada Perangkat Daerah.

b. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPKyaitu:

1) Memilikiintegritas dan disiplin.

2) Menandatangani Pakta Integritas.

3) MemilikiSertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas
PPK, jika tidak dapat terpenuhi maka Sertifikat Keahlian

Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember

2025.
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e. Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terima

jabatan kepada pejabat yang baru.

f. Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada huruf b, PA/KPA dapat merangkap
sebagai PPK.

g. PAjKPAyang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud

pada f dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi

sesuai dengan bidang tugas PPK.

h. PPKdalam Pengadaan BarangjJasa memilikitugas:

1) Menyusun perencanaan pengadaan;

2) Menetapkan spesifikasi teknisjKerangka Acuan Kerja (KAK);

3) Menetapkan rancangan kontrak;

4) Menetapkan HPS;

5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan

kepada penyedia;

6) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

7) Menetapkan tim pendukung;

8) Menetapkan tim atau tenaga ahli;

9) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas.

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

10) Menetapkan Surat Penunjukan PenyediaBarangjJasa;

.11) MengendalikanKontrak;
12) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada

PAjKPA;

13) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada

PAjKPAdengan berita acara penyerahan;

14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan;

15) Menilaikinerja Penyedia.
16) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

angka 1) s.d 15), PPK melaksanakan tugas pelimpahan
kewenangan dari PA/KPA,meliputi:
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a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja;

b) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas

anggaran belanja yang telah ditetapkan.

1. PPKdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf h

dapat dibantu oleh PengelolaPengadaan BarangjJasa.

11. KelompokKerjaPemilihan (PokjaPemilihan)

a. Pimpinan UKPBJmenetapkan Pokja Pemilihan.

b. Untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan pada UKBJ

sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

1) Merupakan PengelolaPengadaan BarangjJasa atau Aparatur

Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi pengadaan

barangj jasa.

2) Memilikiintegritas dan disiplin;

3) Menandatangani Pakta Integritas;

4) Dapat bekerja sarna dalarn tim; dan
5) Menjabatjberkedudukan di UKPBJ.

c. Pokja Pemilihan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk

setiap paket pengadaan.

d. Pokja pemilihan beranggotakan 3 (tiga)orang, kecuali dalarn hal

pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pokja

pemilihan dapat ditarnbah sepanjang berjumlah gasal.

e. Pokjapemilihan memilikitugas:

1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan

Penyedia;

2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan

Penyediauntuk katalog elektronik; dan

3) Menetapkan pemenang pemilihanjpenyedia untuk metode

pemilihan:

a) TenderjPenunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya dengan nilai
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Pagu Anggarari banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus

miliar rupiah); dan

b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan

J asa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

f. Pokja pemilihan dilarang duduk sebagai Pejabat Penanda

Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)atau Bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada paket

yang dilaksanakannya.

12. Pekerjaan Swakelola

a. Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dalam

Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah,

yang ruang lingkupnya adalah pengadaan Barang/ Jasa di

lingkungan Kementeriau/ Lembaga/Perangkat Daerah.

b. Tipe Swakelola terdiri atas:

1) Tipe I yaitu Swakelolayang direncanakan, dilaksanakan, dan

diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

Penanggung jawab anggaran;

2) Tipe II yaitu Swakelolayang direncanakan dan diawasi oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung jawab

anggaran dan dilaksanakan oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola;

3) Tipe IIIyaitu Swakelolayang direncanakan dan diawasi oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung jawab

anggaran dan dilaksanakan olehOrmas pelaksana Swakelola;

4) Tipe IVyaitu Swakelolayang direncanakan dan diawasi oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung jawab

anggaran dan/ atau berdasarkan usulan Kelompok
Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok

Masyarakat pelaksana Swakelola.
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I. BELANJAKEGIATANFISIKKONSTRUKSI

1. Ketentuan Umum

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan

yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,

pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/iJasa

Pemerintah serta ketentuan lain sesuai tipe konstruksi yang sedang

dikerjakan.

Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan dapat dilakukan melalui

Penyedia J asa Konstruksi maupun secara swakelola.oleh masing­

masing Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan

konstruksi.
TipeKonstruksi dalam peraturan ini antara lain:

a. Konstruksi Bangunan Gedung;

b. Konstruksi Bendungan dan Irigasi;

c. Konstruksi Sungai dan Pantai;

d. Konstruksi AirBaku dan AirTanah;

e. Konstruksi Jalan dan Jembatan;

f. Konstruksi Sistem PenyediaanAirMinum (SPAM);dan

g. Konstruksi TPASampah.

2. Ruang LingkupKegiatanKonstruksi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2021, ruang

lingkup kegiatan konstruksi meliputi:

a. Perencanaan Teknis Konstruksi;
b. Pelaksanaan Konstruksi; dan
c. Pengawasan Teknis.

13. Pengadaan Barang/ Jasa pada BLUD

MekanismePengadaan Barang/ Jasa pada BLUDditetapkan dengan

Peraturan Bupati tersendiri dengan tetap mengacu kepada prinsip­

prinsip pengadaan barangjjasa serta tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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3. Perencanaan Konstruksi
Perencanaan konstruksi merupakan tahap awal kegiatan

konstruksi. Perencanaan konstruksi dilaksanakan setelah

DokumenPelaksanaanAnggarandisahkan. Pekerjaanperencanaan

konstruksi dilakukan oleh penyediajasa perseorangan atau badan

usaha yang memilikikeahlian profesional di bidang perencanaan

jasa konstruksi ataupun secara swakelola sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Perencanaan Teknis perlu

memperhatikan proses perencanaan yang menjamin pelaksanaan

konstruksi fisik sesuai dengan yang diharapkan, tepat mutu, tepat

waktu dan tepat biaya serta terhindar dari risiko kegagalan

bangunan.

Dalam melaksanakan perencanaan, dilakukan oleh penyediajasa

perencanaan konstruksi.
Perencanaan Konstruksi melalui Penyedia dilakukan sebagai

berikut:

a. Organisasi penyedia jasa perencanaan konstruksi disesuaikan

dengan lingkupdan kompleksitaspekerjaan;
b. Tenaga Pendukung Penyedia jasa perencanaan konstruksi

berfungsi melaksanakan pengadaan dokumen perencanaan,

dokumen lelang, dokumen untuk pelaksanaan konstruksi,
memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, dan

memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terhadap

persoalan perencanaan yang timbul selama tahap konstruksi;

c. Penyedia jasa perencanaan konstruksi mulai bertugas sejak

ditetapkan berdasarkan SPMKmulai dari tahap perencanaan

sampai dengan serah terima pertama pekerjaan oleh penyedia

jasa pelaksanaan konstruksi;
d. Penyedia jasa perencanaan konstruksi dalam melaksanakan

tugasnya bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat

Pembuat Komitmen.
e. KegiatanPerencanaan konstruksi meliputi:

1)Surveidan pengukuran;
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a. Organisasi penyedia jasa pelaksanaan konstruksi disesuaikan

dengan lingkup dan kompleksitas pekerjaan, dan diatur dalam

kontrak antara lain:

1)Penanggungjawab kegiatan.

2)Penanggungjawab di lapangan.

3)Tenaga ahli.
4)Pelaksana lapangan.

Dalam pelaksanaan konstruksi, harus mendapatkan pengawasan

dari penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa

manajemen konstruksi. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh

penyediajasa pelaksana konstruksi.

Pelaksanaan Konstruksi melalui penyedia dilaksanakan sebagai

berikut:

2)Perhitungan Rencana AnggaranBiaya;

3)Pembuatan Gambar Teknis;

4)Penyusunan dokumen teknis lainnya; dan

5)Monitoringberkala selama masa pelaksanaan konstruksi.

4. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan Konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa Pelaksana

Konstruksi atau secara swakelola sesuai ketentuan peraturan dan

perundang-undangan. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap
perwujudan dokumen perencanaan menjadi wujud fisikkonstruksi

yang siap digunakanj dimanfaatkan. Pelaksanaan konstruksi dapat

berupa pembangunan baru; perluasan; lanjutan pembangunan

belum selesai; danj atau pembangunan dalam rangka perawatan

dan pemeliharaan.

Proses pelaksanaan konstruksi terdiri atas:

a. pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima
pertamajprouisional hand over (PHO)pekerjaan; dan

b. pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan
serah terima keduaj final hand over (FHO)pekerjaan.
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b.. Penyediajasa pelaksanaan konstruksi adalah perusahaan yang

memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan tugas

pelaksanaan konstruksi.

c. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berfungsi membantu
pengelola kegiatan untuk melakukan tugas pelaksanaan

konstruksi fisiko

d. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi mulai bertugas sejak

waktu yang ditetapkan berdasarkan SPMKsampai dengan serah

terima akhir pekerjaan pelaksanaan.

e. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dalam melaksanakan

tugasnya bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat
Pembuat Komitmen.

f. Pengadaan Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi harus

berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa pemerintah serta petunjuk teknis
pelaksanaannya.

g. Biaya Penyediajasa pelaksanaan konstruksi dibebankan pada

komponenbiaya pelaksanaan konstruksi yang ditetapkan.

h. Kegiatankonstruksi fisik terdiri atas:

1)Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk

pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan
maupun segikebenarannya.

2)Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu

pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan

tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.

3)Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman

pelaksanaan.
4)Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk

pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.

5)Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai
dengan dokumen pelaksanaan.
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6)Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik,

melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan

mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan,

laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat­
menyurat.

7)Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di

lapangan (as built drawings) yang selesai sebelumserah terima

pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen

konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan

diketahui olehpenyediajasa perencanaan konstruksi.
8)Melaksanakanperbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di

masa pemeliharaan konstruksi.

5. PengawasanKonstruksi

Pengawasankonstruksi dilakukan olehpenyediajasa perseorangan

atau badan usaha yang memiliki keahlian profesional di bidang

pengawasan jasa konstruksi atau secara swakelola sesuai

ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pengawasan konstruksi dilaksanakan selama pelaksanaan

konstruksi untuk untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan

konstruksi sesuai dengan rencana, termasuk rencana mutu, biaya,

waktu, dan sasaran kinerja.

PengawasanKonstruksiMelaluiPenyediadilakukan sebagaiberikut:

a. Organisasi penyedia jasa pengawasan konstruksi disesuaikan

dengan lingkup dan kompleksitas pekerjaan, seperti:

1) Penanggungjawab kegiatan.

2) Penanggungjawab lapangan.

3) Pengawaspekerjaan.
b. Penyediajasa pengawasan konstruksi adalah perusahaan yang

memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan

tugas-tugas konsultansi dalam bidang jasa pengawasan

konstruksi.
c. Penyediajasa pengawasan konstruksi berfungsi melaksanakan

pengawasan pada tahap pelaksanaan konstruksi.
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d. Penyedia jasa pengawasan konstruksi mulai bertugas sejak

ditetapkan berdasarkan SPMKsampai dengan paling lambat 2

(dua)minggusetelah serah terima akhir pekerjaan olehpenyedia

jasa pelaksanaan konstruksi.

e. Penyedia jasa pengawasan konstruksi dalam melaksanakan

tugasnya bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat
Pembuat Komitmen.

f. KegiatanPengawasanKonstruksi terdiri atas:

1) memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan

konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan

pekerjaan di lapangan.

2) mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode

pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya

pekerjaan konstruksi.

3) mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas,

kuantitas, dan laju pencapaian volumeatau realisasi fisiko

4) mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk
memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan

konstruksi.

5) menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala,

membuat laporan mmgguan dan bulanan pekerjaan

pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan,

laporan harlan, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi

yang dibuat oleh penyediajasa pelaksanaan konstruksi.
6) meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing)

yang diajukan olehpenyediajasa pelaksanaan konstruksi.

7) meneliti gambar-gambaryang sesuai dengan pelaksanaan di

lapangan (AsBuilt Drawing) sebelum serah terima pertama.

8) menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima

pertama, mengawasiperbaikannya pada masa pemeliharaan,

dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
9) menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan,

berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima
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konstruksi

6. PengelolaanKegiatanmelalui PengelolaTeknis

a. Setiap pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah di luar Dinas Teknis harus mendapatkan
bantuan teknis dalam bentuk pengelolaanteknis yang dilakukan
oleh tenaga PengelolaTeknis, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) PengelolaTeknis merupakan pejabat fungsional teknis tata

bangunan dan perumahan ahli, baik yang berstatus PNS
maupun PPPK;atau

2) Pegawainegeri sipil dengan pangkat paling rendah golongan

IIIjb di lingkunganDinasTeknisyang telah memilikisertifikat
PengelolaTeknis dengan latar belakang pendidikan:
a) Teknikarsitektur;

b) Teknik sipil Bangunan Gedung;

c) Teknikmekanikal atau mesin; atau

d) Teknik fisika.

b. TenagaPengelolaTeknis bertugas membantu dalam pengelolaan

kegiatan pembangunan konstruksi di bidang teknis administratif

di pada setiap tahapan pembangunan konstruksi yang

dilakukan oleh Dinas Non-Teknis, dengan tahapan sebagai

berikut:

1) Tahapan Persiapan

Bantuan teknis administratif dalam tahapan persiapan yang

dilakukan Tenaga Pengelola Teknis dilakukan dengan

memberikan informasi atau masukan meliputi:

a) Kelengkapandokumen pendanaan kegiatan;

b) Jadwal pelaksanaan kegiatan penyelenggaraankonstruksi;

c) Paket pekerjaan pereneanaan teknis, pelaksanaan

konstruksi atau manajemen konstruksi berdasarkan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau reneana kerja
Perangkat Daerah;

pelaksanaan konstruksi sebagai

pembayaran angsuran pekerjaan

pertama dan akhir

kelengkapan untuk
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d) KerangkaAcuanKerja,spesifikasiteknis, Harga Perkiraan
Sendiri (HPS), syarat khusus kontrak, dan sistem

pengadaan jasa atas pekerjaan perencanaan teknis, dan

pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi

untuk diserahkan kepada unit layanan pengadaan.

2) Tahapan Perencanaan Teknis

Bantuan teknis administratif dalam tahapan perencanaan
teknis yang dilakukan Tenaga PengelolaTeknis dilakukan

dengan memberikan informasiatau masukan meliputi:

a) Penyusunan dokumen perencanaan meliputi proses,

kelengkapan, dan kesesuaian terhadap kerangka acuan

kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Perizinan yang diperlukan kepada penyedia jasa

perencanaan konstruksi; dan/ atau
c) Sistem pengadaan dan pemilihan penyedia jasa

pelaksanaan konstruksi.

3) Tahapan Pelaksanaan dan PengawasanKonstruksi

Bantuan teknis administratif dalam tahapan pelaksanaan

dan pengawasankonstruksi yang dilakukan TenagaPengelola

Teknis dilakukan dengan memberikan informasi atau

masukan meliputi:
a) Penyusunan dokumen pelaksanaan meliputi proses,

kelengkapan, dan kesesuaian terhadap kerangka acuan

kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Perizinanyang diperlukan, palingsedikitmeliputiPBGdan

sistem manajemen keselamatan konstruksi;

c) Pekerjaanpengawasan yang dilakukan olehpenyediajasa

pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi;

darr/atau
d) Tindak turun tangan dalam penyelesaianpermasalahan.
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,
banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan fisik

konstruksi.
2) Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk

komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan.

3) Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas biaya standar dan

biaya non standar.
4) Biaya standar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik

standar pekerjaan meliputi:

a) Pekerjaan struktur;

b) Pekerjaan arsitektur;

c) Pekerjaan perampungan (finishing); dan
d) Pekerjaan utilitas.

5) Biaya standar termasuk overhead penyediajasa pelaksanaan

konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tahapan Pascakonstruksi

Bantuan teknis administratif dalam tahapan pascakonstruksi

yang dilakukan Tenaga PengelolaTeknis dilakukan dengan

memberikaninformasi atau masukan meliputi:

a) Status barang milik daerah dari pengelolabarang;

b) SLFdari Pemerintah Daerah; dan/ atau

c) Pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.

c. PengelolaTeknis bertanggung jawab atas kepada:
A. Bupati untuk kinerja pelaksanaan tugas (struktural); dan

B. Pengguna Anggaran di Perangkat Daerah yang mengajukan

permintaan bantuan PengelolaTeknis untuk operasionalnya

(fungsional).

7. KomponenBiaya

Komponenbiaya KegiatanKonstruksi meliputi:

a. BiayaPelaksanaan Konstruksi
1) Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling
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,
h) perjalanan lokalmaupun luar kota;
i) biaya komunikasi;

j) asuransi atau pertanggungan (professional indemnity
insurance); dan

k] pajak dan iuran daerah lainnya.

2) Biaya perencanaan teknis dibebankan pada biaya untuk

komponen kegiatan perencanaan konstruksi yang

bersangkutan.
3) Biaya perencanaan diperuntukkan untuk kegiatan survei,

pengukuran, penelitian, sondir, pembuatan RABdan lainnya

pendukung perencanaan.
4) Apabilakegiatan yang sudah tersedia DED,tidak diperlukan

perencanaan melainkan reviu terhadap DEDtersebut.

5) Besarnya nilai biaya perencanaan teknis maksimum dihitung

berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis konstruksi

terhadap nilai biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum

pada Tabel 1 dan 2.

6) Biaya nonstandar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi

fisik nonstandar, perizinan selain PBG, dan penyambungan
utilitas.

b. BiayaPerencanaan Konstruksi

1) Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau

penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang
meliputi:

b) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

c) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

d) materi dan penggandaan laporan;

eJ pembelian dan sewa peralatan;

f) sewa kendaraan;

g) biaya rapat;
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c. BiayaPengawasanKonstruksi

1) Biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi

atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan
yang meliputi:

a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

b. materi dan penggandaan laporan;

c. pembeliandan atau sewa peralatan;
d. sewakendaraan;
e. biaya rapat;

f. perjalanan lokaldan luar kota;
g. biaya komunikasi;

h. penyiapan dokumen SertifikatLaikFungsi;
1. penyiapan dokumen pendaftaran;

j. asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance); dan

k. pajak dan iuran daerah lainnya.

2) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara

bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada

prestasi atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi
fisikdi lapangan.

3) Biaya pengawasan konstruksi dibebankan pada biaya untuk

komponenkegiatan pengawasan konstruksi.

4) Besarnya nilai biaya pengawasan konstruksi maksimum

dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan

konstruksi terhadap nilai biaya pelaksanaan konstruksi yang

tercantum pada Tabell dan 2.

d. BiayaPengelolaanKegiatan

1) Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya yang
digunakan untuk biaya operasional perangkat daerah.

2) Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan pada biaya untuk

komponenpengelolaankegiatan konstruksi.

3) Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum
dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaankegiatan
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f. Perencanaan dan Pengawasan yang dilaksanakan secara

terpisah, maka persentase BiayaPerencanaan dan Pengawasan

disatukan dengan BiayaKonstruksi.

g. Biaya Pengadaan Barang/Jasa dengan Pengadaan Langsung

dan/ atau Penunjukan langsung agar diakomodasi dalam

4) Diluar besaran di atas disesuaikan dengan kebutuhan yang real dengan

mengedepankan nilai efisiensi dan efektivitas.

Rp1.500.000,00Rp200.000.000 s.d Rp750.000.000

Rp2.500.000,003) Rp750.000.001 s.d Rp3.000.000.000

terhadap nilai biayapelaksanaan konstruksi yang tercantum
pada Tabel Ldan 2.

4) Perincian penggunaan biaya perigelolaan kegiatan adalah
sebagai berikut:

a) biaya operasional unsur pengguna anggaran

dimanfaatkan untuk keperluan honorarium staf dan

panitia le1ang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses

pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan

pengelolaankegiatan sesuai dengan pentahapannya, serta

persiapan dan pengirimankelengkapanadministrasi atau

dokumenpendaftaran bangunan gedungnegara.

b) realisasi pembiayaan pengelolaan kegiatan dapat

dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan

(persiapan konstruksi, perencanaan konstruksi, dan

pe1aksanaankonstruksi).

c) besarnya honorarium pengelolaan kegiatan mengikuti

ketentuan yang berlaku.

e. Nilai maksimal Pengadaan ATK pada biaya perencanaan,

pengawasan dan pengelolaan kegiatan untuk kegiatan

konstruksi secara umum diatur sebagaiberikut:
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kegiatan Belanja Langsung yang harus disediakan di setiap

SKPD.

h. Apabila pada perubahan APBDpagu anggaran disesuaikan

dengan hasil Pengadaan Barangfjasa maka standar biaya

administrasi, perencanaan dan pengawasan mengacu kepada

anggaranmurm.
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J. BELANJAJASAPENYELENGGARAACARAj EVENTORGANIZER

Belanja jasa PenyelenggaraAcara (Event Organizer) dilakukan ketika

membutuhkan koordinasi semua aspek yang terkait dengan acara,

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan yang

tidak dapat dilaksanakan secara mandirij swakelola. Pengaturan

PenyelenggaraAcara (Event Organizer) dilakukan untuk memastikan

efisiensi anggaran, relevansi acara dengan tujuan pemerintahan, dan

optimalisasi peran internal pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan.

1. Ketentuan Umum

a. Jasa Event Organizer hanya dapat digunakan untuk kegiatan­

kegiatan yang memerlukan dukungan profesional dalam skala

besar, atau yang memilikikompleksitas tinggi dan tidak dapat

ditangani oleh sumber daya internal pemerintah.

b. Penggunaan jasa Event Organizer harus mendapatkan
persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah setelah melalui

evaluasi anggaran.

c. Pelaksanaan penyelenggaraan acara melalui jasa Event

Organizer dilaksanakan di dalam Kabupaten Purwakarta,

kecuali bagi kegiatan yang berdasarkan pertimbangan objektif

harus dilakukan di luar Kabupaten, dengan tetap

mempertimbangkanefisiensidan efektivitasdalam penggunaan

belanja daerah berdasarkan persetujuan:
1) Kepala Perangkat Daerah untuk kegiatan lingkup

bidang/bagian Perangkat Daerah; atau

2) Bupati untuk kegiatan lingkup Perangkat Daerah.

d. Pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud pada huruf c

antara lain:
1) Infrastruktur dan sumber daya yang menunjang kegiatan

tidak tersedia di Kabupaten Purwakarta; darr/atau
2) Lingkup pekerjaan tidak memungkinkan dilakukan secara

swakelola
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e. Jasa PenyelenggaraAcara (Event Orqanizen hanya digunakan
untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Olahraga, antara lain pertandingan profesional,

kompetisi peringkat, dan pertandingan persahabatan

(eksebisi), dan lomba-Iomba lain yang diselenggarakan

dalam skala besar yang melibatkan masyarakat umum atau
komunitas tertentu;

2) KegiatanSeni, antara lain pementasarr/ pergelaran seni yang

memerlukan persiapan profesional, lomba/festival seni

berskala kabupaten/nasional/internasional, pentas
eksebisi/ apresiasi yang bertujuan untuk mempromosikan

budaya lokal atau seni tradisional;

3) Kegiatan dengan Topik Bicara tingkat kabupaten, antara

lain rapat koordinasi lintas perangkat daerah kabupaten,

diskusi/ dialog, seminar, forum, Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang), sarasehan, talkshow atau

variety show, yang melibatkan masyarakat/

penyebarluasan informasi publik/pernenuhan SPM

Perangkat Daerah;

4) Kegiatan Pameran, antara lain pameran komoditi

perdagangan atau pameran seni dan budaya;

5) Peringatan skala kabupaten/ provinsi/ nasional/

intemasional, antara lain:

a) Hari jadi Purwakarta;

b) Peringatan 17Agustus; atau

c) Peringatan Hari Pahlawan.

6) Melaksanakan kunjungan kerja Perangkat Daerah atas

persetujuan Sekretaris Daerah.
f. J asa Penyelenggara Acara (Event Orqanizen tidak

diperbolehkan digunakan untuk acara:

a) Study Tour;

b) Sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek), atau rapat yang

bersifat internal; dan
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b. Setiap rencana penggunaan Event Organizer harus
menyertakan biaya rinci dan spesifikasi layanan yang

dibutuhkan yang termuat dalam KerangkaAcuan Kerja (KAK).

c. Evaluasi biaya harus mempertimbangkan efektivitas dan

efisiensianggaran serta membandingkan biaya dengan standar

yang berlaku di industri.

d. Pengadaan Jasa Event Organizermengikuti ketentuan Standar

Biaya Umum (SBU)dan Standar Satuan Harga (SSH).Tidak

termasuk dalam komponen yang disertakan dalam kegiatan

jasa event organizer antara lain:

1) Honorarium untuk Narasumber/moderator /Pembawa

acara/ Pemberi Materi untuk ASN baik pegawai ASN

Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun luar

Kabupaten Purwakarta;

2) UangHarian Perjalanan DinasJUang saku peserta.

3. MekanismePenggunaan Jasa PenyelenggaraAcara (EventOrganizer)

a. SKPDatau unit kerja yang membutuhkan jasa Event Organizer

harus mengajukan permohonan tertulis disertai Kerangka

Acuan Kerja (KAK).
b. Permohonan penggunaan Event Organizer akan dievaluasi

berdasarkan urgensi, relevansi, dan kesesuaian anggaran.

g. Jasa PenyelenggaraAcara ((Event Organizer)yang digunakan

harus memenuhi kriteria minum yang akan mengikuti

pengadaan, antara lain:

1) Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam
rriengelolaacara serupa;

2) Memiliki kode KBLI 82302 atau kode untuk Event

Organizer/penyelenggara acara khusus;

3) Memilikiizin operasional dan perizinan lain yang relevan.

2. Pembiayaan J asa PenyelenggaraAcara(EventOrganizer)

a. Biaya untuk pelaksanaan .acara dengan jasa Event Organizer

harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam

APBD.
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Persetujuan akhir akan diberikan oleh KepalaDaerah melalui

penetapan SBU.

c. Setelah acara dilaksanakan, Pelaksana Kegiatan (PAjKPA)
wajib memberikan laporan kegiatan, termasuk realisasi

anggaran dan evaluasi keberhasilan kegiatan.

4. KerangkaAcuanKerja (KAK)

KAKsebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a harus

mencakup komponen sebagaimana ditentukan dalam Surat

Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan

KerjaSubkegiatan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

a. Latar Belakang:Penjelasan umum mengenai alasan atau latar

belakang dilaksanakannya subkegiatan.

b. Maksud, Tujuan dan Sasaran: Menguraikan secara jelas

maksud dilaksanakannya subkegiatan dan tujuan serta

sasaran yang ingin dicapai dari subkegiatan tersebut.

c. Ruang Lingkup: Uraian aktivitas-aktivitas yang dilakukan

dalam subkegiatan.
d. Metodologi Pelaksanaan: Penjelasan teknis mengenai

pelaksanaan subkegiatan, termasuk pendekatan dan metode

yang digunakan.

e. Hasilyang Diharapkan: Uraianmengenaihasil keluaran (output)

dari subkegiatan.
f. Jadwal Pelaksanaan: Rincianwaktu pelaksanaan subkegiatan

mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan.

g. Anggaran Biaya: Estimasi biaya komponen belanja yang

dibutuhkan dalam melaksanakan subkegiatan.

h. Indikator Kinerja: Penetapan Indikator yang akan digunakan

untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan subkegiatan.

i. Penanggung Jawab: Unit Kerja yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan subkegiatan.

5. DokumenTerkait
Ilustrasi dokumen KerangkaAcuan Kerja (KAK)tercantum dalam

Format 3.24 sebagai berikut:
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N!l!Pa Jelas
NIP

NamaJeIas
NIP

Pejaba! Pelaksana Teknis Kegiatan
Mengetahui,

Pengguna Anggaralt/
Kuasa Pengguna Anggaran

18. PENANGGUJIIGJAWAB
(SebULkElJ1Unit Kelja yang berranggung jewab dalarn pelaksanaan subkegietan.]

17.

IRincian biava yanR dibutuhkan untuk pclaksanaan subkegiatan. Hams sesuer denmn dokumen RKAI
No Uraian .AJlUaftn SatuaD. Volume Harp Satuan Jumlah

{Rill

1 (Nama Komponen Belanial [Satuanl IXl TRDf TRol
2 (Nama Komponen Belanial ISatuanl IXl lRof -IRo!
3 (Nama Komoonen Belanial ISatuani IXI TRDf TRoT

Total lRDl

16. AlfGGARAlf BIAYA

linaku D KAK.I
Ko Tahapan AktivItu' ~I'ktan WaktuPeb_D.eo ~ten_an
I Tabapan I IBulan/Tallunl Keteranzan
2 Tahaoon2 [Bulan/Tallunl Ket
3 TahaDall 3 [BuJan/Tabunl KCleranllan
4 Tahapan dst, IBulan/Tabunl Keleranllan

10. LATAR BELAKANG
(Ul'8ikan penjelasan mengenai latar beJakang dan alasan mengapa subkegiatan in! perlu dltaksanekan.]

11. MAKSUD, TUJUAlf DAN SASARAlf
Mauud:
[Scbutkan secara spesillk maksud dilaksanak8.1lnya subkegiatan inl.]
TuJuan:
(Sebutkan secara speslfik tujuan yang ingin dicapai melalui subkegiatan ini.)
Sal&l'an:
(Jelaskan kelompok masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi target pelaksanaan IIUbkegiatan ini.]

12. RUANO LmOKUP
[Uraikan secara rind aktivttas-aktivttas kegiatao yang akan dHakukan dalam subkegiatan lni.]

13. METODOLOGIPELAKSANAAlf
[Jelaskan pendekatan atau metode yang akan digunakan dalarn melaksannkan subkeglatan berdaserkan rincian
aktivitas di ruang lingkup KAK.)

14. BASIL YAlfG DIHARAPK.Al'f
[Uraikan basil etau keluaran (output) dari pelaksanan subkegiatan.)

16. JADWAL PELAKSAl'I'AAN
(Canlumlron rindan waktu pelaksanaan subkegiatan dari awal bingga akIur, berdasarkan rincian aktivims dJ ruang

SUBKEGIATAlf

KEGIA1'Alf

: [Nama Program)

: (Nama Kegiatan]

: (Nama Subkegiatan)

PROGRAM

: (Nama Perangkat Daerah]PERAlI'GKA1' DA£RAB

KERAlfGKA ACOAlf KERJA (KAKI

3.23. Format KAK
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BIDANG KBLI (Klasif"tkasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia

1.01 Bidang Pengembangan Pertanian dan
Pedesaan
1.01.01 Prasarana sosial dan 72201 - PENELITIAN DAN
pengembanganj partisipasi masyarakat PENGEMBANGANILMU

PENGETAHUAN
1.01.02 Kredit dan kelembagaan sda
pertanian
1.01.03 Perkebunan dan mekanisasi 72105 - PENELITIAN DAN
pertanian PENGEMBANGAN ILMU PER'TANIAN

DAN PETERNAKAN
1.01.04 Pembibitan 72104 - PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI
72105 - PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN
DAN PETERNAKAN

1.01.05 Pengendalian hamajpenyakit sda
tanaman
1.01.06 Peternakan sda

1.01.07 Kehutanan 02401- JASA PENGGUNAAN KAWASAN
HUTAN D1LUAR SEKTOR KEHUTANAN

1.01.08 Perikanan dan Kelautan 72106 - PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN
DAN KELAUTAN

1.01.09 Tanaman keras, tanaman 02405 - JASA SERTIFlKASI, INSPEKSI,
pangan dan produk tanaman lain DAN VERIFIKASI PRODUK

KEHUTANAN

Belanja jasa konsultansi non-konstruksi adalah belanja yang

digunakan untuk membayar jasa yang disediakan oleh konsultan
atau pihak ketiga untuk memberikan pertimbangan, perencanaan

strategis, manajemen, serta pengembangan sektor tertentu dalam
pemerintahan daerah. Hal ini termasuk bidang pengembangan

pertanian, transportasi, telematika, pendidikan, kesehatan,

keuangan, hingga jasa-jasa manajemen dan kehumasan.

Jasa konsultasi non-konstruksi hams disesuaikan dengan Klasifikasi

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai bidang dan

layanannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Persetujuan Kamar

Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)tentang Persetujuan

Klasifikasi BidangjLayanan Konsultansi Non Jasa Konstruksi

Berdasarkan KBLI,sebagai berikut:

K. BELANJAJASAKONSULTANSINONKONSTRUKSI
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Konsercasi dan penghijauan 02402 - JASA PERLINDUNGAN HUTAN
DAN KONSERVASI ALAM

1.01.99 Sub bidang lainnya 02409 - JASA PENUNJANG
KEHUTANAN LAINNYA
70209 - AKTIVITAS KONSULTASI
MANAJEMEN LAINNYA
72209 - PENELITAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN SOSIAL DAN
HUMANIORA LAlNNYA
74909 - AKTIVITAS PROFESIONAL,
ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYAYTDL

1.02 Bida.ngTraIlsportasi
1.02.01 Pengembangan sarana 70202 - AKTIVITAS KONSULTASI
transportasi TRANSPORTASI

1.02.01.01 Survei asal/tujuan

1.02.01.02 Peramalan permintaan

1.02.01.03 Permodelan

1.02.01.04 Kebijakan dan
program Investasi

1.02.02 Legislasi/peraturan bidang sda
transportasi
1.02.03 Usahajasa angJrutan sda

1.02.03.01 Peraturan usahajasa
angkutan
1.02.03.02 Pengelolaan dan
pengembangan organisasi usaha
angkutan
1.02.03.03 Analisa keungan,
perhitungan harga pokok dan
penetapan tarif

1.02.04 Penyusunan Dokumen Analisis sda
Dampak Lalu Lintas
1.02.99 Subbidang Transportasi lainnya 70209 - AKTIVITAS KONSULTASI

MANAJEMEN LAINNYA
1.03 Bidang Telematika

1.03.01 Jasa Konsultan Telekomunikasi 61100 - AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI
Darat DENGAN KABEL

1.03.01.01 Sentral

1.03.01.02 Transmisi

1.03.01.03 Jaringan
Telekomunikasi
1.03.01.04 Teknologi dan Sistem
Informasi
1.03.01.05 Networking

1.03.01.06 Sistem Pemancar
dan Penerima Radio dan Televisi
1.03.01.07 Kontrol & lnstrumen
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1.03.02 Jasa Konsultan Telekomunikas 61300 -AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI
Satelit SATELIT

1.03.02.01 Sentral

1.03.02.02 Transmisi

1.03.02.03 Jaringan
Telekomunikasi
1.03.02.04 Teknologi dan Sistem
Informasi
1.03.02.05 Networking

1.03.02.06 Sistem Pemancar
dan Penerima Radio dan Televisi
1.03.02.07 Kontrol & Instrumen

1.03.03 Jasa Konsultan Perangkat 62029 - AKTIVITAS KONSULTASI
Keras KOMPUTER DAN MANAJEMEN

FASIUTAS KOMPUTER LAINNYA
1.03.03.01 Komputer

1.03.03.02 Peripheral

1.03.03.03 ProjectorMultimedia

1.03.03.04 Input devices

1.03.03.05 Alat Pcnyimpan Data
1.03.03.06 Networking Product

1.03.03.07 Perangkat Sistem
Informasi Khusus

1.03.04 Konten 61925 -JASA PENYEDIA KONTEN
MELALUI JARINGAN BERGERAK
SELULER ATAU JARINGAN TETAP
LOKAL TANPA KABEL DENGAN
MOBILlTAS TERBATAS

1.03.04.01 Konten Distance
Learning
1.03.04.02 Konten Program TV
Interactive
1.03.04.03 Konten Program
Multimedia
1.03.04.04 Konten Program
Portal

1.03.05 AplikasijPerangkat Lunak 62012-AKTIVITASPENGEMBANGAN
APLlKASI PERDAGANGANMELALUI
INTERNET (E-COMMERCE)
62019 - APLlKASl PEMROGRAMAN
KOMPUTER LAINNYA
62021 - AKTIVITAS KONSULTASI
KEAMANAN INFORMASr

1.03.05.01 Aplikasi Komputer

1.03.05.02 Aplikasi
Komunikasi
1.03.05.03 Aplikasi Telemetrik
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1.03.05.04 Aplikasi GIS

1.03.05.05 Aplikasi GPS

1.03.06 SubbidangTelematika Lainnya 62019 - APLIKASI PEMROGRAMAN
KOMPUTER LAINNYA
70209 - AKTIVITASKONSULTASI
MANAJEMEN LAINNYA

1.05 Bidang Perlndustrian dan
Perdagangan
1.05.01 Perindustrian 73201 - PENELlTIANPASAR

1.05.01.01 Ekonomi industri,
kebijakan dan pendapanaan
1.05.01.02 Teknologi dan
pengembangan industri
1.05.01.03 Efisiensi industri
1.05.01.04 Pengembangan
kawasan industri
1.05.01.05 Pengelolaan ekspor
dan perdagangan bebas
1.05.01.06 Industri kecil dan
menengah

1.05.02 Hasil-hasil industri, pola 74100 - AKTIVITASPERANCANGAN
perdagangan dan pemasaran KHUSUS
1.05.03 Agroindustri sda

1.05.04 Industri Tekstil dan Barang sda
Jadi dari Tekstil
1.05.05 Industri bahan kimia sda
1.05.06 Industri karet dan plastik sda
1.05.07 Industri kulit dan barangjadi sda
dari kulit
1.05.08 Industri mineral nonlogam sda
1.05.09 Industri karet dan plastik sda
1.05.10 lndustri logam dasar sda
1.05.11 Produk logam sda
1.05.12 Mesin Listrik, peraltan Listrik sda
dan eleoktronik, dan perlengkapannya
1.05.13 Industri Perkapalan sda
1.05.99 Subbidang Perindustrian dan 70204 - AKTIVlTASKONSULTASI
Perdaganganlab1nya INVESTASIDANPERDAGANGAN

BERJANGKA
70209 - AKTIVITASKONSULTASI
MANAJEMENLAINNYA

1.06 Bidang Pertambangan dan Energi
1.06.01 Ekonomi dan konservasi energi 71102 - AKTIVlTASKEINSINYURAN

DANKONSULTASITEKNISYBDl
1.06.02 Minyak dan gas sda
1.06.03 Batubara, lignite, dan sda
anthracite
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1.06.04 Ekonomi, Pemasaran dan sda
Eksplorasi Mineral
1.06.05 Teknologi mineral sda
1.06.06 Komoditi dan Eksplorasi sda
Mineral
1.06.99 Subbidang pertarnbangan dan 09100-AKTIVITAS PENUNJANG
energi lainnya PERTAMBANGANMINYAKBUMIDAN

GASALAM
70209 - AKTIVITASKONSULTASI
MANAJEMENLAINNYA

1.07 Bidang :Keuangan
1.07.01 Bank sentral 70209 - AKTIVITASKONSULTASI

MANAJEMENLAINNYA
1.07.02 Bank komersial sda
1.07.03 Bank pembangunan sda
1.07.04 Bank dagang sda
1.07.05 Pasar uang 70204 - AKTIVITASKONSULTASI

INVESTASIDANPERDAGANGAN
BERJANGKA

1.07.06 Manajemen pasar modal dan sda
bursa efek
1.07.07 Manajemen Lembaga keungan sda
non-bank
1.07.08 Pembelanjaan sektor sda
pemerintah
1.07.09 Manajemen keuangan sda
perusahaan
1.07.10 Manajemen investasi dan 68300 - AKTIVITASMANAJEMENDANA
portoflio
1.07.11 Pengawasan dan Regulasi sda
Sektor Keuangan
1.07.99 Subbidang lainnya 66199 -AKTIVITASPENUNJANGJASA

KEUANGANLAINNYAYTDL
66210 - AKTIVITASPENILAIANRISIKO
DANKERUGIAN
70209 - AKTIVITASKONSULTASI
MANAJEMENLAINNYA

1.08 Bidang Pendidikan
1.08.01 Sistem dan evaluasi 85500 - KEGIATANPENUNJANG

PENDIDIKAN
1.08.02 Organisasij administrasi sda
1.08.03 Pengembangan kurikulum dan sda
metodologi pendidikan
1.08.04 Bahan, media, dan Teknik sda
pendidikan
1.08.99 Subbidang lainnya 70209 - AKTIVITASKONSULTASI

MANAJEMENLAINNYA
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85500 - KEGIATANPENUNJANG
PENDIDIKAN

1.09 Bidang Kesehatan
1.09.01 Sistem/organisasi 70209 - AKTIVASI KONSULTASI

MANAJEMEN LAINNYA
74909 - AKTIVITASPROFESIONAL,
ILMIAH DANTEKNIS LAINNYAYTDL
78300 - PENYEDIAANSUMBERDAYA
MANUSIADAN MANAJEMENFUNGSI
SUMBERDAYAMANUSIA

1.09.02 Pelayananmedik, Kesehatan 72103 - PENELITIANDAN
kerja, nutrisi dan farmasi PENGEMBANGANILMU KEDOKTERAN
1.09.03 Pengembangantenagamedis sda
1.09.04 Kesehatanmasyarakat dan 70209 - AKTIVITASKONSULTASI
penelitian kesehatan MANAJEMEN LAINNYA

72205 - PENELITIANPENGEMBANGAN
PSIKOLOGI

1.09.99 Subbidang lainnya sda
1.10 Bidang Kependudukan

1.10.01 Program kependudukan dan 70209 - AKTIVITASKONSULTASI
program pengembanganperan wanita MANAJEMEN LAINNYA
1.10.02 Organisasi program 72201 - PENELITIANDAN
kependudukan PENGEMBANGANILMU

PENGETAHUANSOSIAL
72209 - PENELITIANDAN
PENGEMBANGANILMU
PENGETAHUANSOSIALDAN
HUMANIORALAINNYA

1.10.03 Sistem pelayanan keluarga 72201 - PENELITIANDAN
berencana PENGEMBANGANILMU

PENGETAHUANSOSIAL
72209 - PENELITIANDAN
PENGEMBANGANILMU
PENGETAHUANSOSIALDAN
HUMANIORALAINNYA
74909 - AKTIVITASPROFESIONAL,
ILMIAH, DANTEKNIS LAINNYAYTDL
78300 - PENYEDIAANSUMBERDAYA
MANUSIADANMANAJEMENFUNGSI
SUMBERDAYA MANUSIA

1.10.04 Tenagamedis pe1ayanan sda
keluarga berencana
1.10.05 Penyuluhan, Pendidikan, dan sda
kornunikasi
1.10.06 Pemantauan, evaluasi, dan 73201 - PENELITIANPASAR
penelitian 73202 - JAJAK PENDAPAT

MASYARAKAT
1.10.99 Subbidang 1ainnya sda

1.11 Bidang Rekayasa Industri
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No LAYANAN
1.88.00 JA8A8URVEY

1.SS.0 1 Survey Teristis 74202 - AKTIVITAS ANGKUTAN
UDARA KHUSUS PEMOTRETAN,
SURVEI DAN PEMETAAN

1.SS.02 Penginderaan Jauhj sda
Fotogrametri
1.SS.03 Survey Hidrografij sda
Batimetri
1.SS.04 Survey Informasi Geografi sda

1.SS.05 Survey Registrasi sda
Kepemilikan Tanahj Kadastral
1.SS.06 Survey Geologi sda

- Interpretasi data Geologi

- Interpretasi data seismik

- Interpretasi data logging
- Interpretasi data mud

logging

1.11.01 Rekayasa industri transportasi 70202 - AKTIVITAS KONSULTASI
TRANSPORTASI

1.11.02 Rekayasa industri 71102 - AKTIVITAS KEINSINYURAN
telekomunikasi DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI
1.11.03 Rekayasa industri teknologi 62012 - AKTIVITAS PENGEMBANGAN
informasi APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI

INTERNET (E-COMMERCE)
62021 - AKTIVITAS KONSULTASI
KEAMANAN INFORMASI
62029 - AKTIVITAS KONSULTASI
KOMPUTER DAN MANAJEMEN
FASILITAS KOMPUTER LAINNYA
62090 - AKTIVITAS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN JASA KOMPUTER
LAINNYA
71102 - AKTIVITAS KEINSINYURAN
DAN KONSULTASI YBDI

1.11.04 Rekayasa industri mekanik sda

1.11.05 Rekayasa industri pengolahan 71102 - AKTIVITAS KEINSINYURAN
DAN KONSULTASI YBDI
74909 - AKTIVITAS PROFESIONAL,
ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYAYTDL

1. 11.06 Rekayasa industri bioteknologi 71102 - AKTIVITAS KEINSINYURAN
DAN KONSULTASI YBm
72104 - PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI

1.11.99 Subbidang rekayasa lainnya 70209 - AKTIVITAS KONSULTASI
MANAJEMEN LAINNYA
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- Interpretasi data Geolistrik

- Interpretasi data Gravitasi

- Pengolahan dan Penyajian
data Seismik

1.SS.07 Survey Pertanian 73201 - PENELITIANPASAR
73202 - JAJAK PENDAPAT
MASYARAKAT

1.SS.08 Jasa Survey non Seismik

- Wireline Logging

- Logging with drilling (LWD)

- Measure while drilling
(MWD)

1.SS.09 Jasa Survey Geologi dan
Geofisika (non seismic)

- Pemetaan Geologi
Permukaan

- Pemetaarr/ Survey
Geokimia

- 2D/3D laser scanning
- Off-shore& On Shore

Positioning
- Pemetaan / Survey

Meteorologi
- Pemetaan/ Survey

Geolistrik
- Survey Geoteknik sda

- Survey Marine & sda
Oceanography

I.SI.OO JASA STUDI, PENELITIAN &
BANTUAN TEKNIK
1.S1.01 Studi Makro 73201 - PENELITIANPASAR

73202 - JAJAK PENDAPAT
MASYARAKAT

1.S1.02 Studi Kelayakan & Studi sda
Mikro Lainnya
1.S1.03 Studi Perencanaan Umum sda

1.S1.04 Jasa Penelitian sda

1.SI.05 Jasa Bantuan Teknik sda

1.S1.06 Jasa Penelitian dan sda
Pengembangan Minyak dan Gas
Bumi

- Analisis Hasil Pemboran
Inti (CoreAnalysis)

- Analisis Fluida Reservoir
(ReservoirFluid Analysis)

- Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)
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- Upaya Pengelolaan
Lingkunganj Pemantauan
Lingkungan (UKLjUPL)

- Analisis Resiko (Risk
Analysis)

- Studi Pengembangan
Lapangan

- Studi Kelayakan (Feasibility
Study)

- Perencanaan dan Bantuan
Teknik (Engineering Design)
di luar perencanaan
Konstruksi

- Study Enhanced Oil
Recovery (EOR)

l.MS.OO JASA KONSULTANSI
MANAJEMEN
l.MS.01 Perencanaan sistem 70100 - AKTIVITASKANTORPUSAT
Akuntansi 70209 - AKTIVITASKONSULTASI

MANAJEMEN LAINNYA
74902 - AKTIVITASKONSULTASI
BISNIS DANBROKER BISNIS

l.MS.02 Pelatihan dan sda
Pengembangan SDM
1.MS.03 Konsultansi Manajemen sda
Fungsional
l.MS.04 Konsultansi Hukum Bisnis sda

l.SC.OO JASAKHUSUS
l.SC.01 Jasa Teknologi dan Sistem 62000 - AKTIVITASPEMROGRAMAN,
Informasi KONSULTASIKOMPUTER DAN

KEGIATANYBDI
l.SC.02 Jasa Penilai/ Appraisal/ 73202 - JAJAK PENDAPAT
Valuer MASYARAKAT

- Konsultasi Pengembangan
Properti

- Desain Sistem Informasi
Aset

- Pengelolaan Properti

- Studi Kelayakan Usaha

- Jasa Pengelolaan Aset

- Pengawasan Pembiayaan
Proyek

1.SC.04 Jasa Surveyor Independen 71201- JASA SERTIFlKASI

l.SC.05 Jasa Inspeksi Teknik 74909 - AKTIVITASPROFESIONAL,
ILMIAHDANTEKNIS LAINNYAYTDL

1.SC.06 Jasa Kehumasan 70203 - AKTIVITASKEHUMASAN
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4.01 Jasa Konsultansi Destinasi
Pariwisata
4.01.01 Pemberdayaan Masyarakat 70201 - AKTIVITASKONSULTASI

PARIWISATA
4.01.02 Pembangunan Daya Tarif sda
Wisata

4.01.02.01 Pengembangan Daya
Tarik Budaya, Adat Istiadat, dan
Peninggalan Sejarah
4.01.02.02 Pengembangan Daya
Tarik Alam
4.01.02.03 Pengembangan Daya
Tarik Buatan

4.01.03 Pembangunan Pra Sarana sda

4.01.04 Penyediaan & Pembangunan sda
Fasilitas/ Sarana Pariwisata

4.02 Jasa Konsultansi Industri
Pariwisata
4.02.01 Usaha Jasa Pengelolaan sda
Daya Tarik Wisata
4.02.02 Usaha Jasa Pengelolaan sda
Pelayanan WIsata

4.02.02.01 Usaha Jasa
Pengelolaan Transportasi Wisata
4.02.02.02 Usaha Jasa
Pengelolaan Perjalanan Wisata
4.02.02.03 Usaha Jasa Pramu
Wisata

4.02.03 Usaha Jasa Pengelolaan sda
Kawasan Pariwisata
4.02.04 Usaha Jasa Pengelolaan dan sda
Penyediaan Fasilitas Wisata

4.02.04.01 Usaha Jasa
Pengelolaan dan Penyediaan
Akomodasi Wisata
4.02.04.02 Usaha Jasa
Pengelolaan dan Penyediaan
Kegiatan Hiburan & Rekreasi
4.02.04.03 Usaha Jasa
Pengelolaan dan Penyediaan
Makanan dan Minuman
4.02.04.04 Usaha Jasa Penyedia
dan Pengelolaan Spa

4.02.05 Usaha Jasa Pengelolaan dan sda
Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi dan
Pameran (MICE)
4.02.06 Usaha Jasa Pengelolaan dan sda
Pelayanan Informasi
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4.02.07 Usaha Jasa Pengelolaan sda
Wisata Tirta

4.03 Jasa Konsultansi Pemasaran
Pariwisata
4.03.01 Jasa Konsultansi Pernasaran sda
Pariwisata

4.04 Jasa Konsultansi Kelembagaan
Kepariwisataan
4.04.01 Pernberdayaan Masyarakat sda

4.04.02 Pengernbangan Surnber Daya sda
Manusia
4.04.03 Pengernbangan Pranata sda
Kelernbagaan Organisasi

4.SP Jasa Konsultansi Penelitian
Kepariwisataan
4.SP.01 Jasa Survey dan Investigasi sda

4.SP.02 Jasa Studi & Analisa Sosial, sda
Kultural dan Aspek LEgal
4.SP.03 Jasa Studi & Analisa sda
Lingkungan
4.SP.04 Jasa Studi & Analisa sda
Keekonornian
4.SP.05 Jasa Penilaian (Appraisal) sda

4.SR Jasa Konsultansi Perencanaan
Kepariwisataan
4.SR.01 Jasa Perencanaan Urnurn & sda
Konsultansi Pembangunarr/
Pengernbangan
4.SR.02 Jasa Rancang Bangun dan sda
Bantuan Teknik
4.SR.03 Jasa Perencanaan Sistern sda
Akuntansi dan Keuangan
4.SR.04 Jasa Perencanaan Inforrnasi sda
Teknologi

4.SK Jasa Konsultansi Studi Kelayakan
Kepariwisataan
4.SK.01 Jasa Konsultansi Studi sda
Kelayakan Kepariwisataan

4.KM Jasa Konsultansi Pengelolaan
Kepariwisataan
4.KM.01 Jasa Konsultansi sda
Manajernen Fungsional &
Perneliharaan
4.KM.02 Jasa Konsultansi sda
Manajernen Keuangan & Akuntansi
4.KM.03 Jasa Monitoring, Supervisi sda
& Evaluasi
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B. KUADANPPASPERUBAHANAPBD

1. Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi KUAdapat berupa terjadinya pelampauan atau

tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja

daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula

ditetapkan dalam KUA.

2. Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya

perubahan APBDke dalam rancangan KUAperubahan APBDserta

PPASperubahan APBD.

3. Dalam rancangan KUAperubahan APBD dan PPAS perubahan

APBDdisajikan secara lengkap penjelasan mengenai:

a. Perbedaan asumsi dengan KUAyang ditetapkan sebelumnya;

program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung

dalam perubahan APBDdengan mempertimbangkan sisa waktu
pelaksanaan APBDtahun anggaran berjalan;

A. DASARPERUBAHANAPBD

1. Perubahan APBDdapat dilakukan apabila terjadi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

sebelumriya harus digunakan dalam tahun berjalan;

d. Keadaan darurat dan/ atau;

e. Keadaan luar biasa.

2. Perubahan APBDhanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

PERUBAHAN APBD

BABIV
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b. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus

dikurangi dalam perubahan APBDapabila asumsi KUAtidak

tercapai;

c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus

ditingkatkan dalam perubahan APBDapabila melampaui KUA.

4. Rancangan KUAperubahan APBDdan PPAS perubahan APBD

disampaikan kepada DPRDpaling lambat minggu pertama bulan

Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

5. Rancangan KUAperubahan APBDdan PPAS perubahan APBD

setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUAperubahan

APBDdan PPAperubahan APBDpaling lambat minggukedua bulan

Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

6. Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan

daerah tentang perubahan APBDdiperkirakan pada akhir bulan

September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya
penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan

peraturan daerah tentang perubahan APBD.

7. Perubahan APBDserta PPAperubahan APBDyang telah selesai

disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan

yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD.

8. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPDmenyiapkan rancangan surat
edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPDyang

memuat program dan kegiatan baru dan/ atau kriteria DPA-SKPD

yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD

sebagai acuan KepalaSKPD.

9. Rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA­

SKPDmencakup:

a. PPAperubahan APBDyang dialokasikan untuk program baru
dan/ atau kriteria DPA-SKPDyang dapat diubah pada setiap

SKPDberikut rencana pendapatan dan pembiayaan;

b. Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program
nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD
berkenaan dengan standar pelayanan minimalyang ditetapkan;
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1. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan

antar jenis belanja serta pergeseran antar objekbelanja dalamjenis

belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam

DPPA-SKPD.

2. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja

berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan TAPD.

3. Pergeseran antar objekbelanja dalamjenis belanja berkenaan dapat

dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
4. Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBDsebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah

tentang perubahan APBD.

C. PERGESERAN ANGGARAN

c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPDdan/ atau DPA-SKPD

kepada TAPD;

d. Dokumen sebagai lampiran meliputiKUAperubahan APBD,PPA
perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD

dan/ atau DPPA-SKPD,standar analisa belanja standar satuan

harga; dan

e. Hal-hal lainya yang perlu mendapat efisiensi, efektivitas

transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam

rangka pencapaian prestasi kerja.

10.Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau

pengurangan capaian target kinerja programdan kegiatan dari yang

telah ditetapkan semula.

11.Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan

kegiatan diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran SKPD(DPPA-SKPD).

12.Dalam format DPPA-SKPDdijelaskan capaian target kinerja,

kelompok,jenis, objek dan rincian objekpendapatan, belanja serta

pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah

perubahan.
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D. PENGGUNAANSILPADALAMPERUBAHANAPBD

1. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih
perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat

berupa:

a. Membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah

yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan

APBD;

b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokokutang;

c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya

kebijakan pemerintah;

d. Mendanai 'kegiatan lanjutan;

e. Mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan baru dengan

kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir

penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
f. Mendanai sub kegiatan yang capaian target kinerjanya

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA­

SKPDtahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai

dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun

anggaran berjalan.

3. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf 2 poin a, b, c, dan
f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

5. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan

antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah

peraturan daerah tentang APBD.

6. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan
danj'atau pengurangan akibat pergeseran, harus dijelaskan dalam

kolomketerangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan

APBD.
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E. PENDANAANKEADAANDARURAT

1. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai

berikut:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

2. Dalam keadaan darurat, dapat dilakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBD.

3. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya

dapat menggunakan belanja tidak terduga.

4. Dalamhal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan

dengan cara:

a. Menggunakandana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran

berjalan; dan/ atau

b. Memanfaatkanuang kas yang tersedia.

5. Pengeluaran termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan

kriteria sebagai berikut:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
dan

4. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf 2 poin d,

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA..;SKPD.

5. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf 2 poin e,

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
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3. Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi

penerimaan dalam APBDmengalami peningkatan lebih dari 50%

(lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru

danl atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

4. Penambahan kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam

RKA-SKPD.

F. PENDANAANKEADAANLUARBIASA

1. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan

estimasi penerimaan ,danl atau pengeluaran APBD mengalami

kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%(limapuluh persen).

2. Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih (gap)

kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam
APBD.

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan

masyarakat.

6. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan

lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih

dahulu dalam DPPA-SKPD.

7. Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan diformulasikan

terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

8. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya

perubahan APBD, dapat dilakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan

dalam laporan realisasi anggaran.

9. Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan diformulasikan

terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar

pengesahan DPA-SKPDolehTAPDsetelah memperolehpersetujuan

Sekretaris Daerah.

10. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan

darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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G. PENYIAPANRAPERDATENTANGPERUBAHANAPBD

1. RKA-SKPDyang memuat program dan kegiatan baru serta DPPA­

SKPDyang akan dianggarkan dalam perubahan APBDyang telah

disusun PD,disampaikan kepada TAPDuntuk dibahas lebih lanjut.

2. Pembahasan oleh TAPDdilakukan untuk menelaah kesesuaian

antara RKA-SKPDdan DPPA-SKPDdengan KUAperubahan APBD
serta PPA perubahan APBD,prakiraan maju yang direncanakan

atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta

capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar

satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

3. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPDdan DPPA-SKPDyang

memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam

perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan,

SKPDmelakukan penyempumaan.
4. RKA-SKPDyang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA­

SKPDyang akan dianggarkan dalam perubahan APBDyang telah

disempumakan oleh SKPD, disampaikan kepada TAPD untuk

dibahas lebih Ianjut.

5. Penjadwalan ulangjpeningkatan capaian target kinerja program

dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

6. RKA-SKPDdan DPPA-SKPDdigunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

7. Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi

penerimaan dalam APBDmengalami penurunan lebih dari 50%

(lima puluh persen), maka dapat dilakukan penjadwalan

ulangj pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan

lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

8. Penjadwalan ulangjpengurangan capaian target kinerja program

dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

9. DPPA-SKPDdigunakan sebagai dasar penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.
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H. PENETAPANPERUBAHANAPBD

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

yang telah disusun oleh TAPDmemuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami

perubahan.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APSDterdiri dari

rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD beserta

lampirannya.

3. Lampiran raIlcangan Peraturan Daerah terdiri dari:

b. Ringkasan perubahan APBD;

c. Ringkasan perubahan APBDmenurut urusan pemerintah

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintah

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

e. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

f. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan

dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

g. Daftar perubahan jumlah pegawaiper golonganper jabatan;

h. Laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan

daerah terdiri dari:
1) Laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah 1(satu) tahun terakhir sebelum tahun
perubahan anggaran yang direncanakan.

5. RKA-SKPDyang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA­

SKPDyang akan dianggarkan dalam perubahan APBDyang telah

dibahas TAPD,dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan

Daerah tentang perubahan APBDdan rancangan Peraturan Bupati

tentang penjabaran perubahan APBDolehTAPD.
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2) Neraca yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah 1

(satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran

yang direncanakan.

3) Laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan

daerah 1 (satu) satu tahun terakhir sebelum tahun

perubahan anggaran yang direncanakan.

4) Catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan

dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum

tahun perubahan anggaran yang direncanakan.

1. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini; dan

J. Daftar pinjaman daerah.

4. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD

terdiri dari rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBDbeserta lampirannya.

5. Lampiran rancangan peraturan bupati terdiri dari:

b. Ringkasan penjabaran perubahan APBD;dan

c. Penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program,

kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan,

belanja dan pembiayaan.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDyang telah

disusun disampaikan oleh TAPDkepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDterlebih

dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan

kepada DPRD.

8. Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

dilakukan dengan memberikan informasi mengenai hak dan
kewajibanpemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan

perubahan APBDtahun anggaran yang direncanakan.
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1. Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah

tentang perubahan APBDdan Rancangan Peraturan Bupati tentang

penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati.

2. Dalam hal Gubemur menyatakan bahwa hasil evaluasi atas

rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD

melakukan penyempurnaan paling lama ,7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

J. EVALUASIRAPERDADANPENYUSUNANRAPERBUPPENJABARAN

PERUBAHANAPBD

1. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang

,perubahan APBDbeserta lampirannya dan nota keuangan kepada

DPRDpaling lambat pada minggu kedua bulan September tahun

anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

2. DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan

daerah.

3. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada KUA

perubahan APBDdan PPAperubahan APBDyang telah disepakati

bersama antara bupati dan Pimpinan DPRD.

4. Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan

peraturan daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

I. PENYAMPAIAN,PEMBAHASANDANPENETAPANRAPERDATENTANG

PERUBAHANAPBD

g. Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator

pengelolaan keuangan daerah.
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K. PELAKSANAANPERUBAHANANGGARANSKPD
1. TAPDpaling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah

tentang perubahan APBD ditetapkan, melalui surat edaran

memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar Menyusun

rancangan DPA-SKPDterhadap program dan kegiatan yang

dianggarkan dalam perubahan APBD.

2. DPA-SKPDyang mengalami perubahan dalam tahun berjalan

seluruhnya harus disalin kembali ke dalam dokumen pelaksanaan

perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD).

3. Dalam DPPA-SKPD,terhadap rincian objek pendapatan, belanja

atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan

atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang
perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan

maupun setelah dilakukan perubahan.
4. DPPA-SKPDdapat dilaksanakan setelah dibahas dan disahkan

TAPDberdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

3. Apabilahasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh bupati dan DPRD,

dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang

perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang

penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati, gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan tidak

diperkenankan melakukan perubahan APBDdan tetap berlaku

APBDtahun berjalan,

4. Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta

pernyataan berlakunya APBDtahun berjalan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

5. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, bupati harus

memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya

DPRDbersama Bupati mencabut peraturan daerah dimaksud,

6. Pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan daerah

tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
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A. PENGAWASAN

Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan APBDpada umumnya dan

guna pencapaian tujuan (Goals) Program/Kegiatan di Lingkungan

SKPDpada khususnya diperlukan Sistem Pengendalian Intern yang

jelas dan memadai melalui Pengawasan Melekat dan Pengawasan

Fungsional.

Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh Atasan

Langsung/Kepala SKPDselaku Pengguna Anggarari/Pengguna Barang

yang menekankan pada Sistem Pengendalian Intern yang meliputi 8

(delapan) unsur yaitu Pengorganisasian, Personil, Kebijakan,

Perencanaan, Prosedur, Pencatatan, Pelaporan dan Supervisi dan

Review Intern, sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan
yang dilakukan olehAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)yang

dilaksanakan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. Pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten

Purwakarta dilakukan sejak mulai proses perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi.

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Pengawasan oleh Inspektorat atas pengelolaan APBD pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan cara

pemeriksaan/ audit meliputi: Aspek Kebijakan Daerah,

Kelembagaan (Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi), Aspek

Kepegawaian (Sumber Daya Manusia, Aspek Metode Kerja),

Aspek Keuangan (Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Aspek

Pengelolaan Barang Daerah; dengan lingkup pemeriksaan yaitu:

1) Pengawasan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomis dan

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BABV
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Pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah,

2) Mengaksessemua data yang disimpan di berbagai media, Aset,
lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam

penguasaan atau kendali dan entitas yang menjadi objek

pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam

pelaksanaan tugas pemeriksaannya;

3) Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang

dan dokumen pengelolaan keuangan Negara/Daerah.
4) Meminta keterangan kepada seseorang, memotret, merekam

dan atau mengambil sampel sebagai alat Bantu pembuktian.

2. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

a. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperiksa wajib

memberikan tanggapan atas temuan, kesimpulan dan

rekomendasi hasil pemeriksaan dan tanggapannya dimuat

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
b. Pemeriksa/Auditor menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan dan

disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tigapuluh)

setiappemeriksaan,tugasd. Dalam pelaksanaan

Pemeriksa/Auditor dapat:

1) Memintadokumen yang wajib disampaikan oleh Pejabat atau

efisiensi serta aspek efektivitas yang memuat temuan,

kesimpulan dan rekomendasi.

2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan

dengan tujuan khusus atau pemeriksaan investigatifmemuat

kesimpulan.

b. Pemeriksaan dilakukan secara langsung ataupun berdasarkan

laporan (DeskAudit/Buril)

c. SKPD berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan kepada

Bupati yang tembusannya disampaikan pada Inspektorat dan

untuk Laporan Keuangan berikut Berita Acara Pemeriksaan Kas

oleh Atasan Langsung disampaikan secara rutin sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
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B. PENGENDALIAN

Pengendalian merupakan rangkaian kegiatan yang menyeluruh dan

tidak dapat dipisahkan dengan pembinaan, dalam arti bahwa di dalam

kegiatan pengendalian dimaksud sudah termasuk unsur pembinaan.

Berdasarkan obyeknya,pengendalian terdiri dari:

1.PengendalianUmum

Pengendalian merupakan suatu kegiatan berjalan secara terus

menerus yang dilakukan oleh semua unsur pengendali terhadap
aktivitas program.

2. PengendalianUmumdilakukan dengan cara sebagai berikut:

hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan dengan tembusan

kepada Pejabat yang berwenang.

c. Pejabat SKPDyang diperiksa wajib menindaklanjuti temuan,

kesimpulan dan rekomendasi dalamLaporanHasilPemeriksaan.
d. Pejabat SKPDyang diperiksa wajib memberikan jawaban atau

penjelasan kepada PemeriksajAuditor Inspektorat tentang

Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah

LaporanHasil Pemeriksaan diterima.

e. Pejabat SKPD yang diperiksa apabila lalai dan tidak

melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dapat dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan

dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kepemimpinan serta
bahan pertimbangan dalam promosi jabatan sesuai Surat

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

SEj02jM.PANj01j2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut

Hasil PengawasanAparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP).

f. Apabila dalam Hasil Laporan Pemeriksaan ditemukan adanya

unsur-un sur yang merugikan keuangan Negara j Daerah, maka

kepada Pejabat SKPDyang diperiksa akan dikenakan Tuntutan

Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)dan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku.
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Pengendalian suatu program, kegiatan dan sub kegiatan dapat
dilaksanakan melalui pemantauanj'monitoring pelaporan dan

a. Mendapat laporan bulanarr/triwulanan sebagai umpan balik.

b. Mendapat pertanggungjawaban setiap bulan.

c. Mengadakan pembinaan terhadap para Pejabat Pengelola

Keuangan dan Bendahara.
d. Mengadakanpeninjauan lapangan secara periodik.

e. Mengikuti umpan balik dan hasil peninjauan lapangan untuk

mengetahui apakah seluruh kegiatan masih relevan dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

.3. PengendalianUmumdilakukan Bupati yang dibantu oleh:

a. Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku

Pengendali dalam rangka pencapaian sasaran umum Program

dan Kegiatan.

b. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah selaku Pengendali

Administrasidan Operasionaldalam rangka pencapaian sasaran

sub kegiatan.

c. Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset

Daerah selaku PengendaliAdministrasiKeuangan dalam rangka

efisiensi,efektivitasdan akuntabilitas pengeluaran keuangan.

d. J adwal Pelaksanaan Pengendalian.

1) Bulan Apriluntuk pengendalian program, kegiatan dan sub

kegiatanTriwulanI pelaksanaan tahun berjalan pelaksanaan;

2) Bulan Juli untuk pengendalian program, kegiatan dan sub

kegiatanTriwulanIIpelaksanaan tahun berjalan pelaksanaan;
3) Bulan Oktober untuk pengendalian program, kegiatan dan

sub kegiatan Triwulan III pelaksanaan tahun berjalan

pelaksanaan;

4) Bulan Desemberuntuk pengendalian program, kegiatan dan

sub kegiatan TriwulanIVpelaksanaan tahun berjalan;
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evaluasi yang dituangkan dalam bentuk instrumen kegiatan
yang ditempuh dan dilaksanakan pada saat kegiatan mulai

berjalan, sedang berjalan dan akhir pelaksanaan kegiatan. Dan

hasil pelaksanaan tersebut di atas dapat diketahui keberhasilan

suatu kegiatan maupun permasalahannya sehingga suatu

program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan sesuai

dengan rencanaj'program yang telah ditetapkan.

4. PelaporanKegiatan
KepalaSKPDmenyampaikan laporan sebagai berikut:

a. Laporan perkembangan fisik dan keuangan secara triwulanan

kepada Bupati mela1ui Bagian Administrasi Pembangunan

Setda.

b. Laporan perkembangan pengelolaan keuangan dan Surat

Pertanggung Jawaban secara bulanan kepada Bupati melalui

Badan Keuangandan AsetDaerah Kabupaten Purwakarta.

c. Laporan capaian kinerja dokumen perencanaan secara

triwulanan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Purwakarta.

Agar laporan dapat berfungsi sebagai dokumen informasi, maka

dalam .penyampaian harus tepat waktu paling lambat tanggal 10

setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Alurpenyampaian laporan mengikuti ketentuan yang berlaku.

b. Format laporan bulanan kegiatan mengacu kepada ketentuan

yang berlaku.
c. Untuk dana khusus di luar APBD,secara strukturallaporan

bulanan disampaikan ke PemberiBantuan dengan Tembusan

kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah dan tembusannya disampaikan kepada

Badan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Purwakarta dan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
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b. MekanismeEvaluasi

Pengembangan Daerah, adapun format laporan dibuat sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pemantauanj Monitoring

Pemantauanj Monitoring merupakan mata rantai yang tidak

terpisahkan dari kegiatan pengolahan data menjadi pelaporan dan

evaluasi serta rangkaian tersebut disebut pengendalian.

Untuk memperoleh data yang akurat diolah menjadi pelaporan,

maka perlu dilaksanakan pemantauanj monitoring, yang bertugas

melaksanakan pemantauanj monitoring adalah:

a. Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna AnggaranjPejabat

Pembuat Komitmen;

b. Unsur SKPDTeknis (KegiatanFisikKonstruksi);

c. Unsur Badan Keuangandan AsetDaerah Kabupaten Purwakarta;

dan
d. Bagian Administrasi Pembangunan Setda' Kabupaten

Purwakarta (FisikjNonFisik).
6. Evaluasi

a. Tahap Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan­

tahapan sebagai berikut:

1)Evaluasi suatu kegiatan bisa dilaksanakan oleh Pengguna
AnggaranjKuasa Pengguna AnggaranjPejabat Pembuat
Komitmenitu sendiri.

2)Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada

dilingkungan SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD yang

bersangkutan.

3)Evaluasi Umum, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan

dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset

Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kabupaten Purwakarta dilaksanakan setiap Triwulan.
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1)EvaluasiKegiatanjSub Kegiatan

a) Pada akhir pelaksanaan kegiatanj sub kegiatan, Pengguna

AnggaranjKuasa Pengguna AnggaranjPejabat Pembuat

Komitmen Menyusun Evaluasi hasil pelaksanaan

.kegiatanj sub kegiatan.

b)Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala SKPDyang

bersangkutan dengan tembusan kepada Badan Keuangan
dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian

AdministrasiPembangunan Setda Kabupaten Purwakarta.

2)Evaluasi Programdan KegiatanolehKepalaSKPD

a)Atas dasar laporan hasil evaluasi kegiatan dari Kuasa

Pengguna AnggaranjPejabat Pembuat Komitmen, Kepala

SKPD menganalisa keberhasilan kegiatan-kegiatan

tersebut dikaitkan dengan tujuan program pada

lingkunganyang bersangkutan.

b)Hasil Evaluasi dari Kepala SKPD disampaikan kepada

Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tembusan

disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah dan Bagian Administrasi

Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta.

c. EvaluasiUmum

Atas dasar laporan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh

SKPD selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah mengolah dan

menganalisis sampai sejauh mana kontribusi terhadap tujuan

Rencana KerjaSKPD.

Hasil Evaluasi ini merupakan bahan masukan untuk

menyusun evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten
Purwakarta dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang

akhirnya merupakan bahan masukan untuk penyusunan
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APBDberikutnya dan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban

Bupati.
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No Uraian Saruan Jumlah (Rp.)

1 Bupati/ Wakil Bupati OH 80.000
2 Pimpinarr/ Anggota DPRD OH 80.000
3 Golongan IV OH 75.000
4 Golonganl III OH 70.000

B. STANDAR MAKSIMALBIAYA UMUM

1. Standar Biaya Perjalanan Dinas

a. UangHarian

1)Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam
Kotadan di dalam Kecamatan

Keterangan:

• Uraian untuk Biaya Administrasi meliputi keperluan ATK,honorarium
pengelola kegiatan, bahan dan alat yang berkaitan dengan Qenunjang
pengelolaan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

• Biayaoperasional/biaya administrasi/biaya penunjang dan lain-lain yang
sifatnya sejenis, pengaturan persentase alokasi biaya disesuaikan dengan
kebutuhan rilldari masing-masing kegiatan.

Biaya
No Pagu Sub Kegiatan Pelaksanaan Administrasi

(dalamjutaan rupiah) (%) Maksimal
(%)

1 1 sd 100 96.50 3.50
2 Diatas 100 sd 250 97.00 3.00
3 Diatas 250 sd 500 97.50 2.50
4 Diatas 500 sd 1.000 98.00 2.00
5 Diatas 1.000 sd 2.000 98.25 1.75
6 Diatas 2.000 sd 3.000 98.50 1.50
7 Diatas 3.000 sd 5.000 98.75 1.25
8 Diatas 5.000 sd 7.500 98.85 1.15
9 Diatas 7.500 sd 10.000 99.00 1.00

A. STANDAR BIAYA SUB KEGIATAN BERDASARKAN PERSENTASE

Standar Sub KegiatanNon-Fisikdiatur sebagai berikut:

STANDAR BIAYA MAKSIMUM KEGIATAN

BABVI
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Satuan Uang HarlanNo Uraian (Rp.)
I Aceh dan Kalimantan Tengah
1 Kepala Daerah/ Wakil Kepala OH 360.000

Daerah
2 Pimpinanj' Anggota DPRD OH 360.000
3 GoJongan IV OH 360.000
4 Golonganl ill OH 330.000
5 Golongan If/PPPK OH 300.000
6 Golongan I/Non ASN OH 270.000

II
Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Banten, Jawa Tengah,
Sulut, Gorontalo dan Sulteng

1 Kepala Daerah/ Wakil Kepala OH 370.000
Daerah

2 Pimpinan/ Anggota DPRD OH 370.000
3 Golongan IV OH 370.000

4) UangHarlan untuk PDDNLuar Kota Luar Provinsi

Satuan Uang Harlan
No Uraian

(Rp.)
1 Kepala Daerahl Wakil Kepala OH 430.000

Daerah

2 Pimpinanj Anggota DPRD OH 430.000
3 Golongan IV OH 430.000
4 Golonganl Ill OH 400.000
5 Golongan ll/PPPK 0H 380.000
6 Golongan I/Non ASN/e!h~ OH 360.000

Lainnya

3)UangHarian untuk PDDNLuar Kota dalam Provinsi

No Uraian Satuan Jumlah (Rp.)
1 Bupati/ WakilBupati OH 170.000
2 Pimpinarr/Anggota DPRD OH 170.000
3 Golongan IV OH 170.000
4 Golonganl III OH 140.000
5 Golongan D/PPPK OH 120.000
6 Golongan I/Non OH 100.000

ASN/Masyarakat/Pihak Lainny""""i:i'

2) UangHarlan untuk PDDNDalam Kota Antar Kecamatan

5 Golongan D/PPPK OH 60.000
6 Golongan l/Non OH 50.000

ASN/Masyarakat/Pihak Lairuiya
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4 Golonganl ill OH 350.000
5 Golongan U/PPPK OH 325.000
6 Golongan I/Non ASN OH 300.000

rn Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu,
Kalbar, Kalsel, Sultra danMaluJru

1 Kepala Daerab/ Wakil Kepala OH 380.000
Daerab

2 PimpinanIAnggotaDPRD OH 380.000
3 Golongan IV OH 380.000
4 Golonganl m OH 360.000
5 Golongan Il/PPPK OH 340.000
6 Golongan l/Non ASN OH 320.000
IV Bangka Belitung, Jawa Timur dan Sulawesi Barat
1 Kepala Daerah/ Wakil Kepala OH 410.000

Daerah
2 Pimpinarr/ Anggota DPRD OH 410.000
3 GoJongan IV OH 410.000
4 Golonganl III OH 380.000
5 Golongan n/PPPK OH 360.000
6 Golongan l/Non ASN OH 340.000
V DIYogyakarta
1 Kepala Daerah/ Wakil Kepala OH 420.000

Daerah
2 Pimpinanj AnggotaDPRD OH 420.000
3 Golongan IV OH 420.000
4 Golonganl III OH 390.000
5 Golongan n/PPPK OH 370.000
6 Golongan l/Non ASN OH 350.000
V1 NIT, Kaltim, Kalut, Sulsel, dan MaluJruUtara
1 Kepala Daerah/ Wakil Kepala OH 430.000

Daerah
2 Pimpinarr/ Anggota DPRD OH 430.000
3 Golongan IV OH 430.000
4 Golonganl ill OH 400.000
5 Golongan U/PPPK OH 380.000
6 Golongan l/Non ASN OH 360.000

V11 Nusa TenggaraBarat
1 Kepala Daerah/ Wakil Kepala OH 440.000

Daerah
2 Pimpinan/ Anggota DPRD OH 440.000
3 Golongan IV OH 440.000
4 Golonganl m OH 410.000
5 Golongan II/PPPK OH 390.000
6 Golongan l/Non ASN OH 370.000

VlIl Bali dan Papua Barat
1 Kepala Daerahl Wakil Kepala OH 480.000

Daerah
2 Pimpinanj' AnggotaDPRD OH 480.000
3 Golongan IV OH 480.000
4 Golonganl III OH 450.000
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TarifHotel
KEPALA

ANGGOTA PejabatDAERAH Pejabat Golongan I
No Provinsi Satuan IKETUA DPRDI eselon 1111 eselon

I
DPRDI Golongan IVI II/PPPK/NoPEJABAT GolonganPEJABAT ESELON II IV III n PNS

ESELON I
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. ACEH OH 4.420.000 3.526.000 1.294.000 556.000 556.000

2. SUMATERA OH 4.960.000 1.518.000 1.100.000 530.000 530.000UTARA

3. RIAU OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000

4. KEPULAUAN OH 4.275.000 1.854.000 1.037.000 792.000 792.000RIAU

5. JAMBI OH 4.000.000 3.337.000 1.212.000 580.000 580.000 I

c. Biaya Penginapan

Luar Kota Dalam Kota Lebih
No Uraian Satuan (Rp.) Dari 8 (Delapan)

Jam IRo:l
1 Kepala Daerah/ Wakil OH 250.000 125.000

Kepala Daerah
2 Pimpinau/Anggota OH 200.000 100.000

Dewan
3 Eselon Il OH 150.000 75.000

b. Uang Representasi

5 Golongan II/PPPK OH 425.000
6 Golongan I/Non ASN OH 400.000

IX DKIJakarta
1 Kepala Daerahl Wakil Kepala OH 530.000

Daerah

2 Pimpinan/Anggota DPRD OH 530.000
3 Golongan IV OH 530.000
4 Golonganl III OH 500.000
5 Golongan II/PPPK OH 475.000
6 Golongan I/Non ASN OH 450.000
X Papua
1 Kepala Daerahj' Wakil Kepala OH 580.000

Daerah
2 Pimpinan/ Anggota DPRD OH 580.000
3 Golongan IV OH 580.000
4 Golongan III OH 550.000
5 Golongan ll/PPPK OH 525.000
6 Golongan I/Non ASN OH 500.000
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6. SUMATERA OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650.000BARAT

7. SUMATERA OH 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 861.000SELATAN

8. LAMPUNG OH 4.491.000 2.067.000 1.140.000 580.000 580.000

9. BENGKULU OH 2.071.000 1.628.000 1.546.000 630.000 630.000

10. BANGKA OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 622.000 622.000BELITUNG

11. BANTEN OH 5.725.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000

12. JAWABARAT OH 5.381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 570.000

13. D.K.l. OH 5.850.000 1.490.000 992.000 730.000 730.000JAKARTA

14. JAWA OH 4.242.000 1.480.000 954.000 600.000 600.000TENGAH

D.l. OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.00015. YOGYAKARTA

16. JAWATIMUR OH 4.400.000 1.605.000 1.076.000 664.000 664.000

17. BALI OH 4.890.000 1.946.000 990.000 910.000 910.000

NUSA
18. TENGGARA OH 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 580.000

BARAT
NUSA

19. TENGGARA OH 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 550.000
TIMUR

20. KALIMANTAN OH 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 538.000BARAT

21. KALIMANTAN OH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 659.000TENGAH

KALIMANTAN OH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 540.000 540.00022. SELATAN

KALIMANTAN OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.00023. TIMUR

KALIMANTAN OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.00024. UTARA

25. SULEWESI OH 4.919.000 2.290.000 924.000 782.000 782.000
UTARA
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Moda Transportasi >; ..............

! .....No. Tingkat Petjal~<till)iria:s Pesawat Kapal Laut ······I •.A~ij~~~\}..... .
.. .. ...., .... I Udara

Pejabat Negara, dan Spesialj1 Pejabat Lainnya yang Bisnis VIP j Kelas IA Eksekutifsetara
Pejabat eselon II, dan

2 Pejabat Lainnya yang Ekonomi Kelas IB Eksekutif
setara

3 Pejabat eselon III, Eselon Ekonorni Kelas IIA EksekutifIV, PNS Gol IV, III, II, I

d. BiayaTransportasi

1) ModaTransportasi

Modatransportasi yang digunakan untuk Pejabat ditentukan
sebagai berikut:

26. GORONTAW OH 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 764.000

27. SULAWESI OH 4.076.000 2.581.000 1.075.000 704.000 704.000BARAT

28. SULAWESI OH 4.820.000 1.550.000 1.020.000 732.000 732.000SELATAN

29. SULAWESI OH 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.000TENGAH

30. SULAWESI 2.475.000 2.059.000 1.297.000 786.000 786.000TENGGARA OH

31. MALUKU OH 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667.000 667.000 ,

32. MALUKU OH 3.440.000 3.175.000 1.073.000 600.000 600.000UTARA

PAPUA,
PAPUA
BARAT DAYA,
PAPUA

33. TENGAH, OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 829.000 829.000PAPUA
SELATAN,
PAPUA
PEGUNUNGA !
N

34. PAPUA OH 3.872.000 3.212.000 2.056.000 718.000 718.000BARAT
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'.<:::: .:<'.': : . KbTA •....:.•.•..••.•••••...•..•:••.•......< ..••........: .,SATUANBI~yAiIKET< .••i.·.••·•·.•. ......

i' ASAL ..: ..•...
TUJUAN BISNIS(Rp.)IEKONO~~.......:(Rp.)

1 JAKARTA AMBON 13.285.000 7.081.000

2 JAKARTA BALIKPAPAN 7.412.000 3.797.000

3 JAKARTA BANDA ACEH 7.519.000 4.492.000

.4 JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000 1.583.000

5 JAKARTA BANJARMASIN 5.252.000 2.995.000

6 JAKARTA BATAM 4.867.000 2.888.000

7 JAKARTA BENGKULU 4.364.000 2.621.000

8 JAKARTA BIAK 14.065.000 7.519.000

9 JAKARTA DENPASAR 5.305.000 3.262.000

10 JAKARTA GORONTALO 7.231.000 4.824.000

11 JAKARTA JAMBI 4.065.000 2.460.000

12 JAKARTA JAYAPURA 14.568.000 8.193.000

13 JAKARTA YOGYAKARTA 4.107.000 2.268.000

14 JAKARTA KENDARI 7.658.000 4.182.000

15 JAKARTA KUPANG 9.413.000 5.081.000

16 JAKARTA MAKASSAR 7.444.000 3.829.000

17 JAKARTA MALANG 4.599.000 2.695.000

18 JAKARTA MAMUJU 7.295.000 4.867.000

19 JAKARTA MANADO 10.824.000 5.102.000

20 JAKARTA MANOKWARI 16.226.000 10.824.000

21 JAKARTA MATARAM 5.316.000 3.230.000

22 JAKARTA MEDAN 7.252.000 3.808.000

23 JAKARTA PADANG 5.530.000 2.952.000

24 JAKARTA PALANGKARAYA 4.984.000 2.984.000

25 JAKARTA PALEMBANG 3.861.000 2.268.000

26 JAKARTA PALU 9.348.000 5.113.000

27 JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000 2.139.000

28 JAKARTA PEKANBARU 5.583.000 3.016.000

29 JAKARTA PONTIANAK 4.353.000 2.781.000

30 JAKARTA SEMARANG 3.861.000 2.182.000

31 JAKARTA SOLO 3.861.000 2.342.000

32 JAKARTA SURABAYA 5.466.000 2.674.000

33 JAKARTA TERNATE 10.001.000 6.664.000

34 JAKARTA TIMlKA 13.830.000 7.487.000

35 JAKARTA TANJUNG SELOR 7.424.000 4.057.000

36 BANDUNG BATAM 6.289.000 3.583.000

37 BANDUNG DENPASAR 5.626.000 3.252.000

38 BANDUNG JAMBI 5.006.000 2.941.000

39 BANDUNG YOGYAKARTA 3.369.000 2.129.000

2) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

PergiPulang (PP)
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NO······ ..... PROVINSI············.: .: ,.•.•...... SATUAN ··...•.........·.".BESARAN / ..•..

I···. (1)' (2)<.·'«'·>·····.· .. (3)
'.' • c'

." .:".(4) .•
1 ACEH Orang/Kali Rp.123.000,00
2 SUMATRAUTARA Orang/Kali Rp.232.000,00
3 RIAU Orang/Kali Rp.94.000,00
4 KEPUALAURIAU Orang/Kali Rp.137.000,00
5 JAMBI Orang/Kali Rp.147.000,00
6 SUMATERABARAT Orang/Kali Rp.190.000,00
7 SUMATERASELATAN Orang/Kali Rp.128.000,00
8 LAMPUNG Orang/Kali Rp.167.000,00
9 BENGKULU Orang/Kali Rp.109.000,00
10 BANGKABELITUNG Orang/Kali Rp.90.000,00
11 BANTEN Orang/Kali Rp.446.000,00
12 JAWABARAT Orang/Kali

,
Rp.166.000,00

13 D.K.l. Jakarta Orang/Kali Rp.256.000,00
14 JAWATENGGAH Orang/Kali Rp.75.000,00
15 D.l. Yogyakarta Orang/Kali Rp.118.000,00
16 JAWA TIMUR Orang/Kali Rp.194.000,00
17 BALI Orang/Kali Rp.159.000,00
18 NUSATENGGARABARAT Orang/Kali Rp.231.000,00
19 NUSATENGGARATIMUR Orang/Kali Rp.l08.000,00
20 KALIMANTANBARAT Orang/Kali Rp.135.000,00
21 KALIMANTANTENGAH Orang/Kali Rp.ll1.000,00
22 KALIMANTANSELATAN Orang/Kali Rp.150.000,00
23 KALIMANTANTIMUR Orang/Kali Rp.450.000,00
24 KALIMANTANUTARA Orang/Kali Rp.l02.000,00
25 SULAWESIUTARA Orang/Kali Rp.138.000,00
26 GORONTALO Orang/Kali Rp.240.000,00
27 SULAWESIBARAT Orang/Kali Rp.313.000,00
28 SULAWESISELATAN Orang/Kali Rp.145.000,00

29 SULAWESITENGAH Orang/Kali Rp.165.000,00
30 SULAWESITENGGARA Orang/Kali Rp.171.000,OO
31 MALUKU Orang/Kali Rp.240.000,00

3) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

'.' .... .
KOTA··················.•.••••..•.••.··.••··

........
SATUANBIAYATIKET.t.;

ASAL t!.trTAN BISNIS {Rp.} EKONOMI
':

.....•.... "..,.' .: (Rp.)
40 BANDUNG PADANG 6.129.000 3.508.000
41 BANDUNG PALEMBANG 4.385.000 2.631.000
42 BANDUNG PANGKALPINANG 4.599.000 2.738.000
43 BANDUNG PEKANBARU 6.525.000 3.701.000
44 BANDUNG SEMARANG 3.027.000 1.957.000
45 BANDUNG SOLO 3.647.000 2.268.000
46 BANDUNG SURABAYA 4.824.000 2.856.000
47 BANDUNG TANJUNGPANDAN 4.439.000 2.663.000
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Keterangan:

No. Provinsi/ Kabl.1patenj Kota Satuan Besaran.
1 Kabupaten Karawang Orang / Kali 345.000

2 Kabupaten Subang Orang / Kali 358.000

3
Kabupaten Bandung / Kota Bandung/ Kota

Orang / Kali 436.000
Cimahi/ Kabupaten Bandung Barat

4 Kabupaten Cianjur Orang j Kali 475.000

5 Kab/ Kota Bekasi Orang / Kali 488.000

6 Kabupaten Sumedang Orang / Kali 514.000

7 Kabupaten Cianjur Orang / Kali 553.000

8 Kabupaten Sumedang Orang j Kali 592.000

9 Wilayah Provinsi DKIJakarta Orang / Kali 642.000

10 Kabupaten Majalengka Orang / Kali 657.000

11 Kabupaten Indramayu Orang / Kali 657.000

12 Kota Sukabumi Orang / Kali 670.000

13 Kabupaten Garut Orang / Kali 670.000

14 Kota Depolc/ Kota Bogor/ Kabupaten Bogor Orang / Kali 761.000

15 Kabupaten Majalengka Orang / Kali 761.000

16
Kabupaten Tangerang/ Kota Tangerang/ Orang / Kali 796.000
Kota Tangerang Selatan

17 Kota/ Kabupaten Tasikmalaya Orang / Kali 813.000

18 Kabupaten Ciamis Orang / Kali 878.000

19
Kabupaten Serang/ Kota Serang/ Kota Orang / Kali 887.000
Cilegon

20 Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Ratu) Orang / Kali 891.000

21 Kota Cirebon/ Kabupaten Cirebon Orang / Kali 904.000

22
Kabupaten Serang/ Kota Serang/ Kota Orang j Kali 1.017.000
Cilegon

23 Kab. Kuningan Orang / Kali 1.034.000

24 Kabupaten Pandeglang Orang / Kali 1.095.000

25 Kabupaten Pangandaran Orang / Kali 1.151.000

26 Kabupaten Lebak Orang / Kali 1.160.000

27
Wilayah Provinsi Jawa Tengah/ Orang / Kali 2.300.000
DIYjYo'gJakarta/

28 Wilayah Jawa Timur Orang / Kali 3.100.000

4) Satuan BiayaTransportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Kota

Pergi Pulang (PP)

NO PROVINSI SATUAN BESARAN
32 MALUKUUTARA Orang/Kali Rp.215.000,00

PAPUA,PAPUABARATDAYA,PAPUA
I33 TENGAH,PAPUASELATAN,PAPUA Orang/Kali Rp.431.000,00

PEGUNUNGAN
34 PAPUABARAT Orang/Kali Rp.182.000,00
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b) Satuan BiayaBahan Bakar MaksimumDalamKota

Keterangan:

• Diluar wilayah diatas perhitungan BBMdisesuaikan

denganjarak yang wajar.

• Skema BBMkapasitas kendaraan untuk (>1500 cc]
diperuntukkan untuk pejabat esselon II.

~'iU,;,;rfii'ii,' '.. .... .',; ,.iI"~~i,'f,: ,,', ~';";."i£0.'">'2jj;' l!rg'rfuW,i,i ..... K,h.,., •• k. '''''tJl*'W';' ,
ci ~1JA.~~<0:t/l .-:- !. S,1h;"ir1{ •ic </ ... ........
/ >J. ........ .';) ;lsQocc. >15062c •
A. Wilayah Provinsi DKI Jakarta, meliputi Jakpus, 28 34 liter

Jakut, Jaksel, Jakbar dan Jaktim
B. Wilayah Provinsi Banten, meliputi:

1. KabfKota Tangerang dan Kota Tangerang 34 42 liter
Selatan

2. Kab/ Kota Serang dan Kota Cilegon 49 59 liter
3. Kab. Pandeglang 54 65 liter
4. Kab. Lebak 58 70 liter

C. Wilayah Provinsi Jawa Barat, meliputi:
1. Kab. Karawang 12 15 liter
2. Kab.Subang 13 16 liter
3. KabfKota Bandung dan Kota Cimahi 18 22 liter
4. Kab/ Kota Bekasi 21 26 liter
5. Kab. Cianjur 25 31 liter
6. Kab. Sumedang 28 34 liter
7. Kab.lndramayu 32 39 liter
8. Kab. Garut 33 40 liter
9. Kota Sukabumi 33 40 liter

10. Kab. Sukabumi (Pelabuan Ratu) 47 57 liter
II. Kab. Majalengka 39 47 liter
12. Kab/ Kota Bogor 39 47 liter
13. Kab/ Kota Tasikroalaya 42 51 liter
14. Kab. Ciamis 46 56 liter
15. Kab. Pangandaran 64 77 liter
16. Kab/ Kota Cirebon 48 58 liter
17. Kab. Kuningan 56 68 liter

5) Satuan BiayaBahan Bakar Perjalanan Dinas

a) Satuan BiayaBahan Bakar MaksimumLuar Kota

BiayaTransportasi di atas termasuk tarif tol, bahan bakar minyak,

parkir, travel dan biaya transportasi lainnya.
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2. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

a. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan

biaya kegiatan rapar/pertemuan yang diselenggarakan dalam

rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara
intensif dan bersifat koordinatif yang terkait pelaksanaan tugas

dan fungsi/Masyarakat dan melibatkan unit kerja/SKPD lain.

b. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan menurut lama

penyelenggaraan terbagi dalam 4 (Empat)jenis yaitu:

1) Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket

kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar

kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam,

makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali,

ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan

rapatj'perterrruan yang diselenggarakan di luar kantor paling

singkat 8 (delapan)jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi

dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
3) Paket Halfday

Kec. Purwakarta - Kec. Campaka 5 2 Liter
Kec. Purwakarta - Kec.Wanayasa 7 2 Liter
Kec. Purwakarta - Kec. Kiarapedes 8 3 Liter
Kec. Purwakarta - Kec. Bojong 9 4 Liter
Kec. Purwakarta - Kec. Pondoksalam 6 2 Liter
Kec. Purwakarta - Kec. Pasawahan 5 2 Liter
Kec. Purwakarta - Kec. Jatiluhur 5 2 Liter
Kec. Purwakarta - Kec. Babakancikao 5 2 Liter
Kec. Purwakarta - Kec. Sukatani 6 2 Liter
Kec. Purwakarta - Kec. Darangdan 8 3 Liter
Kec. Purwakarta - Kec. Plered 7 2 Liter
Kec. Purwakarta - Kec.Tegalwaru 8 3 Liter
Kec. Purwakarta - Kec.Maniis 10 5 Liter
Kec. Purwakarta - Kec. Sukasari 10 5 Liter
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No. Uraian Satuan Halfdau Fullday Fullboard I Residence
Rp

1 Bupatij OP 426.000 530.000 1.110.000 956.000
Wakil Bupati

2 Anggota OP 426.000 530.000 1.110.000 956.000
DPRD

3 Esselon I OP 331.000 398.000 822.000 729.000
II/Setara

4 Esselon OP 300.000 375.000 800.000 700.000
III/ Setara / Ke
bawah

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan

rapatj'pertemuan yang diselenggarakandi luar kantor paling

singkat 5 (lima)jam tanpa menginap.
Komponenpaket mencalup makan 1 (satu) kali, rehat kopi

dan kudapan 1 (satu)kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) Paket Residence

Satuan biayapaket residene disediakanuntuk paket kegiatan

rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor

minimal 12 (dua belas)jam dan tanpa menginap.

Komponenpaket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi

dan kudapan 3 (tiga)kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Akomodasipaketfullboard diatur sebagai berikut:

1) Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar
untuk 1 (satu) orang.

2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar

untuk 2 (dua)orang.

d. Dalamrangka efisiensianggaran untuk kegiatan rapat, KPAagar

selektif dalam melaksanakan rapat Zpertemuan di luar kantor

(fullboard,fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan

fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien,ekonomis,efektif,

transparan, dan bertanggungjawabdengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan.

e. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar

Kantor
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mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian
pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu

tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu

pelaksanaan kegiatan,dapat dialokasikanbiayapenginapandan

uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku,

untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah

pelaksanaan kegiatan.

2 OP 150.000 150.000 105.000 150.000

3 OP 150.000 150.000 105.000 150.000

4 Esselon OP 150.000 150.000 105.000 150.000
III/Setara/Ke
bawah

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk

f. Satuan Uang Harlan KegiatanRapat atau Pertemuan di Luar
Kantor
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No. Pagu Kegiatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(dalam jutaan rupiah) (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA)
Orang/Bulan

(Rp)
1 o sd 100 350.000

2 Diatas 100 sd 250 450.000

3 Diatas 250 sd 500 550.000

4 Diatas 500 sd 1.000 600.000

5 Diatas 1.000 sd 2.500 700.000

6 Diatas 2.500 sd 5.000 800.000

7 Diatas 5.000 sd 10.000 900.000

4. Satuan BiayaHonorarium

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, meliputi:

a. HonorariumPenanggungJawab PengelolaKeuangan

1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

diberikan kepada:

a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)atau Kuasa

PenggunaAnggaran (KPA);

b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

c) Pejabat Penatausahaan KeuanganSatuan KerjaPerangkat

Daerah (PPKSKPD);

d) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;

e) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara

Penerimaan Pembantu; dan

:f) Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu atau

Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu.

2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
ditentukan sebagai berikut:

a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa

PenggunaAnggaran (KPA)

No. Uraian I Satuan Jumla.h (Rp.) •. <
1 Biaya Makan Orang/kali 45.000

2 Biaya Kudapan (Snack) Orang/kali 20.000

3. Satuan BiayaKonsumsiRapat
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Penerimaan Pembantu

d) Bendahara PengeluaranfBendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran PembantufBendahara

Penerimaan Pembantu, dan Pembantu Bendahara

Pengeluaran PembantufPembantu Bendahara

No. Pagu Kegiatan Pejabat PengelolaKeuanganDaerah
(dalamjutaan rupiah) (PPK)SKPD

Orang/Bulan
(Rp)

1 o sd 100 390.000

2 Diatas 100 sd 250 470.000

3 Diatas 250 sd 500 550.000

4 Diatas 500 sd 1.000 620.000

5 Diatas 1.000 sd 2.500 720.000

6 Diatas 2.500 sd 5.000 820.000

7 . Diatas 5.000 sd 10.000 910.000

8 Diatas 10.000 1.000.000

c) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan KerjaPerangkat
Daerah (PPKSKPD)

No. Pagu Kegiatan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan
(dalamjutaan rupiah) (PPTK)

Orang/Bulan
(Rp)

1 o sd 100 300.000

2 Diatas 100 sd 250 350.000
3 Diatas 250 sd 500 450.000
4 Diatas 500 sd 1.000 500.000
5 Diatas 1.000 sd 2.500 600.000

6 Diatas 2.500 sd 5.000 700.000

7 Diatas 5.000 sd 10.000 800.000

8 Diatas 10.000 900.000

b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1.000.000Diatas 10.0008
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Keterangan:

Honorarium penanggung jawab pengelolakeuangan pada setiap

satuan kerja, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan orang

per bulan dan tidak diperkenankan menerima lebih dari 12

(dua belas) bulan jika mengelolalebih dari satu sub kegiatan.

2) Bendahara Pengeluaran (BP)mendapatkan kewenangan dari

PengelolaAnggaran (PA)dalam suatu SKPD.

3) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melekat kepada

Kegiatarr/Sub Kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA)yang menerima pelimpahan dari Pengguna

Anggaran (PA).

4) KomposisiBPPdan KPAsarna (1KPA= 1BPP).

5) Pembantu BPP merupakan ASNyang bertugas membantu

BPPdalarn menjalankan tugasnya.

Bendahara .Pernbahtu
He1"lrlAl'l, Pengeluaran Rent!hh"ra

Pagu Kegiatan B,"pl1 Pernbantu/ PpnO'pll1
No. (dalarn jutaan • rio ~<>

PeneriInaan p,.~ ..;.'1::111
• ",' .. COL.

rupiah) Pembantu Per Pembann
Bulan
(Rp.) •(RpJ

1 o sd 100 340.000 260.000 200.000 OB

Diatas 100 sd OB
2 420.000 310.000 250.000

250

Diatas 250 sd OB
3 500.000 370.000 300.000

500

Diatas 500 sd OB
4 570.000 430.000 350.000

1.000

Diatas 1.000 sd OB
5 670.000 500.000 400.000

2.500

Diatas 2.500 sd OB
6 770.000 570.000 450.000

5.000

Diatas 5.000 sd OB
7 860.000 640.000 500.000

10.000

8 Diatas 10.000 950.000 810.000 550.000 OB
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·2) Ketentuan pembentukan Timadalah sebagai berikut:

a) Mempunyaikeluaran (output) jelas dan terukur;

b) Bersifat koordinatifuntuk tim pemerintah daerah:

(1)Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar

pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang

ditandatangani olehKepalaDaerah.

(2)Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

c) Bersifat temporer dalam pelaksanaan kegiatannya perlu

diprioritaskan;

d) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi

bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari­

hari;

e) Dilakukan secara selektif, efektifdan efisien;

t) Ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Bupati/

Sekretaris Daerah yang telah diverifikasi oleh Tim

AnggaranPemerintah Daerah;

g) Honorarium dapat diberikan maksimal Dua Belas Bulan
dalam setiap satu output Kegiatan.

3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan sebagai

berikut:

a) Tim Pelaksana Kegiatan (yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah)

1 Pejabat Eselon II 2 TIM

2 Pejabat Eselon III 3 TIM
3 Pejabat Eselon IV, pelaksana, pejabat 5 TIM

fungsional

b. HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan

1) Pengaturan batasan jumlah Tim yang dapat diberikan

honorarium yang keanggotaannya berasaI dari lintas
perangkat daerah sesuai dengan tabel di bawah ini:
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No Uraian Jumlah (Rp.) ....

1 Ketua 250.000,00 / orang/bulan

2 Wakil Ketua 250.000,00 / orang/bulan

3 Anggota 220.000,00 / orang/bulan

Besaran Honorarium Sekretariat TimPelaksana Kegiatan

sebagai berikut:

c) Sekretariat TimPelaksana Kegiatan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan

kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim

pelaksana kegiatan dan bagian tidak terpisahkan dari tim

pelaksana kegiatan dan ditetapkan olehSekretaris Daerah.

Sekretariat TimPelaksana Kegiatanberjumlah:
(1)Palingbanyak 10 (sepuluh)orang untuk tim pelaksana

kegiatan yang ditetapkan olehKepalaDaerah.

(2)Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana

kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

No Uraian ...... Jumlah [Rp.] ...... ..
1 Pengarah 750.000,00 / orang/bulan

2 Penanggung Jawab 700.000,00 / orang/ bulan

3 Ketua 650.000,00 / orang/bulan

4 Wakil Ketua 600.000,00 /orang/bulan

5 Sekretaris 500.000,00 / orang/bulan

6 Anggota 500.000,00 / orang/bulan

b) Tim Pelaksana Kegiatan (yangditetapkan oleh Sekretaris
Daerah)

No Uraian .Jumlah (Rp.] ...
1 Pengarah 1.500.000,00 / orang/bulan

2 Penanggung Jawab 1.250.000,00 / orang/bulan

3 Ketua 1.000.000,00 / orang/bulan

4 Wakil Ketua 850.000,00 / orang/bulan

5 Sekretaris 750.000,00 / orang/ bulan

6 Anggota 750.000,00 / orang/ bulan
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sebagaimana tabel di atas adalah orang per bulan dan

tidak diperkenankan menerima lebih dari 12 (dua belas)

bulan jika mengelolalebih dari 1 (satu) paket pengadaan

barangj jasa.

BarangjJasaPengadaanPejabat

Keterangan:

Honorarium

No. Nama Jabatan Honorarium Maksimum Per Bulan (Rp)

1.
Pejabat Pengadaan

680.000
Barangj Jasa

c. HonorariumTimPengadaan Barang dan J asa

1) Honorarium pengadaan barangjjasa diberikan kepada
pemroses pengadaan barangj jasa, me1iputi:

a) Pejabat Pengadaan Barangj Jasa;

b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan Pejabat Pejabat

Pelaksana TeknisKegiatan(PPTK);

c) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan BarangjJasa

(Konstruksi);

d) KelompokKerjaPemilihanPengadaan Barangj Jasa untuk

Pengadaan Barang (NonKonstruksi);

e) KelompokKerjaPemilihanPengadaan BarangjJasa untuk

Jasa KonsultansijJasa Lainya (NonKonstruksi);

f) PenggunaAnggaranPengadaan Barang (NonKonstruksi);

dan
g) PenggunaAnggaranPengadaan Jasa (NonKonstruksi).

2) Dalam hal pemroses pengadaan barangjjasa tersebut telah

menerima tunjangan sesuai dengan peranannya dalam

pengadaan barangjjasa, tidak diberikan honorarium

dimaksud.
3) Besaran honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

ditetapkan sebagai berikut:

a) Pejabat Pengadaan BarangjJasa
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No., Nilai Paket Pekerjaan Satuan Besaran Maksimum
[Dalam Juta) l~l

1. 100 sid 250 OP 3.580.000
2. Di atas 250 sid 500 OP 4.030.000
3. Oi atas 500 sid 750 OP 4.490.000
4. Oi atas 750 sid 1.000 OP 4.490.000
5. Oi atas 1.000 OP 5.560.000

e) Pengguna Anggaran Pengadaan Barangj Jasa (Konstruksi)

No. Nilai Paket Pekerjaan Satuan Besaran Maksimum
[Dalam Juta) (Rp)

1. Jasa Konsultansi sid 50 OP 450.000
2. Jasa Konsultansi di atas 50 sid OP 450.000

100
3. Jasa lainnya sid 100 OP 450.000
4. Di atas 100 sid 250 480.000
5. Di atas 250 sid 500 OP 600.000
6. Oi atas 500 sid 1.000 OP 720.000
7. Di atas 1.000 sid 2.500 OP 910.000
8. Oi atas 2.500 sid 5.000 OP 1.090.000
9. Oi atas 5.000 OP 1.270.000

d) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan BarangjJasa untuk

Jasa KonsultansijJasa Lainnya (NonKonstruksi)

No. Nilai Paket Pekerjaan Satuan Besaran Maksimum
[Dalam Jutaj (Rp)

1. o sid 200 OP 760.000
2. Oi atas 200 sj_d500 OP 760.000
3. Di atas 500 sid 1.000 OP 920.000
4. Oi atas 1.000 sid 2.500 OP 1.140.000
5. Oi atas 2.500 sid 5.000 OP 1.370.000
6. Oi atas 5.000 sid 10.000 OP 1.600.000
7. Oi atas 10.000 sid 25.000 OP 1.910.000
8. Di atas 25.000 sid 50.000 OP 2.210.000
9. Oi atas 50.000 OP 2.520.000

c) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang (Non

Konstruksi)

No. I Nilai Paket Peketjaan Satuan Besaran Maksimum
[Dalam Juta) .(Rp)

1. o s/d 200 OP 680.000
2. Di atas 200 sid 500 OP 850.000
3. Oi atas 500 sid 1.000 OP 1.020.000
4. Oi atas 1.000 sf_d2.500 OP 1.270.000
5. Oi atas 2.500 sid 5.000 OP 1.520.000
6. Oi atas 5.000 sid 10.000 OP 1.780.000
7. Oi atas 10.000 sid 25.000 OP 2.120.000
8. Di atas 25.000 e] d 50.000 OP 2.450.000
9. Oi atas 50.000 OP 2.790.000

b) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan BarangjJasa

(Konstruksi)
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Keterangan:

• Pengadaan Barang dan Jasa Lainnyadimulai dari pagu

pekerjaan 50 sid 200 (dalamjutaan rupiah).

• Pengadaan Jasa Konsultansi, E-Purchasing dan

Penunjukan Langsungdimulai dari pagu pekerjaan sid

200 (dalamjutaan rupiah).

No. Paket Pekerjaan Pejabat Pembuat Pejabat Teknis
(dalam jutaan rupiah) Komitmen (PPK) Kegiatan

Orang/Bulan
(Rp)

1 o sd 100 350.000 300.000

2 Diatas 100 sd 250 450.000 350.000

3 Diatas 250 sd 500 550.000 450.000

4 Diatas 500 sd l.000 600.000 500.000

5 Diatas 1.000 sd 2.500 700.000 600.000

6 Diatas 2.500 sd 5.000 800.000 700.000

Diatas 5.000 sd
7 900.000 800.000

10.000

8 Diatas 10.000 1.000.000 900.000

h) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan Pejabat Teknis

Kegiatan

No. Nilai Paket Pekerjaan Satuan Besaran Maksimum
(Dalam Juta) (Rp)

1. o sd 200 OP 760.000
2. Diatas 200 sd 500 OP 760.000
3. Diatas 500 sd 1.000 OP 920.000
4. Diatas 1.000 sd 2.500 OP 1.140.000
5. Diatas 2.500 sd 5.000 OP 1.370.000
6. Diatas 5.000 sd 10.000 OP 1.600.000
7. Diatas 10.000 OP 1.910.000

g) PenggunaAnggaranPengadaan Jasa (NonKonstruksi)

No. Nilai Paket Pekerjaan Satuan Besaran Maksimum .....
(Dalam Juta) (Rp)

1. 100 sid 250 OP 3.230.000
2. Di atas 250 sid 500 OP 3.640.000
3. Di atas 500 sid 750 OP 4.040.000
4. Di atas 750 sid 1.000 OP 4.450.000
5. Di atas 1.000 OP 5.010.000

f) PenggunaAnggaranPengadaan Barang (NonKonstruksi)
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2) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

a) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

No. Uraian Jumlah Satuan
1 Honorarium Pemberi Keterangan 1.800.000,00 Orang/

Ahli atau Saksi Ahli K~atan
2 Beracara 1.800.000,00 Orang/

Kegiatan

• Diberikan honorarium sesuai dengan lama pekerjaan

dengan batasan maksimal 12 (dua belas) bulan dalam

1 (satu) Tahun.

d. Honorarium PNS Lainnya

1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan

Beracara

a) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli

diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur

sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri

dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan

keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam

tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil

pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan

honorarium dimaksud, instansi pengmm pemberi

keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan

honorarium dimaksud.

b) Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara,

pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang

diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah

dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan

tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian

gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Besaran Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli,

dan Beracara ditentukan sebagai berikut:
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No. Uraian Jumlah (Rp.) ,

1 Pengolah data PBI JKN 500.000 / orang/bulan
2 Operator PBI JKN Desa/Kelurahan 250.000 / orang/ bulan
3 Operator 8IKS-NGDesa/ Kelurahan 250.000 / orang/bulan

d) HonorariumKegiatanKesehatan

No. Uraian Jumlah (Rp.)
1 Koordinator lapangan TAGANA 600.000 / orang Ibulan
2 Koordinator PKHKabupaten 1.500.000 lorang/bulan
3 BPNTkabupaten 700.000 lorang/bulan
4 Operator 8IGA 1.500.000 /orangj'bulan
5 Petugas TAGANA 500.000 / orang/ bulan
6 Pengolah DTKS 500.000 [otesvg] Keg.
7 TK8K 400.000 /orang/ Keg.
8 PSM 350.000 lorang/Keg.
9 pegawai Bale Titrah P2TP2A 1.500.000 lorang/Keg.

c) HonorariumKegiatanSosial

No. Uraian Jumlah (Rp.l

1 Pendamping PEKKA 1.500.000 /orang/bulan
2 Pendamping WR8E 300.000 / orang/bulan
3 Pendamping KU8E 500.000 / orang/ bulan
4 Pendamping BPNT 400.000 Iorang Ibulan
5 Pendamping PKH 1.000.000 /orang/bulan
6 Pendampingan indeks desa 1.000.000 [otexig] Keg.

membangun
7 Honorarium pendampingan 1.000.000 lorangl Keg.

penyusunan profil desaj'kelurahan
8 Pokjanal posyandu tingkat 500.000 /orang/Keg.

Kabupaten

b) HonorariumTenagaPendamping

No. Uraian Jumlah (Rp.) Satuan
1 8LTA 1.750.000 08
2 DI/DII/DIII/8aIjana Terapan 2.000.000 08
3 81 2.250.000 08
4 S2 2.500.000 08
5 83 2.750.000 08

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan

sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil

negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan

berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Besaran Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
ditentukan sebagai berikut:
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4) Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah,

PengelolaTeknologiInformasi,dan PengelolaWebsite

a) HonorariumTimPenyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada

penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat

adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan

tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Apabiladiperlukan, dalammenyusun jurnal nasional atau
internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra

No. Uraian Jumlah Satuan

1 Rohaniwan 400.000,00 OK

3) HonorariumRohaniawan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang
ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan

dalam pengambilan sumpah jabatan.

No. Uraian ,
" .Jumlah (Rp.) ',",'.'" ;""

1 UKM,tenaga Bantuan Metrologi, 250.000 [crexig] keg.
upah angkut Logistik

2 Pelatih Paskibra 500.000 [otexig] keg.
3 Pembina Paskibra 750.000 [oreng] keg.
4 Anggota Paskibra 50.000 /orang/hari
5 Dewan Pendidikan 1.000.000 / orang/bulan
6 Sekretariat Dewan Pendidikan 600.000 / orang/bulan

f) HonorariumKegiatanLainnya

No. Uraian Jumlah (Rp.)
1 RW 700.000 / orang/bulan
2 Linmas 400.000 / orang/bulan
3 PKK 100.000 / orang/bulan
4 LPM 150.000 / orang/bulan
5 Babinsa 500.000 / orang/bulan
6 Karang Taruna 35.000 / orang/ bulan
7 Babinmas 500.000 / orang/bulan
8 Pembina PKKRT/RW 40.000 /orang/Keg.
9 RT 650.000 / orang/bulan

e) HonorariumKegiatanKemasyarakatan
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5) HonorariumPenyelenggaraUjia
Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang

diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian,
penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai

dengan kewenangan pemerintah daerah.

bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,OO(satu juta

lima ratus ribu rupiah) per orang Perjurnal.

b) HonorariumTimPenyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat
diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau

majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai

liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang

patut diketahui pembaca.

Buletinadalah media cetak berupa selebaran atau majalah

berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang

diterbitkan secara periodikyang ditujukan untuk lembaga
atau kelompokprofesi tertentu.

c) Honorarium Tim. Pengelola Teknologi Informasi atau

Website'
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau

website dapat diberikan kepada pengelola website atau

media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan

surat keputusan kepala daerah. Website atau media

sejenis tersebut dikelolaoleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website
sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah

diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

pengelolateknologiinformasiatau website tidak diberikan

honorarium dimaksud.

218



a) Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada

Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan

7) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan

No. Uraian Jumlah Satuan .....

1 Penyusun Butir Soal 75.000,00 Per Butir Soal
2 Telaah Materi Soal 40.000,00 Per Butir Soal
3 Telaah Bahasa Soal 20.000,00 Per Butir Soal

pemerintahan daerah.

Honorarium Penulisan butir soal ditetapkan sebagai berikut:

kewenangandengansesuaimanajerialkompetensi

6) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi,

Kabupaten atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten,

atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada

penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal,

meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal

ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi

akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk

penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal

yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi

guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal

No. Uraian . Jumlah Satuan ..
1. Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
1 Penyusun atau Pembuat Bahan 150.000,00 Naskah Z

Ujian Pelaiaran
2 Pengawas Ujian 200.000,00 oranz /Hari
3 Pemeriksa Hasil Ujian 5.000,00 siswa/Mata

Uiian
II. Ujian Tingkat Pendidikan Menenzah
1 Penyusun atau Pembuat Bahan 190.000,00 Naskah/

Uiian Pelaiaran
2 . Pengawas Ujian 270.000,00 oransr/Hari
3 , Pemeriksa Hasil Ujian 7.500,00 siswa/Mata

i Uiian

Honorarium Penyelenggara Ujian ditetapkan sebagai berikut:
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Honorarium Pengajar Luar
SKPD

b) HonorariumPengajar yang berasal dari luar satuan kerja

perangkat daerah penyelenggara
Honorariumdapat diberikankepada pengajaryangberasal

dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari

satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
Honorarium Pengajar Luar SKPD ditetapkan sebagai

berikut:

Honorariumpenceramah ditetapkan sebagai berikut:

dan/ atau sharing experience sesuai dengan keahliannya
kepada peserta Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan

pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai
berikut:

(1)berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggaraatau masyarakat;

(2)berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan

pelatihanyangmenjadi sasaran utama kegiatanberasal

dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau
masyarakat; atau

(3)dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan

kerja perangkat daerah penyelenggaramaka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari

honorarium penceramah.
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d) HonorariumPenyusunan ModulPendidikan dan Pelatihan

Honorariumpenyusunan modul pendidikan dan pelatihan

dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak

lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat

keputusan kepala daerah.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada

ketentuan sebagai berikut:

(1)bagiwidyaiswara,honorarium dimaksud diberikan atas

kelebihan minimaljam tatap muka widyaiswarasesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan
(2)satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan

modul pendidikan dan pelatihan baru atau
penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama

dengan persentase penyempurnaan substansi modul

pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima

puluh persen).

Honorarium Pengajar
dalam SKPD

c) HonorariumPengajaryang berasal dari dalam satuan kerja

perangkat daerah penyelenggara

Honorariumdapat diberikan kepada pengajar yang berasal

dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara,

baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi

widyaiswara,honorarium diberikan atas kelebihanjumlah

minimaljam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap

muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

Honorarium Pengajar Luar SKPD ditetapkan sebagai
berikut:
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Honorarium Panitia PenyelenggaraanKegiatanPendidikan

dan Pelatihan ditetapkan sebagai berikut:

pelaksanaan;

(4)jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang,
jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling

banyak 4 (empat)orang; dan

(5)jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45

(empat puluh lima)menit.

efektivitasdanefisiensimempertimbangkan

urgensmya;
(3)jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih,

jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling

tinggi 10%(sepuluh persen) darijumlah peserta dengan

e) Honorarium Panitia Penyeh:~nggaraanKegiatanpendidikan

dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan

dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia

penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang
melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan,

evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang

menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

(1)merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi

bagi yang bersangkutan;

(2)dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan

Honorarium Penyusunan
Modul Diklat
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9) HonorariumNarasumber, Moderator,atau PembawaAcara

a) HonorariumNarasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negaraj

PegawaiAparatur SipilNegaraj AnggotaPolrijTNljKepala

Daerah yang memberikan informasij pengetahuanj

kemampuan dalam kegiatan Seminarj Rapatj Sosialisasij

Diseminasij Bimbingan Teknis j Workshopj Sarasehanj

Simposiumj Lokakaryaj Focus Group Discussionj
Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung

(offline)maupun daring (online)melalui aplikasi secara live

, TAPD Per Bulan Sekretariat TAPD
No. Komposisi Tim Per Bulan

, (Rp.) (Rp.)
1 Pembina 3.500.000 -

2 Pengarah 3.000.000 -
3 Ketua 2.500.000 1.000.000
4 Wakil Ketua 2.000.000 -

5 Sekretaris 1.500.000 900.000
6 Anggota 1.300.000 600.000

8) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)dan

Sekretariat

TAPD ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala

Daerah. HonorariumTAPDdan sekretariat ditetapkan sebagai

berikut:

1 Penanggung Jawab 450.000,00 Orang I Kegiatan
2 Ketua 400.000,00 Orang / Kegiatan
3 Wakil Ketua 350.000,00 Orang I Kegiatan
4 Sekretaris 300.000,00 Orang I Kegiatan
5 Anggota 250.000,00 Orang I Kegiatan

II Diklat 6 s.d 30 hari
1 Penanggung Jawab 650.000,00 Orang I Kegiatan
2 Ketua 600.000,00 Orang I Kegiatan
3 Wakil Ketua 500.000,00 Orang I Kegiatan
4 Sekretaris 400.000,00 Orang I Kegiatan
5 Anggota 350.000,00 Orang I Kegiatan

III Diklat > 30 hari
1 Penanggung Jawab 850.000,00 Orang I Kegiatan
2 Ketua 750.000,00 Orang I Kegiatan
3 Wakil Ketua 650.000,00 Orang / Kegiatan
4 Sekretaris 500.000,00 Orang I Kegiatan
5 Anggota 400.000,00 Orang I Kegiatan
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b) ModeratorjPembawaAcara
ASNKabupaten Purwakarta dapat diberikan honorarium

apabila ditugaskan untuk menjadi moderatorjpembawa
acara sesuai dengan kapasitas dan wewenangnyauntuk

OJ1.400.0001.400.000

1 Menteri/Betingkat
Menteri/Pejabat Negara

Besaran honorarium narasumber ditetapkan sebagai

berikut:

dan bukan rekamanjhasil taping, baik di dalam negen

maupun di luar negeri, dengan ketentuan:

(1)Satuan jam yang digunakan dalam pemberian

honorarium narasumberjpembahas adalah 60 (enam
puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun

individual.

(2)Maksimalvolumeper hari sebagai narasumber adalah

3 (tiga]jam

(3)PNS Kabupaten Purwakarta dapat diberikan

honorarium apabila ditugaskan untuk menjadi
narasumber sesuai dengan kapasitas dan

wewenangnya untuk kegiatan diluar satuan kerja

tempat PNStersebut bertugas.

(4)PNS dalam satuan kerja tempat PNS bertugas dapat

diberikan honorarium sebesar 50%(limapuluh persen)

apabila ditugaskan menjadi narasumber untuk

kegiatan yang sifatnya lintas sektoral dan lintas

instansi (fasilitasidan koordinasi kegiatan instansi).
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Keterangan:

Pemberian honorarium dapat melebihi besaran tersebut,

sepanjang didukung dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan didukung dengan bukti pengeluaran riil

(pernbiayaansecara at cost)

No. . ... Uraian ... > Jumlah Satuan
1 Narasumber 1.700.000,00 OJ
2 Moderator 1.000.000,00 OK
3 Pembawa Acara 750.000,00 OK

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau

pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara

khusus) yang mempunyai keahlian danj atau pengalaman

tertentu dalam ilmudan/ atau bidangtertentu untuk kegiatan

seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan

kegiatan sejenisnya.

Besaran honorarium narasumber, moderator, atau pembawa
acara profesionalditetapkan sebagai berikut:

10) Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara

Profesional

No;.········.... Uraian..' ...·.·•····••.•••...•.•.•. Jumlah .... Satuan
I Moderator

1 Eselon II/ sederajat 700.000,00 Orang/ Kegiatan
2 Eselon III/ sederaiat 500.000,00 Orang! Kegiatan
3 Eselon IVj sederajat 400.000,00 Orangj Kegiatan

II Pembawa Acara
1 Eselon IIj sederajat 400.000,00 Orangj Kegiatan
2 Eselon III/ sederajat 300.000,00 Orang/ Kegiatan
3 Eselon IV/ sederajat 250.000,00 Orang/ Kegiatan

kegiatan di luar satuan kerja tempat ASN tersebut

bertugas.

ASN dalam satuan kerja tempat ASN bertugas dapat

diberikan honorarium untuk kegiatan yang sifatnya lintas
sektoral dan lintas instansi (fasilitasi dan koordinasi

kegiatan instansi] di Kabupaten Purwakarta.

Besaran honorarium untuk moderatorjPembawa Acara

ditetapkan sebagai berikut:
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13) HonorariumPengelolaManajemenRisiko

Honorarium PengelolaManajemen Risiko Perangkat Daerah

diberikan kepada Pegawai PNS atau Non PNS yang telah

memiliki sertifikat dan melaksanakan tugas Pengelola

Manajemen Risiko berdasarkan surat keputusan Kepala

Perangkat Daerah dan diberikan setiap bulan sebesar
Rp250.000,OO(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

300.000,00
400.000,00

No.

12) HonorariumPengurus/Penyimpan Barang MilikDaerah

Honorarium diberikan kepada PegawaiAparatur SipilNegara

di lingkungan PenggunaBarang dan Kuasa PenggunaBarang

yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus / penyimpan

barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/

Kuasa PenggunaBarang.
Jumlah pejabatj'pegawai yang dapat diberikan honorarium

selaku pengurus / penyimpan barang milik negara paling
banyak 4 (empat)orang pada tingkat PenggunaBarang dan 2

(dua)orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah

ditetapkan sebagai berikut:

............
••

. ....... ".

SatuanNo. Uraian .' .: j_ •...•.....•• Jumlah
...... . ..... " .' .

••••••
1 Instruktur 150.000,00 OJ
2 Asisten Instruktur 100.000,00 OJ
3 InstrukturJNarasumber KUBE 750.000,00 OB
4 InstrukturJNarasumber WRSE 750.000,00 OB
5 Juri Lomba Tingkat Kabupaten 1.500.000,00 OK
6 Juri Lomba Tingkat Kecarnatan 1.000.000,00 OK
7 Juri Lomba Khusus/Tertentu 750.000,00 OK

11) Honorarium Instruktur dan Juri Perlombaan

Honorarium infrastruktur dan juri perlombaan ditetapkan

sebagai berikut:
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I < ..........
Uraian' .Besaran SatuahI i (Rp;j· ••... .> .. .... ... .... . ...........

1. Kepala UPTD Puskesmas /Labkesda (BLUD)
• Kategori Tinggi 2.000.000 OB
• Kategori Sedang 2.500.000 OB
• Kategori Rendah 3.000.000 OB
• Kategori Sangat Rendah 3.500.000 OB

2. Kasubag TU UPTD Puskesrnas/Labkesda
(BLUD)
• Kategori Tinggi 1.500.000 OB
• Kategori Sedang 2.000.000 OB
• Kategori Rendah 2.500.000 OB
• Kategori Sangat Rendah 3.000.000 OB

3. Pegawai UPTD PuskesmasJLabkesda (BLUD)/
RSUD Bayu Asih
• Pelaksana (Gol. IV) 1.000.000 OB
• Pelaksana (Gol. III) 800.000 OB
• Pelaksana (Gol. II) 600.000 OB
• Pelaksana (Gol. I) 500.000 OB

4. Koordinator Satuan Pelayanan Pendidikan 3.500.000 OB
Dasar

5. Pengawas SMP I 2.000.000 OB
6. Pengawas SD 1.500.000 OB

16) Standar Biaya Maksimal Tambahan Penghasilan Pegawai
Pemerintah Kabupaten Purwakarta lainnya.

Satuan
300.000OB1 Honorarium Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS)

15) HonorariumPPNS

14) HonorariumPengelolaPerencanaan Perangkat Daerah

Honorarium Pengelola Perencanaan Perangkat Daerah

diberikan kepada satu orang Pegawai Non ASN yang

melaksanakan tugas dibidang perencanaan dan program

perangkat daerah berdasarkan surat keputusan Kepala

Perangkat Daerah dan diberikan setiap bulan sebesar Rp.

250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
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1 Unsur Pemerintah orang/bulan

No. Uraiart
;.

Satuan ..Jumlah

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

17) HonorariumDewanPengawasRadio

Dewan Pengawas Radio merupakan bagian Lembaga

Penyiaran Publik Lokal (LPPL)Radio Kabupaten Purwakarta

yang terdiri dari unsur Pemerintah unsur Masyarakat dan

unsur Praktisi.

HonorariumDewanPengawasRadiodiberikan kepada:

tidaksertaEfektivitas/ Efisiensi/ Equitypnnsip

Keterangan:

• Tambahan Penghasilan di atas diberikan kepada

Aparatur Sipil Negara yang belum mendapatkan

Tambahan Penghasilan PegawaiDinamis;

• Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di luar

yang tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan

Bupati tersendiri dengan tetap mengacu kepada prinsip-

7. Pengawas TK 1.500.000 OB
8. Kepala Sekolah SMP 1.500.000 OB
9. Kepala Sekolah SMP SATAP 1.500.000 OB
10.Kepala Sekolah SD 1.000.000 OB
11.Kepala Sekolah TK 1.000.000 OB
12.Penilik 6.000.000 OB
13.Guru Terpencil 500.000 OB
14.Pamong Belajar 5.000.000 OB
15.Guru (Golongan III dan IV) 400.000 OB
16.Guru (Golongan II) 350.000 OB
17.Penguji Kendaraan Berrnotor

• Golongan III 2.500.000 OB
• Golongan II 2.000.000 OB

18.Aparatur Sipil Negara (Non TPP)
• Golongan IV 2.500.000 OB
• Golongan III 2.000.000 OB
• Golongan II 1.500.000 OB
• Golongan I 1.000.000 OB
• Kepala UPTD (Gol. IV) 5.600.000 OB
• Kepala UPTD (Gal. III) 5.000.000 OB
• Kasubbag TU UPTD 3.000.000 OB
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650.000 / orang/bulan

700.000 / orang/bulan

150.000 / orang/bulan

750.000 / orang/bulan

C Berdasarkan Masa Kerja
bagi PTTyang telah berusia
46 Tahun pada tanggal 11
November2005 atau pada
saat mulai berlakunya PP48
Tahun 2005 tentang
pengangkatantenaga
Honorer adi CPNS

18) Honorarium Pegawai Tidak Tetap

2.500.000 orang/bulan3 Dewan Pengawas Radio un sur
Praktisi
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100.000 lorang/bulan

700.000 lorang/bulan

1.800.000 lorang/bulan

,750.000 lorang/bulan
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No Uraian .Jumlah (Rp.)

1 Tunjangan Gaji ke-13

Non PNS 1.500.000 /orang

Pegawai BLUD 800.000 /orang

2 Upah, Gaji dan Tunjangan Pegawai
BLUD
a. Upah Pokok

Upah Pokok Tenaga selain Dokter 1.250.000 /nrang/bulan
Spesialis

Dokter Spesialis (S2) 5.000.000 /orang/bulan

Pegawai Radologi 1.150.000 / orang/bulan

b. Tunjangan berdasarkan Pendidikan
Pendidikan SLTA/D1/D2 50.000 / orang/bulan

Pendidikan D3 75.000 / orang/bulan

Pendidikan Sl 100.000 / orang/bulan

Pendidikan S2 200.000 / orang/bulan

c. Tunjangan berdasarkan Profesi
D3 Kebidanan dan Keperawatan 575.000 / orang/bulan

D3 Pegawai Kesehatan Lainnya 450.000 / orang/bulan

D4 atau S1 Keperawatan 650.000 / orang/ bulan

S1 Kesehatan atau ners 1.250.000 / orang/ bulan

S1 Farmasi Apoteker 1.250.000 / orang/bulan

S1 Kedokteran 1.250.000 / orang/bulan

S1 Non Kesehatan 1.250.000 / orang/ bulan

S2 Profesi (Spesialis) 3.750.000 lorang/bulan

19) Honorarium Non PNS Lainnya

Uraian .Jurnlah Satuan ....

14) Pembantu Penguji 1.200.000 / orang/bulan
Kendaraan Bermotor

15) Tunjangan beban kerja 2.000.000 / orang/ bulan
Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah

16) Tunjangan Beban Kerja 2.000.000 / orang/bulan
Satuan Kerja APIP
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....... ... ........• . ..
No Uraian .Jumlah (Rp.)

.: .

d. Tunjangan berdasarkan Masa Kerja
Masa Kerja Pegawai 1 sid 5 Tahun 50.000 /orang/bulan

Masa Kerja Pegawai 6 s/ d 10 50.000 / orang/ bulan

Tahun

Masa Kerja Pegawai 11 s/ d 15 100.000 / orang/ bulan

Tahun

Masa Kerja Pegawai 16 sid 20 100.000 / orang/ bulan

Tahun

e. Tunjangan Lainnya

Kompensasi Non Kesehatan 150.000 / orang/bulan

SMA/D1

Kompensasi Non Kesehatan D3 350.000 / orang/ bulan

Kompensasi Non Kesehatan Sl/S2 550.000 / orang/bulan

Uang Kadeudeuh 250.000 /orang

luran Asuransi Pegawai 200.000 /orang

6 Insentif Hari Raya dan Hari Besar

Idul Fitri 300.000 / orang/ Keg.

Idul Adha 300.000 / orang/ Keg.

Natal dan Tahun Baru 200.000 / orang/ Keg.

Hari Kemerdekaan 300.000 / orang/ Keg.

Hari Jadi Purwakarta 150.000 / orang/Keg.

Insentif Hari Raya dan Hari Besar 150.000 / orang/ Keg.

Tunjangan beban kerja 5.000.000 / orang/bulan

Petugas /Pengelola IT lingkup

Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah

Tunjangan beban kerja Satuan 2.000.000 / orang/bulan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Tunjangan Beban Kerja Satuan 2.000.000 / orang/bulan

Kerja APIP
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No Uraian Jumlah (Rp.)

1 BupatijKetua DPRD 41.900.000,00 unitjtahun

b. Satuan BiayaPerneliharaanKendaraan

1) BiayaPerneliharaanKendaraanDinas Pejabat

No Uraian Jumlah (Rp.)
1 Gedung Bertingkat 178.000,00 M2jtahun

2 Gedung Tidak Bertingkat 102.000,00 M2jtahun

3 Halaman Gedungj Bangunan 10.000,00 M2jtahun
Kantor

5. Standar BiayaPerneliharaan
a. Satuan Biaya Perneliharaan Gedung atau Bangunan Dalam

Negeri
Satuan biayaperneliharaangedungatau bangunan dalarnnegeri

rnerupakan satuan biaya yang digunakan untuk rnenyusun

perencanaan kebutuhan biaya perneliharaan rutin gedung atau

bangunan di dalamnegeri,guna rnenjagaatau rnernpertahankan

gedung dan bangunan kantor agar tetap dalarn kondisi sernula,
atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau

sarna dengan 2%(dua persen)dari nilai bangunan saat ini, tidak

terrnasuk untuk perneliharaangedung atau bangunan di dalarn
negeriyang rnernilikispesifikasikhusus berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Biaya perneliharaan gedung atau bangunan rneliputi

perneliharaangedung, atau bangunan bertingkat, perneliharaan

gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan perneliharaan

halaman kantor. Satuan biaya perneliharaan gedung atau

bangunan dalam negeridialokasikanuntuk:

1) gedungatau bangunan rnilikdaerah; danjatau

2) gedungatau bangunan rnilikpihak lainyangdisewadanjatau

dipinjarnoleh pp barang dan dalarnperjanjian diatur tentang

adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk rnelakukan

perneliharaan.
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No Uraian. __ ....., ....... Jumlah (Rp.)
....
'.'

1 PC (personal computer)/Note 730.000,00 unitjtahun
Book (Laptop)

2 Printer 500.000,00 unitjtahun
3 Printer Gaji 20.000.000,00 unitjtahun
4 Mesin Tik 250.000,00 Unitjtahun
5 Air Conditioner Split 610.000,00 Unitjtahun
6 Air Conditioner 1.500.000,00 Unitjtahun

(Standing Floor)
7 Air Conditioner (Casete) 2.500.000,00 Unitjtahun
8 Kamera Resolusi Rendah 300.000,00 Unitjtahun
9 Kamera Resolusi Tinggi 1.000.000,00 Unitjtahun
10 LCDProyektor 2.500.000,00 Unitjtahun
11 Mesin Fotokopi 3.000.000,00 Unitjtahun
12 Sound System 1.000.000,00 Unitjtahun
13 Genset s.d 150 kva 8.000.000,00 Unitjtahun
14 Genset s.d 250 kva 12.000.000,00 Unitjtahun
15 Genset s.d 350 kva 15.000.000,00 Unitjtahun
16 Genset s.d 500 kva 20.000.000,00 Unitjtahun

6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

N·'·· Uraian...·..> ...•..........•.............. ..' '. <. Jumlah (Rp.)··· -. .•....•......•..•..........•....•••....0

1 Kendaraan Roda Enam 20.000.000,00 unitjtahun

2 Kendaraan Roda Empat 10.000.000,00 unitjtahun

3 Kendaraan Roda Tiga 2.500.000,00 Unitjtahun

4 Kendaraan Roda Dua 2.000.000,00 unitjtahun

3) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas

1""". No...; ..... ..... Uraian '. < .••.........•••••••• .•...... Jumlah (Rp,J
••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 Kendaraan Roda Empat 15.000.000,00 unitjtahun

2 Kendaraan Roda Dua 2.000.000,00 unitjtahun

3 Kendaraan DoubleGardan 20.000.000,00 unitjtahun

2) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan

2 Wakil Bupatij Anggota DPRD 38.000.000,00 unitjtahun

3 Sekretaris Daerah 30.000.000,00 unitjtahun

4 Asisten SekdajKepala 25.000.000,00 unitjtahun
DinasjBadan
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d. Biaya Langganan Internet

",,'

No Uraian Jumlah, (Rp.J
'"

1 1 - 5 item langganan surat 500.000,00 Bulankabar j majalah

2 6 - 10 item langganan surat 800.000,00 Bulankabar /majalah
3 > 10 item langganan surat kabarjmajalah 1.200.000,00 Bulan

c. BiayaLangganan Surat Kabar/Majalah

-.

No Uraian Jumlah (Rp.)
,,' ,

'.

1 Kecil- PljTR 6.600 VA- 200 KVA 1.445,00 KWH

2 Besar - P2 jTM > 200 KVA 1.115,00 KWH
3 PJU - PljTR 6.600 VA- 200 KVA 1.445,00 KWH

b. BiayaLangganan Listrik

No Uraian Jumlah (Rp.)
".", .,' ;' ..-,

1 Blok I (0-10 m"] 5.000,00 M3

2 Blok II (11-20 m"] 5.800,00 M3
3 Blok III (21-30 m'] 7.400,00 M3

4 Blok IV (> 30 m"] 8.200,00 M3

5. Standar BiayaJasa Kantor

a. BiayaLanggananAir

No Uraian " .Jumlah (Rp.] ,'. ::~"'.'"

17 Running Text 2.000.000,00 unitjtahun
18 Lemari Es 1.000.000,00 unitjtahun
19 PABX 1.000.000,00 unitjtahun
20 Mesin Penghancur Kertas 250.000,00 unitjtahun
21 Pemeliharaan TVWall 1.800.000,00 unitjtahun
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.,. "

No Uraian Jumlah (Rp.)

1 J aminan Kecelakaan dan 10.800,00 Orang/BulanKematian Non PNS
2 BPJS Ketenagakerjaan 137.800,00 Orang/ Bulan

Premi BPJS Kelas III bagi
3 Penerima Bantuan luran - 42.000,00 Orang/ Bulan

J aminan Kesehatan Nasional

4 luran PBPU dan BP oleh 15.120,00 Orang/BulanPemda (40%)Dana Banprov

5 Premi BPJS Kelas III 170.000,00 Orang/ Bulan

6 luran PBPU dan BP Mandiri 2.800,00 Orang/ BulanAktif
7 Premi BPJS bagi Kepala Desa 180.000,00 Orang/ Bulan

6. Standar BiayaPremiAsuransi

; .< .....

No Untlan Jumlah (Rp.)
, >.

1 Paket 1 hari, dalam kabupaten 10.000,00 Kg

2 ~aket 1 hari, luar kabupaten dalam pulau 28.000,00 Kgjawa

Paket lebih dari 1 hari, luar kabupaten
3 luar 137.000,00 Kg

pulaujawa

e. BiayaPengirimanPaket

',; ',. ;;..

No Uraian Jumlah (Rp.) ...

.. ,
;

1 10 Mbps 400.000,00 Titik/Bulan

2 20 Mbps 500.000,00 Titik/Bulan

3 30 Mbps 600.000,00 Titik/Bulan

4 40 Mbps 800.000,00 Titik/Bulan

5 50 Mbps 1.000.000,00 Titik/Bulan

6 100 Mbps 1.500.000,00 Titik/Bulan
7 200 Mbps 2.500.000,00 Titik/Bulan

8 300 Mbps 4.000.000,00 Titik/Bulan
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. ;'.> . ' ': . • <

No Uraiall Juful~h (Rp.) ';;:.
...: ., ....... , .' .....

1 Spanduk (Vinyl) 35.000,00 M2

2 Spanduk (kain) 75.000,00 M2
3 Spanduk (koren) 85.000,00 M2
4 Banner 40.000,00 M2
5 ClothBanner 125.000,00 M2
6 Standing Banner (standar) 110.000,00 buah
7 Standing Banner 250.000,00 buah

8 Kop Surat Perangkat Daerah 500.000,00 Rim(berwarna)
Kartu Ueapan Hari Besar

9 Nasionalj Agama dan Hari Tertentu 15.000,00 Rim
(berwarna)

10 Kalender Perangkat Daerah 30.000,00 Eks(berwarna)

11 Cetak Dus Arsip Dokumen 30.000,00 Dus

12 Cetak Buku dan Cover Laporan 150.000,00 BukuHasil Kegiatan

13 Cetak Map Perangkat Daerah 20.000,00 Pes

14 Cetak Buku Agenda Perangkat 350.000,00 BukuDaerah

15 Cetak Kalender Meja Perangkat 150.000,00 PesDaerah

16 Cetak Kalender Dinding Perangkat 25.000,00 PesDaerah
17 Cetak Paper Bag 25.000,00 Pes

18 Cetak Undangan Rapat Paripurna 20.000,00 Pes

8. Standar BiayaCetak

UnitjTahun1.600.000,004 Kendaraan Roda 6

UnitjTahun2.500.000,003 Kendaraan Roda 4

UnitjTahun500.000,002 Kendaraan Roda 3

UnitjTahun400.000,001 Kendaraan Roda 2

7. Standar BiayaPajak Kendaraan Bermotor

Orangj Bulan22.680,00luran PBPU dan BP oleh
Pemda (60%)8

237



No Uraian Jumlah (Rp.)
... ....

1 Sewa truck (sedang) 2.500.000,00 Unit /Hari
2 Sewa truck (besar) 3.400.000,00 Unit/Hari

3 Sewa Bus Besar, AC 5.000.000,00 Unit/Hari
4 Sewa Bus Sedang/ Medium, AC 3.500.000,00 Unit/Hari

c. Biaya Sewa Sarana Mobilitas

No Uraiatt Jumlah (Rp.)··· .

Sewa ruang rapar/pertemuan,
1 termasuk sound sistem 3.000.000,00 Unit/Hari

(halfday)
Sewa ruang rapat /pertemuan,

2 termasuk sound sistem 5.000.000,00 Unit /Hari
ttulldaus

b. Biaya SewaRuang Rapat./Pertemuan

No Uraian Jllmlab (Rp.)

1 Sewa Rumah ( Horne Stay) 500.000,00 Unit/Hari

2 Sewa Kamar penginapan / 2.000.000,00 Unit/HariBungalow

9. Standar Biaya Sewa

a. Biaya SewaGedung/Tempat /Kantor

19 Cetak Amplop Dinas Perangkat 110.000,00 DusDaerah
20 Belanja Cetak Sticker Dinas 10.000,00 lembar

21 Cetak Kop Surat Perangkat Daerah 300.000,00 Rim

22 Cetak Disposisi 35.000,00 Blok
23 Stiker Kode Barang 5.000,00 Buah
24 Kop Surat Bupati Berwarna 500.000,00 Rim
25 Model Bend 13 100.000,00 Biok
26 ID Card 20.000,00 Buah
27 Cetak Photo 6.000,00 Lembar

28 Belanja cetak cover/ sampul/ hard 25.000,00 Ekscoverl sam_pulekslusif

29 Belanja cetak moduli buku/ jurnal 350.000,00 Eks
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e. Biaya Sewa Komputer dan Printer

. . . .. .................

No Uraian. Jumlah (Rp.)
....

1 Kursi Futura Standar 7.000,00 Buah/Hari

2 Kursi Futura VIP (Sarung + 15.000,00 Buah/HariPita)
3 Kursi Chitose (Kursi Lipat) 4.000,00 Buah/Hari
4 Sofa Single 250.000,00 Buah/Hari
5 Sofa Set 1.500.000,00 Set/Hari
6 Meja Sofa kaca 150.000,00 Buah/Hari
7 Meja Segi Polos (70x120 ern) 20.000,00 Buah/Hari
8 Meja Segi Komplit (70xI20) 45.000,00 Buah/Hari
9 Meja Bundar Komplit (120) 50.000,00 Buab /Hari

d. Biaya Sewa Meja dan Kursi

5 Sewa Bus Kecil, AC 2.000.000,00 Unit /Hari

6 Sewa Kendaraan Roda 4 750.000,00 Unit /Hari

7 Sewa Kendaraan Pick Up 500.000,00 Unit/Hari
8 Sewa kendaraan Roda 2/3 2000.000,00 Unit./Hari

9 Sewa Perahu 300.000,00 Unit/Han
10 Bulldozer 100-150 PK 786.989,00 Unit/Jam

11 Motor Grader min 100 PK 691.905,00 Unit/Jam
12 Loader Roda Karet 1.0-1.6 m" 528.795,00 Unit/Jam

13 Loader Roda Berantai 75-100 43.374,00 Unit/JamPK

14 Alat Penggali (Excavator) 80- 752.985,00 Unit/Jam140 PK I

15 Crane 10-15 ton 913.214,00 Unit/Jam
16 Penggilas Roda Besi 6-9 ton 644.767,00 Unit/Jam

17 Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton 591.387,00 Unit/Jam
18 Pemadat Bervibrasi 1.5-3.0 PK 82.307,00 Unit/Jam

19 Penggilas Roda Karet 8-10 ton 631.567,00 Unit/Jam
20 Dump Truck, kapasitas 3-4m3 427.164,00 Unit/Jam

21 Truk Bak Datar 3-4 ton 791.189,00 Unit/Jam
22 Truk Tangki 3000-4500 Liter 464.583,00 Unit/Jam
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Set3.000.000,00 I
Uraian

Sewa sound System1

Jumlah (Rp.)I No

h. Biaya Sewa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor Lainnya

Stel/Hari2.500.000, 00

Stel/Hari350.000,00

2

Sewa Pakaian Adat beserta
peden kapann a
Sewa Pakaian Khusus Hari

1

g. Biaya Sewa Pakaian Adat/Tradisional

............•.

I .No U~ian Imla"
....... .... .. >

1 Tenda Dekorasi VIP (Tertutup) 50.000,00 m2

2 Tenda Dekorasi 40.000,00 m2

3 Tenda Semi Dekorasi 30.000,00 m2

4 Tenda Rombe Romawi 25.000,00 m2

5 Tenda Lingkar Plafon 20.000,00 m2

6 Tenda Plafon 17.500,00 m2

7 Tenda Roder Standar 65.000,00 m2

8 Tenda Roder Dekorasi 95.000,00 m2

9 Tenda Roder Dekorasi VIP 115.000,00 m2

10 Tenda Roder Dekorasi 90.000,00 m2Transparan

11 Tenda Sarnafil/ Kerucut 500.000,00 Unit3x3M2
12 Tenda Sarnafil / Kerucut 700.000,00 Unit5x5M2
13 Tenda Sarnafil / Kerucut 1.000.000,00 UnitDekorasi

Unit/Hari300.000,00
Unit/Hari250.000,00

f. Biaya Sewa Tenda

3
Sewa Laptop core i52

Unit/Hari200.000,00Sewa PC core i5

Sewa Printer laser jet/ ink jet

1

240



No i Uraian. Jum.lah·.(Rp.)...• . . .....•. ., -. ..:.

1 Kegiatan Posbindu 100.000,00 jPaket
Belanaja Paket Makanan dan

2 Minuman untuk diberikan 130.000,00 jPaket
kepada masyarakat

3 Bantuan Paket Makanan 200.000,00 jPaketKebencanaan

4 Makanan dan Minuman Pasien 40.000,00 jPorsi

5 Jamuan Ringan Atlet 20.000,00 jDus

6 Jamuan Makan Atlet 40.000,00 jDus

7 lsi Ulang Air Mineral 25.000,00 jGalon

c. Biaya Makanan dan Minuman Lainnya

.....No Uraian ...... ..... Jumlah (Rp.) •••••••••••••••••••

1 Jamuan Tamu (nasi box) 45.000,00 jorang
2 Jamuan Tamu standar 45.000,00 jorang
3 Jamuan Tamu VIP 70.000,00 jorang
4 Jamuan Tamu WIP 80.000,00 jorang
5 Snack Tamu 20.000,00 jorang
6 Snack VIP 35.000,00 jorang
7 SnackWIP 50.000,00. jorang

8 Paket aneka buah-buahan 150.000,00 jpaket
paket kecil

9 Paket aneka buah -buahan 250.000,00 jpaket
paket besar

10 Jamuan Prasmanan Standar 120.000,00 jOrang
11 Jamuan Prasmanan VIP 200.000,00 jOrang
12 Jamuan Prasmanan WIP 250.000,00 jOrang

h. Biaya Jamuan tamu Pemerintah Daerah

..····No . ' Uraia.n .: Jllmlal). (~p.) •• c r>
1 Jamuan Makan 45,000.00 jOrang
2 Jamuan Ringan 20.000,00 jorang
3 Jamuan Ekstra Fooding 15.000,00 jorang
4 Jamuan Makan lembur 30.000,00 jorang

10. Standar BiayaMakanan dan Minuman

a. Biaya Jamuan Rapatj dan lain-lain yang sifatnya sejenis

2 Sewa Peralatan Kesenian 5.000.000,00 Paket
3 Sewa panggung 300.000,00 m2
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r No ..... Uraian . Junt1a.~fRp.) (i ccC

A Pakaian Dinas KDH dan WKDH
Pakaian Dinas Bupati dan 3.000.000,00 Stel
Wakil
Bupati

B Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pimpinan dan Anggota DPRD 2.500.000,00 Stel

Pegawai (ASN dan Non ASN) 650.000,00 Stel
C Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pimpinan dan Anggota DPRD 2.500.000,00 Stel
Pegawai (ASNdan Non ASN) 1.500.000,00 Stel

D Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pimpinan dan Anggota DPRD 2.500.000,00 Stel

Pegawai (ASNdan Non ASN) 650.000,00 Stel

E Pakaian Dinas Upaeara (PDU)

Pegawai (ASN dan Non ASN) 1.500.000,00 Stel

Paskibra Kabupaten 2.300.000,00 Stel
Paskibra Keeamatan 1.000.000,00 Stel
PDUB Camat, Kepala Desa, 2.500.000,00 Stel
Lurah

F Pakaian Dinas dan Atribut
Lainnya
Pimpinan dan Anggota DPRD 2.500.000,00 Stel

Pegawai (ASN dan Non ASN) 1.500.000,00 Stel

G Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

PDL Pegawai (ASN dan Non 1.000.000,00 Stel
ASN)
Iengkap

H Pakaian Korpri

Pegawai (ASN dan Non ASN) 650.000,00 Stel
I Pakaian Adat Daerah

Pegawai (ASN dan Non ASN) 650.000,00 Stel
Pakaian Batik

J Pegawai (ASN dan Non ASN) 650.000,00 Stel

Pegawai (ASN dan Non ASN) 150.000,00 Pes

K Pakaian Olahraga

Pakaian Olah Raga (kaos) 150.000,00 Stel

Pakaian Olah Raga Lengkap 800.000,00 Stel
(kaos, jaket, training, sepatu
dan topi)

11. Standar BiayaPakaian Dinas
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a. Belanja Uang saku per hari

l. Golongan III Rp. 75.000,001 orang/hari

2. Golongan IV Rp. 130.000,001orang/hart

b. Bantuan Biaya Pembelian Buku Rp. 1.000.000,001Angkatan
dan alat tulis

c. Bantuan Biaya Kesehatan Rp. 500.000,001Angkatan

d. Bantuan Biaya Pemondokaan Rp. 150.000.00Iorang/hari
(apabila tidak disediakan
akomodasi)

b. Bantuan Biaya mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural yang
diselenggarakandi luar Kabupaten

a. Belanja Uang saku per hari

1. Golongan III Rp. 50.000,00Iorang/hari
2. Golongan IV' Rp. 75.000,001 orang/hari

b. Bantuan Biaya Pembelian Buku Rp. 1.000.000,001Angkatan
dan alat tulis

c. Bantuan Biaya Kesehatan Rp. 500.000,001Angkatan
d. Bantuan Biaya PKL Rp. 500.000,001Angkatan

12. Standar BiayaPendidikandan Pelatihan

a. Biaya mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural yang

diselenggarakandi dalam Kabupaten

Pakaian Olahraga/Latihan 1.700.000,00 Stel
Paskibra Kabupaten (jaket,
kaos, training, sepatu, sarung
tangan,
kaos kaki, dll.)

L Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Pakaian khas perangkat 650.000,00 Stel
daerah/ pakaian khusus hari
tertentu,
dU.
Pakaian khusus/ hari tertentu 150.000,00 pes
(Kemeja,Kaos, rompi, dU.
Pakaian Korp 1.500.000;00 Stel
Musik/Drumband lengkap
(seragam beserta atribut
dan sepatu)
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No Uraian ........... Jumiah (Rp~l'.'
1 Kendaraan Dinas 491.745.000,00 jUnit

Pejabat Eselon II
2 Kendaraan Operasional I 253.262.500,00 IUnit

Kantor dan Zatau Lapangan
IRoda 4 (empat) Pick Up

13. Standar BiayaPengadaan Kendaraan Dinas

a. Belanja Uang saku per hari

l. Golongan IV Rp. 130.000,001 orang/han

2. Golongan III Rp. 100.000,00 j orang/ hari

3. Golongan II 75.000,001 orangjhari

b. Bantuan Biaya Pembelian Buku Rp. 1.000.000,00 j Angkatan
dan alat tulis

c. Ban tuan Biaya Kesehatan Rp. 500.000,001 Angkatan

d. Bantuan Biaya Pemondokaan Rp. 350.000.00/orang jhari
(apabila tidak disediakan
akomodasi)

e. Bantuan Biaya PKL Rp. 2.500.000,00 j Angkatan

d. Bantuan Biayamengikuti PendidikanTeknis dan Diklat Jabatan

Fungsional yang diselenggarakan di luar Kabupaten

a. Belanja Uang saku per hari

l. Golongan IV Rp. 100.000,00 j orang/han

2. Golongan III Rp. 75.000,00 j orangjhari

3. Golongan II Rp. 50.000,001 orangj hari

b. Bantuan Biaya Pembelian Buku Rp. 1.000.000,00 j Angkatan
dan alat tulis I

c. Bantuan Biaya Kesehatan Rp. 500.000,00 j Angkatan

d. Ban tuan Biaya PKL Rp. 1.000.000,001 Angkatan

c. Bantuan Biayamengikuti PendidikanTeknis dan Diklat Jabatan

Fungsional yang diselenggarakan di dalam Kabupaten
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Kualiilkasi Tenaga Ahli Dan Rupiah Per Bulan
Tahun Pengalaman Sl/Setara S2/Setara S3/Setara

1 ***) 21,519,400.00 27,910,500.00
Tenaga Ahli dengan SKA/SKK

2 ***) 23,056,500.00 29,528,500.00

Ahli Muda 1 3 17,757,550.00 24,593,600.00 31,146,500.00
2 4 19,011,500.00 26,130,700.00 32,724,050.00

1 3 5 20,265,450.00 27,667,800.00 34,342,050.00
AhUMadya 2 4 6 21,519,400.00 29,204,900.00 35,960,050.00

3 5 7 22,773,350.00 30,742,000.00 37,578,050.00
1 4 6 8 23,986,850.00 32,279,100.00 39,196,050.00
2 5 7 9 25,240,800.00 33,816,200.00 40,814,050.00
3 6 8 10 26,494,750.00 35,312,850.00 42,432,050.00
4 7 9 11 27,748,700.00 36,849,950.00 44,050,050.00
5 8 10 12 29,002,650.00 38,387,050.00 45,668,050.00
6 9 11 13 30,216,150.00 39,924,150.00 47,286,050.00
7 10 12 14 31,470,100.00 41,461,250.00 48,904,050.00

AhU 8 11 13 15 32,724,050.00 42,998,350.00 50,522,050.00
Utama 9 12 14 16 33,978,000.00 44,535,450.00 52,099,600.00

10 13 15 17 35,231,950.00 46,072,550.00 53,717,600.00
11 14 16 18 36,445,450.00 47,609,650.00 55,335,600.00
12 15 17 19 37,699,400.00 49,146,750.00 56,953,600.00
13 16 18 20 38,953,350.00 50,683,850.00 58,571,600.00
14 17 19 21 40,207,300.00 52,220,950.00 60,189,600.00
15 18 20 22 41,461,250.00 53,758,050.00 61,807,600.00
16 19 21 23 42,674,750.00 55,254,700.00 63,425,600.00

14. Standar Biaya Jasa Konsultansi

a. Remunerasi/Biaya Langsung Personil

1) Tenaga Ahli dengan SKA/SKK

3 Kendaraan Operasional 328.246.000,00 jUnit
Kantor danj atau Lapangan
Roda 4 (empat) Minibus

4 Kendaraan Operasional 463.170.000,00 jUnit
Kantor danj atau Lapangan
Roda 4 (empat) Double
Gardan

5 Kendaraan Operasional Bus 360.942.000,00 jUnit
(Roda4 dan j atau Bus Kecil)

6 Kendaraan Operasional Bus 718.252.000,00 jUnit
(Roda6 danjatau Bus
Sedang)

7 Kendaraan Operasional Bus 1.184.787.000,00 jUnit
(Roda6 dan j atau Bus Besar)

8 Kendaraan Operasional Kantor 27.417.000,00 jUnit
Roda 2 (dua)

9 Kendaraan Lapangan 36.592.000,00 jUnit
Roda 2 (dua)
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Teknisi Perangkat Keras 10,253,250.0011
Desain Grafis 12,262,050.0010

Administrator Web 11,885,400.009
Teknisi Jaringan Teknologi Informasi 11,885,400.008

Pemelihara Sistem 11,885,400.007
Operator Basis Data 11,885,400.006

Pemrogram Basis Data 12,262,050.005
Pemrogram Perangkat Lunak 12,262,050.004

Operator Sig 10,253,250.003
Operator Cad / Cam 10,253,250.002

Asisten Ahli (Sub Professional Staff) 12,262,050.00

Personil Rupiah Per Bulan
, .

1

I, No
, "

3) Tenaga Ahli Sub Profesional

, """"" i REMIJ;.tl$~I1B~rA ',,"",i' _Si~" ,'.".'[; t("",,_{._,',.', '·"i;'\":;:.''l'!:NAGAAHUTANPA
PERSQ~I~';J;l~·lltiIAlt(PER...'".'.'.',',"',,, ';'i;;"~ " ..'.SKKIsltAiPAlf TAHUN

PENGALAMAN ;~VLAli ,i'i
",".~

,',',''7'i"' /''';'~;<;:''~:::<;''.,'.i',i.,•.." .,'••••". :'$fi$¢~~ra> > "',i" ", ,i i/ .,•••,•••i., Iii i <: i",~ " " 'i, ,',.",'i','. " ,'i" '"" ""
1 **) 23,896,350.00 31,220,100.00

2 H) 25,486,650.00 32,894,100.00

3 20,548,350.00 27,076,950.00 34,568,100.00

4 21,845,700.00 28,667,250.00 36,242,100.00

5 23,143,050.00 30,215,700.00 37,916,100.00

6 24,398,550.00 31,806,000.00 39,590,100.00

7 25,695,900.00 33,396,300.00 41,264,100.00

8 26,993,250.00 34,986,600.00 42,938,100.00

9 28,290,600.00 36,576,900.00 44,612,100.00

10 29,587,950.00 38,167,200.00 46,286,100.00

11 30,843,450.00 39,757,500.00 47,960,100.00

12 32,140,800.00 41,347,800.00 49,634,100.00

13 33,438,150.00 42,938,100.00 51,266,250.00

14 34,735,500.00 44,528,400.00 52,940,250.00

15 36,032,850.00 46,118,700.00 54,614,250.00

16 37,288,350.00 47,709,000.00 56,288,250.00

17 38,585,700.00 49,257,450.00 57,962,250.00

18 39,883,050.00 50,847,750.00 59,636,250.00

19 41,180,400.00 52,438,050.00 61,310,250.00

20 42,477,750.00 54,028,350.00 62,984,250.00

21 43,775,100.00 55,618,650.00 64,658,250.00

22 45,030,600.00 57,208,950.00 66,332,250.00

23 46,327,950.00 58,799,250.00 68,006,250.00

24 47,625,300.00 60,389,550.00 69,638,400.00

25 48,922,650.00 61,979,850.00 71,312,400.00

2) Tenaga Ahli Berpendidikan S1/ S2 tanpa SKK/ SKA

***)Slpengalaman 1-2 tahun dianggap tenaga Sub Profesional
66,661,600.00

65,043,600.00
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• Untuk lokasi
proyek
terpencilI terisolir
di suatu Provinsi,
hargadapat 1,5sid
2,5 kali lebihbesar

• Tidak termasuk
Driver untuk
kendaraan Roda-4

• Disesuaikan
dengan spesifikasi
kendaraan yang
dipersyaratkan
olehPenggunaJasa

....Tidak termasuk
O&M, Driver, 1500
CCMinibus

....TermasukO&M

....Tidak Termasuk
O&M

....TermasukO&M

....TermasukO&M

• O&M Roda-2

4.352.000,00Hari• KendaraanAir

251.000,00 ***)Hari• Roda-2

Bulan• Roda-2

Hari• Roda-4

8.621.000,00

690.000,00

1.506.000,00

Bulan

1 SewaKendaraandan O&M(8-23)

753.000,00
Bulan• O&M Roda-4
.Bulan

• Roda-4

b. Biaya Langsung Non Personil

Biaya Langsung dibayarkan dengan cara reimburse at cost.

4,101,300.00

9
8

6
5

3 Sekretaris Dwibahasa

4)Tenaga Pendukung (Supporting StafjJ

12 Fasilitator 10,253,250.00
13 Teknisi Khusus / Inspektur Khusus 11,885,400.00
14 Teknisi 10,253,250.00
15 Inspektur 10,253,250.00
16 Surveyor 9,667,350.00
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2 Sewa Kantor Proyek (8-23) • Kebutuhan
ruangan rata-rata
6 M2 per Orang,
maksimum untuk
25 orang, dan
ruang rapat ± 30 M2

• Untuk proyek < 6
Bulan, fasilitas
sewa kantor
diberikanjika
lokasi
pelaksaanaan

• Jakarta M2/Bulan 218.000,00 operasional
pekerjaarr/ proyek

• Provinsi M2/Bulan 176.000,00 berbeda
provinsi/kota/kab

• Kabupaten/Kota . M2/Bulan 130.000,00 upaten dengan
kantor perusahaan

• Untuk proyek < 6
Bulan, minimal
penyewaan
dihitunguntuk 6
Bulan

• Lokasi Proyekl Lapangan M2/Bulan 130.000,00 • Untuk lokasi
proyek
terpencil Iterisolir I
kondisi khusus,
harga .dapat 1,5
sid 2,5 kali lebih
besar

3 Sewa Peralatan Kantor(8-23) • Disesuaikan
dengan spesifikasi

• ComputerDesk Top Unit-Bulan 1.046.000,00 peralatan yang
dipersyaratkan

• Laptop Unit-Bulan 1.674.000,00 oleh Pengguna
Jasa

• Printer Laser Jet A-3 Unit-Bulan 1.255.000,00

• Printer Laser Jet A-4 Unit-Bulan 711.000,00

• Printer ColorA-3 Unit-Bulan 795.000,00

• Printer ColorA-4 Unit-Bulan 628.000,00

• ScannerA-3 Unit-Bulan 502.000,00

• ScannerA-4 Unit-Bulan 378.000,00

• Mesin Fotocopy Unit-Bulan 2.511.000,00

• Proyektor Multimedia Unit-Bulan 628.000,00

• Digital Camera Unit-Bulan 418.000,00

• Plotter Unit-Bulan 4.394.000,00

• dll. Unit-Bulan 1.046.000,00

4 Sewa Furnitur Kantor(8-23)

• Meja dan Kursi Kerja Unit-Bulan 1.507.000,00

• Meja dan Kursi Rapat Unit-Bulan 2.176.000,00

• Air Conditioner Unit-Bulan 502.000,00
i....-
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~
• Filing Cabinet Unit-Bulan 209.000,00

• White Board Unit-Bulan 84.000,00

• BookShelf Unit-Bulan 125.000,00

• Water Dispenser Unit-Bulan 125.000,00

• dll. Unit-Bulan 1.507.000,00
5 IBiayaKomunikasi • Untuk telepon,

internet/ wifi pada
kapasitas dasar,

iDomestik: tidak termasuk
hosting website,

• KantorUtama Proyek Bulan 6.487.000,00 teleconference
berbayar

• Kantor Sub Proyek Bulan 3.348.000,00 (premium), cloud
storage

• Belum termasuk
biaya

Kantor Lapangan Bulan 2.720.000,00
pemasangan/peny

• arnbungan telepon,
intenet/wifi,
website, co-location
server

6 lPenempatanSementara • Untuk maksimal 3
(Temporary Lodging) hari setelah
Untuk Provek 2! 3 bulan: kedatangan di

lokasi proyek

• Jakarta Orang-Hari 711.000,00

• Provinsi Orang-Hari 628.000,00

• Kabupaterr/Kota Orang-Hari 502.200,00
7 Penginapan Tugas Luar • Tujuan perjalanan

dinas tidak dalam

• Jakarta Orang-Hari 502.000,00 kota yang sarna
dengan lokasi

• .Provinsi Orang-Hari 377.000,00 kantor proyek

• Kabupaten/Kota Orang-Hari 293.000,00

LokasiProyek/ Lapangan Orang-Hari 251.000,00 • Di luar Ibu Kota• Kabunaten
8 SewaPeralatan Penunjang

IA. Peralatan Pemetaan

Total Station Unit-Hari 334.000,00 • Untuk tingkat• ketelitian tinggi

Total Station Unit-Hari 251.000,00 • Untuk tingkat• ketelitian rata-rata

Thedolite Digital Unit-Han 293.000,00 • Untuk tingkat• ketelitian tinggi

Waterpass Digital Unit-Hari 544.000,00 • Untuk tingkat• ketelitian tinggi

Waterpass Digital Unit-Hari 167.000,00 • Untuk tingkat• ketelitian rata-rata

• Handheld GPS (Static) Unit-Hari 50.000,00 •
GPSRTK Unit-Hari 1.883.000,00 • Tidak termasuk•......_ operator
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• Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir.

• Penyediaanjasa konsultansi dapat dilaksanakan olehbadan usaha
atau perseorangan.

• Diberiketerangan mengenai masing-masing kelornpokahli.

• Tahun pengalaman dalam bidang, sub bidang serta lingkup
pekerjaan.

• Kelompok ahli bersertifikat hams memiliki sertifikat yang
dikeluarkan oleh lembaga/ asosiasi yang berwenang.

• Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan
untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
Biaya Langsung Persone1telah memperhitungkan gaji dasar (basic

salary), beban biaya sosial (social charge), beban biaya tidak
langsung (overhead cost), dan keuntungan (profit/fee).

• Biaya Langsung Persone1dapat dihitung menurut jumlah satuan
waktu tertentu (bulan (SBOB),minggu (SBOM),hari (SBOH),atau
jam (SBOJ)), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai
berikut: Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM)= SBOB/4,1 Satuan

Keterangan:
• Hammer Test Digital Unit-Hari

Unit-Hari• Hammer Test mekanik 125.000,00

837.000,00

Unit-Hari• CBR Lapangan

C. Non Destructive Test

Unit-Hari• Sondir

Unit-Hari• BenkIeman Beam

125.000,00

209.000,00

209.000,00

418.000,00

Unit-Hari

lB. Peralatan Soil Mechanic

• DCP

Unit-Hari• Drone Survey

Unit-Hari• Echo Sounder multi beam

Unit-Hari• Echo Sounder single beam

1.255.000,00 • Tidak termasuk
operator

1.674.000,00 • Tidak termasuk
operator

3.348.000,00 • Tidak termasuk
operator

1.674.000,00 • Spesifikasi paling
sederhana, termasuk
operator

Unit-Hari• GPS Static (dualJreq)

• Dll.
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15. Standar BiayaLainnya
Standar Biaya yang belum diakomodasi dalam Keputusan ini,

mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Biaya Orang Hari (SBOH)= (SBOB/22)x 1,1 Satuan BiayaOrang
Jam (SBOJ)= (SBOH/8)x 1,3

• Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat
dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang
wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan
perkiraan kegiatan.

• Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga
Satuan danZatau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at

cost).

• Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Lumsum
diantaranya pengumpulan data sekunder, seminar, workshop,

sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes
laboratorium, hak cipta dan lain-lain. Biaya Non Personel yang
dapat dibayarkan secara Harga Satuan diantaranya sewa
kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya
operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya komputer dan
pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harlan.

• Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian
biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost) diantaranya dokumen
perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan
proyekdan biaya instalasi teleponyinternet/eitus web.

• BiayaLangsungNon-Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40%
[empatpuluh persen) dari total biaya,kecualiuntukjenis pekerjaan
konsultansi nonkonstruksi yang bersifat khusus, seperti:
pekerjaan penilaian aset, pemetaan udara, survei lapangan,
penyelidikantanah dan lain-lain.
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1. a.
Harga Satuan per-M2 Tertinggi Bangunan Rumah Dinas Tipe 5.910.000
A

b.
Harga Satuan per-M2 Tertinggi Bangunan Rumah 5.900.000
Dinas Tipe B

c.
Harga Satuan per-M2 Tertinggi Bangunan Rumah Dinas Tipe 4.770.000
C, D dan E

2. a.
Harga Satuan per-M2 Tertinggi Bangunan Gedung 6.030.000
Negara Kelas Tidak Sederhana

b.
Harga Satuan per-M2 Tertinggi Bangunan Gedung Negara
Tidak Bertingkat Kelas Sederhana 4.870.000

D. STANDARBIAYAHARGASATUANTERTINGGIPEKERJAANUMUM

1. Standar Harga Satuan Tertinggi

a. Standar Harga Pemeliharaan Bangunan

1) Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan

kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana

mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan,

serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.

2) Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk

menghindari kerusakan komponerr/ elemen bangunan

akibat keusanganj'kelusuhan sebelum umumya berakhir.

3) Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung

pada fungsi dan klasifikasi bangunan. Biaya pemeliharaan

per-M2 bangunan gedung setiap tahunnya maksimum

adalah sebesar 2 % dari harga satuan per-M2 tertinggi yang

berlaku.

b. Pedoman Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan

Gedung Negara

Standar Maksimal Biaya berdasarkan Analisis Standar Belanja

mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai

Analisis Standar Belanja.

C. STANDARMAKSIMALBIAYABERDASARKANANALISIS STANDAR

BELANJA
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Ill. Pemeliharaan Periodik

II. Pemeliharaan Rutin

2. Hotmix

8.000.000.0008.006.00

7.000.000.0008.006.00

1. Beton

I (i~~•.••••...••.J.•.•en..is. :.: ·..••.;.~:~n.l...••.••••.•'fi.·..•.....··.:.p:.•.·•.e.·••.•..•...••.•I :.~."'( •-: . '. '., >' '.. ' ".

108.883.0006.504.501. Hotrnix

I. lPembangunan Jalan

2. Pedoman Harga Satuan KegiatanPeningkatan dan Pemeliharaan

Jalan Kabupatenuntuk Panjang/Kilometer

Keterangan :

• Perhitungan Harga Satuan Tertinggi sudah termasuk Pajak

Pertambahan Nilai (PPN 11%) dan keuntungan pihak ketigaj

penyediajasa.

• Untuk bangunan gedung negara bertingkat yang lebih dari 81antai,

penentuan koefisienjfaktor pengalinya dikonsultasikan dengan

Instansi Teknis Penyelenggara Bangunan Gedung Kabupaten

Purwakarta.

3. Harga Satuan per-M2 Tertinggi Bangunan Gedung Negara
Bertingkat klas tidak sederhana
a. 2 lantai =- 1,090 XRp. 5.950.000,00 6.572.700
b. 31antai = 1,120 XRp. 5.950.000,00 6.753.600
c. 4 lantai =- 1,135 XRp. 5.950.000,00 6.844.050
d. 5 lantai = 1,162 XRp. 5.950.000,00 7.006.860
e. 6 lantai = 1,197 XRp. 5.950.000,00 7.217.910
f. 7 lantai =- 1,236 XRp. 5.950.000,00 7.453.080
g. 81antai= 1,265 XRp. 5.950.000,00 7.627.950

4. Harga Satuan per-M2 Tertinggi Bangunan Gedung Negara
jBertingkat kelas sederhana
a. 2 lantai = 1,090 XRp. 4.870.000,00 5.308.300

5. a.
Harga Satuan per-M' Tertinggi Pagar Depan

2.590.000
Bangunan Gedung Negara Tinggi 1.50 meter

b.
Harga Satuan per-M' Tertinggi Pagar Be1akang 2.360.000Bangunan Gedung Negara Tinggi 3.00 meter

c.
Harga Satuan per-M' Tertinggi Pagar Samping Bangunan 2.240.000
Gedung Negara tinggi 2.00 meter

6. a.
Harga Satuan per-M' Tertinggi Pagar Depan 2.370.000
Bangunan Rumah Negara Tinggi 1.50 meter

b.
Harga Satuan per-M' Tertinggi Pagar Belakang 1.490.000
Bangunan Rumah Negara Tinggi 2.50 meter

c.
Harga Satuan per-M' Tertinggi Pagar Samping Bangunan 1.380.000
Rumah Negara Tinggi 2.00 meter
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1. Lapen 3.00 5.00 843.212.000

2. Lapen 3.50 5.50 918.806.000

3. Lapen 4.00 6.00 1.000.628.000

4. Lapen 4.50 6.50 1.101.349.000

5. Hotmix 3.00 5.00 1.094.247.000

6. Hotmix 3.50 5.50 1.243.804.000

7. Hotmix 4.00 6.00 1.382.242.000

8. Hotmix 4.50 6.50 1.498.406.000

IV. Peningkatan Jalan

1. Telford 3.00 5.00 573.818.000

2. Telford 3.50 5.50 630.424.000

3. Telford 4.00 6.00 687.030.000

4. Telford . 4.50 6.50 757.767.000

5. LPAKlasB 3.00 5.00 1.066.815.000

6. LPAKlasB 3.50 5.50 1.219.354.000

7. LPAKlasB 4.00 6.00 1.336.567.000

8. LPAKlasB 4.50 6.50 1.459.347.000

9. Lapen 3.00 5.00 1.268.572.000

10. ' Lapen 3.50 5.50 1.422.008.000

11. Lapen 4.00 6.00 1.547.360.000

12. Lapen 4.50 6.50 1.687.754.000

13. HotMix 3.50 5.50 1.871.541.000

14. HotMix 4.00 6.00 2.074.199.000

15. HotMix 4.50 6.50 2.281.236.000

16. HotMix 5.00 7.00 2.484.526.000

17. HotMix 5.50 7.50 2.682.333.000

18. HotMix 6.00 8.00 2.890.844.000

19. HotMix 6.50 8.50 3.094.003.000

19. BetonK.450 3.00 5.00 2.176.392.000

20. BetonK.450 3.50 5.50 2.452.143.000

21. BetonK.450 4.00 6.00 2.727.894.000

22. BetonK.450 4.50 6.50 3.003.645.000

23. BetonK.450 5.00 7.00 3.279.396.000

24. BetonK.450 5.50 7.50 3.555.147.000

25. BetonK.450 6.00 8.00 3.830.898.000

26. BetonK.450 6.50 8.50 4.106..649.000
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Keterangan:

4. Pedoman Harga Satuan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan

Rehabilitasidan PeningkatanJPembangunan Irigasi

200.000.000Unit

3.560.000
Bangunan

'-'.....u&'"~a.p Dan Pengaman Jalan Dan2.

1. Rangka Baja

3. PedomanHarga Satuan KegiatanPembangunan dan Pemeliharaan
Jembatan
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~.BUPATIPURWAKRTA.j

• Harga Satuan Pekerjaan Tertinggi sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (Ppn] sebesar 11 % dan keuntungan Pihak
Ketiga(PenyediaJasa) maksimal sebesar 15%.
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